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PUTUSAN
Nomor : 0450/Pdt.G/2012/PA.KAG
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara
tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah
menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan penambahan amar yang bersifat
comdemnatoir atas perkara contentius yang amarnya hanya bersifat deklaratoir
sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor : 62/G/1988 tanggal
3 Agustus 1988 seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :
PENGGUGAT I, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai Penggugat
I
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2012 bertindak untuk diri sendiri
sekaligus sebagai Kuasa Insidentil dari :
PENGGUGAT II, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagi Penggugat
1I;
PENGGUGAT III, tempat tinggal di Kota Palembang, sebagai Penggugat III;
Selanjutnya Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III disebut sebagai para
Penggugat;
MELAWAN
TERGUGAT 1, tempat tinggal di Jakarta Timur, Berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 04 Oktober 2012 telah memberikan kuasa kepada MARSUDI
UTOYO, SH., MH., REDHO JUNAIDI, SH, dan NORA HERLIANTO,

SH, advokat-advokat pada Kantor Hukum Polis Abdi Hukum yang
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berkantor di Jalan Yudo Kampus Blok H1 1A Palembang, sebagai
TERGUGAT I;

TERGUGAT II, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 12 Nopember 2012 telah memberikan kuasa
kepada ABDUL RAHMAN, SH advokat / pengacara yang berkantor
pada kantor hukum ABDULLAH & RAHMAN beralamat di Jalan Sultan
M. Mansyur Nomor 55/938 RT. 11, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan
Ilir Barat I Palembang, sebagai TERGUGAT II;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan para Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti — bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Juli 2012
dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register
perkara Nomor : 0450/Pdt.G/2012/PA.KAG tanggal 30 Juli 2012 dengan alasan yang
pada pokoknya sebagai berikut :

1 Bahwa Penggugat I (PENGGUGAT I) dan Penggugat II (PENGGUGAT III)
adalah anak kandung dari almarhumah Hj. Fatimah binti Hasan yang meninggal
dunia pada tanggal 12 Juni 2009 di Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir,
dengan suaminya bernama Rofi bin Karim yang juga telah meninggal dunia.
Sedangkan Penggugat II (PENGGUGAT II) adalah saudara kandung dari

Almarhumah Hj. Fatimah binti Hasan;
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2 Bahwa Tergugat I (TERGUGAT 1) adalah anak perempuan kandung dari
almarhum H. Abdullah bin Hasan yang meninggal dunia pada tanggal 22 Februari
1986 dengan istrinya yang bernama Hj. Rohana binti Syamsu yang juga telah
meninggal dunia;

3 Bahwa Penggugat II (PENGGUGAT II), almarhumah Hj. Fatimah binti Hasan
(ibu kandung Penggugat I dan Penggugat III) dan almarhum H. Abdullah bin
Hasan, ketiga-tiganya adalah anak kandung dari Hasan bin Abdullah Kaut yang
meninggal dunia pada tahun 1941 dengan istrinya bernama Ropi’ah binti Kemis
(ibu), yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1976;

4 Bahwa kedua orangtua Penggugat II yaitu almarhum Hasan bin Abdullah Kaut
(ayah) dengan istrinya almarhum Hj. Ropiah binti Kemis (ibu), yang juga adalah
kakek dan nenek Penggugat I dan Penggugat III, selain meninggalkan ketiga orang
anak kandung tersebut, juga ada meninggalkan harta warisan yang belum dibagi
(boedel) kepada para ahli warisnya berupa sebidang tanah ukuran 50 x 33 meter,
yang terletak di Kelurahan Mangun Jaya Kecamatan Kota Kayuagung, dengan

batas-batas sebagai berikut :

Sebelah depan dengan Jalan Raya

Sebelah belakang dengan tanak milik dr. Aisyah

Sebelah kanan dengan kios Pertamina

Sebelah kiri dengan tanah milik Ismail

5 Bahwa sepeninggal kedua orangtua Penggugat II yang juga kakek dan nenek
Penggugat I dan Penggugat III tersebut, sebidang tanah berukuran 50 x 33 meter
tersebut dikuasai sepenuhnya oleh H. Abdullah bin Hasan (ayah Tergugat I).
Kemudian setelah H. Abdullah bin Hasan meninggal dunia pada tanggal 22

Februari 1986, objek tersebut dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat I hingga saat ini;
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6 Bahwa saat masih hidup, ibu kandung Penggugat I dan Penggugat III yaitu Hj.
Fatimah binti Hasan bersama-sama dengan saudara kandungnya yaitu Penggugat II
sudah berusaha dengan berbagai cara mengajak Tergugat I untuk menyelesaikan
perkara ini secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil;

7 Bahwa karena upaya penyelesaian secara kekeluargaan tidak pernah berhasil
akhirnya pada tahun 1988 ibu kandung Penggugat I dan Penggugat III yaitu Hj.
Fatimah binti Hasan yang bertindak untuk dirinya sendiri sekaligus sebagai kuasa
dari saudara kandungnya PENGGUGAT II (Penggugat II) telah mengajukan
gugatan waris ke Pengadilan Agama Kayuagung terhadap Tergugat I
(TERGUGAT 1) atas objek harta warisan tersebut, dengan register perkara
Nomor : 62/G/1998;

8 Bahwa gugatan waris tersebut TELAH DIKABULKAN SEPENUHNYA oleh
Pengadilan Agama Kayuagung dengan putusannya Nomor 62/G/1988 tanggal 3
Agustus 1988 dengan amar putusan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
e Mengabulkan gugatan Penggugat sepenuhnya;
® Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Hasan bin Abdullah Kaut

dengan kadar bagiannya masing-masing sebagai berikut :
1 H. Fatimah binti Hasan mendapat 11/32 bagian;
2 PENGGUGAT II mendapat 11/32 bagian;
3 TERGUGAT I mendapat 8/32 bagian;
4 H. Rohanah binti Syamsu mendapat 2/32 bagian;

e Menyatakan bahwa harta warisan peninggalan almarhum Hasan bin Abdullah
Kaut berupa sebidang tanah, ukuran 50 x 33 meter yang terletak di Kelurahan
Mangan Jaya Kecamatan Kayuagung tersebut dapat dibagikan kepada ahli
warisnya;

e Menolak gugatan rekonvensi Tergugat;
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¢ Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini
dihitung sebesar Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah);

9 Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 62/G/1988
tanggal 3 Agustus 1988 tersebut telah diajukan upaya hukum banding dan juga
kasasi oleh Tergugat I, namun baik putusan banding maupun putusan kasasi
ternyata dinyatakan TIDAK DITERIMA sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi
Agaman (PTA) Palembang Nomor 33/G/1988/PTA.PLG tanggal 24 Nopember
1988 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 39K/
AG/1989 tanggal 21 Agustus 1991;

10  Bahwa oleh karena upaya hukum banding maupun kasasi dari Tergugat I ternyata
TIDAK DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard), sedangkan putusan
Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 62/G/1988 tanggal 3 Agustus 1988 tersebut
telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht) dan Tergugat I tetap tidak mau
melaksanakan isi putusan tersebut, lalu ibu kandung Penggugat I dan Penggugat
III (almarhum Hj. Fatimah binti Hasan) beserta saudaranya PENGGUGAT 11
(Penggugat II) mengajukan permohonan eksekusi atas putusan tersebut ke
Pengadilan Agama Kayuagung, tetapi Pengadilan Agama Kayuagung menyatakan
tidak dapat melaksanakan putusan tersebut dengan alasan karena putusan tersebut
tidak memuat petitum yang bersifat condemnatoir berupa penghukuman agar
Tergugat I (TERGUGAT I) menyerahkan bagian yang menjadi hak dari PARA
PENGGUGAT;

11 Bahwa berdasarkan petunjuk / fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia
tanggal 20 Mei 1992 Nomor 41/TU.AG/A.1/V/1992 kepada Hj. Fatimah binti
Hasan waktu itu, pihak Penggugat telah pula mengajukan gugatan perbaikan atas

amar putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 62/G/1998 tersebut agar
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dilengkapi dengan petitum yang bersifat condemnatoir dengan perkara Nomor :
129/Pdt.G/2003/PA.KAG;

12 Bahwa gugatan Penggugat tersebut ternyata dikabulkan oleh Pengadilan Agama
Kayuagung dengan putusannya Nomor : 129/Pdt.G/2003/PA.KAG tanggal 6
Nopember 2003, dengan amar selengkapnya sebagai berikut :

1 Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek harta
waris kepada para Penggugat sesuai dengan porsi bagian
waris tersebut serta mengosongkan objek harta dan jika
tidak dapat dibagi dalam bentuk wujudnya maka obhek
harta dijual lelang yang hasilnya diberikan kepada orang-
orang yang berhak;

3 Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat
dijalankan dengan serta merta (uit voerbaar bij vooraad)
meskipun ada perlawanan atau upaya hukum banding,
kasasi dan peninjauan kembali;

4 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang
timbul dalam perkara sebesar Rp 243.500,- (dua ratus
empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

13 Bahwa akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan putusannya
Nomor 19/Pdt.G.2004/PTA.PLG tanggal 15 April 2004 telah membatalkan
putusan Pengadilan Agama Kayuagung tersebut, dengan menyatakan gugatan
Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvantkelijke Verklaard), dengan
alasan yang pada pokoknya karena Surat Kuasa tanggal 25 September 2003 dari
Hj. Fatimah binti Hasan dan PENGGUGAT II sebagai Pemberi Kuasa kepada

PENGGUGAT I sebagai penerima kuasa adalah tidak sah;
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14 Bahwa hingga saat ini objek sengketa tersebut selain dikuasai oleh Tergugat I,
juga dikuasai pula oleh Tergugat II tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut
hukum;

15 Bahwa oleh karena segala upaya hukum dari pihak Tergugat ternyata TIDAK
DAPAT DITERIMA (Niet Ontvantkelijke Verklaard) baik di tingkat banding
maupun di tingkat kasasi, sementara putusan Pengadilan Agama Kayuagung
Nomor 62/G/1988 telah berkekuatan hukum tetap namun tidak memuat petitum
yang bersifat condemnatoir sehingga tidak dapat dilakukan eksekusi, sedangkan
Tergugat I maupun Tergugat II ternyata tetap tidak mau memenuhi putusan
tersebut secara sukarela, maka agar putusan Pengadilan Agama Kayuagung
tersebut dapat dilaksanakan secara paksa (eksekusi) Para Penggugat mohon kepada
Pengadilan Agama Kayuagung agar dapat memperbaiki amar putusan Nomor 62/
G/1988 tanggal 3 Agustus 1988 tersebut dengan menambahkan amar petitum yang
bersigat condemnatoir berupa penghukuman terhadap para Tergugat untuk
menyerahkan bagian dari harta waris yang menjadi hak para Penggugat
sebagaimana tercantum dalam putusan tersebut, dengan memerintahkan para
Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta warisan tersebut di atas sesuai
dengan porsi bagian masing-masing ahli waris yang telah ditentukan tersebut di
atas sesuai dengan porsi bagian masing-masing ahli waris yang telah ditentukan
tersebut, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka seluruh harta
peninggalan/warisan tersebut dijual secara umum melalui Kantor Lelang Negara
dan uang hasil dari penjualan lelang tersebut dibagikan kepada para ahli waris
sesuai dengan bagian mereka masing-masing, serta menghukum para Tergugat
untuk menyerahkan bagian harta warisan yang dikuasainya kepada para Penggugat

sesuai dengan porsi bagiannya masing-masing;
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16 Bahwa dengan telah meninggalnya Hj. Fatimah binti Hasan yang merupakan ibu
kandung Penggugat I dan Penggugat III pada tanggal 12 Juni 2009, maka untuk
tuntasnya perkara ini Para Penggugat mohon kiranya Penggugat I dan Penggugat
IIT selaku anak kandung almarhum Hj. Fatimah binti Hasan ditetapkan sebagai ahli
waris dari Hj. Fatimah binti Hasan dengan bagiannya masing-masing atas objek
sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 62/
G/1988 tanggal 3 Agustus 1988 tersebut;

17 Bahwa oleh karena Para Tergugat baik Tergugat I maupun Tergugat II sejak
puluhan tahun berlangsungnya perkara ini ternyata sama sekali tidak menunjukkan
adanya iktikad baik untuk menyelesaikan perkara ini secara damai dan
kekeluargaan, dimana para Tergugat tersebut secara tidak sah, maka untuk
menghindari terjadinya putusan hampa, para Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Kayuagung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini
kiranya dapat meletakkan sita jaminan atas objek sebagaimana tercantum dalam
posita angka 4 di atas;

18 Bahwa tindakan para Tergugat yang selama ini menguasai objek sengketa tersebut,
jelas telah merugikan para Penggugat baik moriil dan materiil, oleh karena itu agar
tidak lagi terjadi kerugian yang lebih besar bagi para Penggugat, apabila
mengingat putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 62/G/1988 tanggal 3
Agustus 1988 sudah berkekuatan hukum tetap, para Penggugat mohon kiranya
agar putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uit voerbaar bij voorraad)
meskipun ada verzet, banding, kasasi atau peninjauan kembali;

19 Bahwa dengan mengingat iktikad tidak baik dari para Tergugat selama ini maka
untuk menjamin objek tersebut diserahkan oleh para Tergugat kepada para
Penggugat secara baik-baik dan sukarela dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,

para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung cq. Majelis
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Hakim yang memeriksa perkara ini agar para Tergugat dihukum untuk membayar
uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.00,- (satu juta rupiah) setiap harinya,
apabila terlambat menyerahkan objek sengketa yang menjadi bagian para
Penggugat tersebut, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, para Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung cq. Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta
memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :
PRIMAIR :
1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2 Memperbaiki amar putusan Pengadilan  Agama
Kayuagung Nomor: 62/G/1988 tanggal 3 Agustus 1988
sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
e Mengabulkan gugatan Penggugat sepenuhnya;

e Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Hasan bin

Abdullah Kaut dengan kadar bagiannya masing-masing
sebagai berikut :
1 H. Fatimah binti Hasan mendapat
11/32 bagian;
2 PENGGUGAT II mendapat 11/32
bagian;
3 TERGUGAT 1 mendapat 8/32
bagian;
4 H. Rohanah binti Syamsu mendapat

2/32 bagian;
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e Menyatakan bahwa harta warisan peninggalan almarhum
Hasan bin Abdullah Kaut berupa sebidang tanah, ukuran
50 x 33 meter yang terletak di Kelurahan Mangan Jaya
Kecamatan Kayuagung tersebut dapat dibagikan kepada
ahli warisnya;

e Memerintahkan para Penggugat dan Tergugat untuk
membagi harta warisan tersebut di atas sesuai dengan
porsi bagian masing-masing ahli waris yang telah
ditentukan tersebut, dan jika tidak dapat dibagi secara
natura maka seluruh harta peninggalan/warisan tersebut
dijual secara umum melalui Kantor Lelang Negara, dan
uang hasil dari penjualan lelang tersebut dibagikan kepada
ahli waris sesuai dengan bagian mereka masing-masing;

e Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian
harta warisan yang dikuasainya tersebut kepada para
Penggugat sesuai dengan porsi bagiannya masing-masing;

e Menolak gugatan rekonvensi Tergugat;

e Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
yang hingga kini dihitung sebesar Rp 16.000,- (enam belas
ribu rupiah);

3 Menetapkan Penggugat I (PENGGUGAT 1) dan
Penggugat III (PENGGUGAT III) adalah ahli waris yang
sah dari Hj. Fatimah binti Hasan berikut bagiannya
masing-masing;

4 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang

diletakkan oleh Pengadilan Agama Kayuagung;
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5 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu
secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad);

6 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar
uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta
rupiah) setiap hari keterlambatan dalam menyerahkan
objek tersebut yang menjadi bagian para Penggugat
terhitung sejak tanggal putusan ini berkekuatan hukum
tetap;

7 Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara
yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:
Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, para Penggugat mohon kiranya
diputuskan dengan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat
maupun para Tergugat yang diwakili oleh kuasanya masing-masing telah sama-sama
hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan bersungguh-sungguh
mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan telah mengupayakan mediasi dengan
menunjuk SABARIAH, S.Ag., SH sebagai Hakim mediator, akan tetapi berdasarkan
surat laporan hasil mediasi tertanggal 09 Januari 2013, usaha tersebut dinyatakan gagal;

Bahwa Tergugat I telah memberikan jawaban secara tertulis di persidangan yang
pada pokoknya sebagai berikut:

A Dalam Eksepsi
1 Bahwa gugatan Penggugat adalah
Nebis In Idem atau Exceptio Res

Judidata;
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Berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata yaitu putusan terdahulu telah memperoleh
kekuatan hukum tetap. Karena dalam gugatan sekarang melekat unsur nebis in
idem.

a Apa yang digugat sudah
pernah diperkarakan
sebelumnya;

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1743 K/PDT/1983 yang
menyatakan diajukan gugatan baru untuk keduakalinya sebagai ulangan
terhadap kasus yang sama yang pernah diperkarakan sebelumnya. Tidak
menjadi soal, pihak mana yang kembali mengajukannya, bisa pihak
Penggugat atau Tergugat. Begitupun dalam perkara ini sudah jelas pernah
diajukan gugatan dengan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Kayuagung
register perkara Nomor 62/G/1988 tanggal 03 Agustus 1988 jo. Putusan
Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 33/G/1988 tanggal 24
Nopember 1988 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 39 K/AG/1989
tanggal 21 Agustus 1991 mengenai pembagian warisan atas tanah dan
Penggugat juga pernah mengajukan gugatan perbaikan putusan Nomor 62/
G/2988 yang terdaftar dengan Nomor 129/Pdt.G/2003/PA.KAG tanggal 6
Nopember 2003 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 19/
Pdt.G/2004/PTA.PLG tanggal 15 April 2004 yang mana terhadap gugatan
Penggugat tersebut tidak dapat diterima karena surat kuasa Penggugat tersebut
tidak sah dan terhadap putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum
tetap (inkracht van gewisjde) dan kemudian Penggugat mengajukan gugatan
lagi dengan subjek dan objek sama yang terdaftar dengan nomor perkara 366/
Pdt.G/2011/PA.PLG tanggal 14 Februari 2012 yang mana terhadap gugatan

tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak dan
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terhadap putusan tersebut juga telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka
dijelaskan bahwa tidak ada pihak yang mengajukan banding ataupun kasasi
sehingga putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap (res judicata).
Selanjutnya terjadi gugatan baru dengan pihak-pihak, objek dan dalil gugatan
yang sama dengan perkara nomor 450/Pdt.G/2012/PA.KAG maka sudah
sepatutnya gugatan Pengugat untuk ditolak karena perkara yang bersifat nebis
in idem.

b Terhadap perkara terdahulu,
telah ada putusan hakim
yang berkekuatan hukum
tetap;

Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 647 K/Sip/1973 yang
mengatakan ada atau tidaknya asas nebis in idem dalam suatu putusan tidak
ditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja, terutama kesamaan objek
sengketa yang diberi status tertentu oleh putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap. Jo putusan MA Nomor 588 K/Sip/1973
yang mengatakan karena perkara sekarang sama dengan perkara terdahulu
sedangkan perkara terdahulu telah memperoleh kekuatan hukum tetap
berdasarkan putusan kasasi nomor 350 K/Sip/1973 maka gugatan dinyatakan
tidak dapat diterima;

¢ Putusan bersifat positif;

Putusan Nomor 129/Pdt.G/2003/PA.KAG tanggal 6 Nopember 2003 jo.
Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 19/Pdt.G/2004/
PTA.PLG tangga 15 April 2004 serta Nomor perkara 366/Pdt.G/2011/
PA.PLG tanggal 14 Februari 2012 dalam pertimbangan hukum dan dictum

putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu
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mengenai hal dan objek yang disengketakan. Penjatuhan putusan positif atas
perkara tersebut, mengakibatkan apa yang disengketakan sudah bersifat litis
finiri oppertet yaitu masalah yang disengketakan dalam gugatan telah berakhir
dengan tuntas. Kedudukan dan status para pihak terhadap objek sengketa
sudah berakhir dengan pasti.
Bahwa apa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara Nomor 450/
Pdt.G/2012/PA. KAG oleh PENGGUGAT 1 sebagai Penggugat I,
PENGGUGAT 1II sebagai Penggugat II, PENGGUGAT III sebagai Penggugat
IIT sama dengan apa yang disengketakan baik, subjek maupun objek dalam
perkara Nomor 129/Pdt.G/2003/PA.KAG tanggal 6 Nopember 2003 jo.
Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 19/Pdt.G/2004/
PTA.PLG tanggal 15 April 2004 serta Nomor perkara 366/Pdt.g/2011/
PA.PLG tanggal 14 Februari 2012 dan ternyata putusan perkara tersebut telah
mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
2 Bahwa setelah membaca dengan
cermat dan seksama surat gugatan
Penggugat, maka gugatan patut dan
layak disebut sebagai gugatan yang
tidak jelas tumpang tindih dan
kabur  (obscuur libel) adapun
alasan-alasannya :
a Bahwa Tergugat I telah

membaca formulasi gugatan

yang keliru karena
menggabungkan/
mencampurbaurkan dua
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pokok yuridis sebagai dasar
gugatan yang satu dengan
yang lainnya,  berbeda
kompetensi peradilan yang
berwenang memeriksanya;

b Bahwa di satu bagian dalam
uraian dan amarnya,
Penggugat memohon suatu
putusan yang bersifat
menetap (declaratoir) cq.
butir ke 2 amar surat
gugatan tentang penetapan
ahli waris;

¢ Bahwa di lain pihak bagian
uraian dan amar yang
diminta Penggugat
mengkonstatir adanya dasar
hukum  lainnya,  yakni
perbuatan melawan hukum.
Bahwa hanya suatu
perbuatan melawan hukum
dalam hal diajukan gugatan
terhadap hak tersebut, maka
Pengadilan akan
memberikan suatu putusan

yang bersifat menghukum
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atau condemnatoir
sebagaimana halnya
terhadap  gugatan  versi
lainnya misalnya
wanprestasi;

d Bahwa kita semua maklum
adanya (ius curia novit)
bahwa wewenang
memeriksa untuk  suatu
permohonan penetapan
kedudukan ahli waris
memang menjadi bagian
Pengadilan Agama. Akan
tetapi semua juga
mengetahui bahwa
wewenang memeriksa dan
memutus  suatu  gugatan
tentang perbuatan melawan
hukum adalah Pengadilan
Negeri. Dengan demikian
gugatan Penggugat menjadi
tumpang tindih dan tidak
dapat  dimengerti  atau
dengan kata lain kabur

(obscuur libel);
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3 Bahwa gugatan Penggugat kabur
karena tanah tersebut adalah
merupakan tanah kepemilikan dari
H. Abdullah bin Hasan bukan
merupakan harta warisan dari Hasan
bin Abdullah Kaut sebagaimana
bukti kepemilikan surat Tergugat I
dan  terhadap  hal  tersebut
bersesuaian dengan Pasal 50
Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana yang diubah
menjadi Pasal 50 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006
tentang Peradilan Agama berbunyi :

“...dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam
perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus
mengenai objek yang menjadi sengketa harus diputus lebih dahulu oleh
Pengadilan umum...”

4 Bahwa gugatan Penggugat
mengenai gugatan perbaikan atas
amar putusan Pengadilan Agama
Kayuagung Nomor  62/G/1988
adalah  gugatan yang  tidak
berdasarkan hukum, karena gugatan
yang hanya dikenal dalam hukum

acara perdata gugatan perceraian,
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pembagian harta bersama, gugatan
kewarisan,  gugatan  perbuatan
melanggar hukum, gugatan
wanprestasi, dan lain-lain;
Bahwa dalam hukum acara perdata tidak mengenal gugatan perbaikan atas
amar putusan akan tetapi yang ada hanya perbaikan/perubahan gugatan yang
mana berdasarkan Pasal 127 Rv.
Bahwa apabila ada gugatan untuk memperbaiki amar putusan maka akan
banyak putusan-putusan lain yang bisa diperbaiki dengan mengajukan gugatan
sehingga tujuan hukum untuk kepastian hukum tidak didapat;
Bahwa Penggugat telah salah menafsirkan fatwa Mahkamah Agung RI Nomor
41/TU.AG/A.1/V/1992 tanggal 20 Mei 1992, bukan untuk mengajukan gugatan
perbaikan atas amar putusan Kayuagung Nomor 62/G/1988 melainkan
Penggugat seharusnya mengajukan upaya hukum lain antara lain : gugatan
pengosongan terhadap objek perkara a quo atau melakukan upaya hukum luar
biasa yaitu peninjauan kembali untuk mendapatkan putusan yang bersifat
menghukum;
Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan ini Tergugat I memohon kepada Majelis
Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk menerima eksepsi dari
Tergugat I dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet
Ontvankelijke Verklaard).
B Dalam Pokok Perkara / Konpensi
1 Bahwa dalil jawaban dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tak
terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2 Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat

kecuali hal-hal yang diakui secara jelas kebenarannya oleh Tergugat I;
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3 Bahwa dalil Penggugat pada Poin 1 sampai dengan poin 8 akan Tergugat I
tanggapi sebagai berikut:

e Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Kayuagung
Nomor 62/G/1988 tanggal 3 Agustus 1988 jo. Putusan
Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 33/G/1988
tanggal 24 Nopember 1988 jo. Putusan Mahkamah Agung
RI Nomor 39 K/AG/1989 tanggal 21 Agustus 1991 yang
mana putusan tersebut secara hukum serta asas-asas
hukum kewarisan Islam telah keliru menentukan siapa-
siapa saja pihak yang berhak sebagai ahli waris nasabiyah.

e Bahwa Pengadilan Agama Kayuagung telah salah
menerapkan hukum yang mana dalam pembagian
berdasarkan hukum kewarisan Islam sebagaimana diatur
dalam Q.S An-nisa ayat 11 serta hukum kewarisan Islam
yang berlaku di Negara Indonesia yang mana setelah
berlakunya KHI dengan Isntruksi Presiden Nomor 1
Tahun 1991 jo. Keputusan Menteri Agama Nomor
154/1991 yang mana dalam Pasal 171 butir (a) jo. Pasal
174 jo. Pasal 176;

e Bahwa terhadap harta warisan yang ditinggalkan Hasan
bin Abdullah Kaut yang meninggal dunia pada tahun
1941, sementara istrinya yang bernama Ropiah binti
Kemis meninggal dunia pada tahun 1976 yang mana
selama rentang waktu dari tahun 1941 sampai dengan
tahun 1976 untuk harta warisan keduanya belum dibagi

kepada ahli waris nasabiyah, yang mana ahli waris
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nasabiyah tersebut adalah H. Abdullah bin Hasan, Fatimah
binti Hasan dan PENGGUGAT II;

e Bahwa terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh
almarhum Hasan bin Abdullah Kaut beserta istri Hj.
Ropiah binti Kemis baru didaftarkan di Pengadilan Agama
Kayuagung pada tahun 1988 setelah satu seorang ahli
waris laki-laki meninggal dunia yang teregister perkara
Nomor 62/G/1988 oleh kedua ahli waris lainnya yang
bernama Hj. Fatimah binti Hasan dan PENGGUGAT II;

e Bahwa terhadap putusan tersebut Nomor 62/G/1988
tanggal 3 Agustus 1988 jo. Putusan Pengadilan Tinggi
Agama Palembang Nomor 33/G/1988 tanggal 24
Nopember 1988 jo. Putusan Mahmakah Agung RI Nomor
39 K/AG/1989 tanggal 21 Agustus 1991 tersebut tidak
sesuai dengan syariat Islam dimana Majelis Hakim
Pengadilan Agama Kayuagung tidak menjelaskan siapa
saja yang mempunyai hubungan nasabiyah dan hubungan
perkawinan sebagai ahli waris terakhir dan masih hidup
pada waktu Almarhum Hasan bin Abdullah Kaut dan
Almarhum Hj. Ropiah binti Kemis meninggal dunia, yang
mana secara hukum ahli waris dari mereka adalah tiga
orang anak kandungnya yaitu H. Abdullah bin Hasan,
Fatimah binti Hasan dan PENGGUGAT 1I;

e Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Kayuagung Nomor 62/G/1988 tanggal 3 Agustus

1988 yang mana terdapat keganjilan karena salah seorang
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ahli waris dari almarhum Hasan bin Abdullah Kaut dan
almarhum Hj.Ropiah binti Kemis yang bernama H.
Abdullah bin Hasan dikeluarkan sebagai ahli waris dengan
alasan orang yang bersangkutan telah meninggal dunia.
Bahwa terhadap putusan Nomor 62/G/1988 tanggal 3
Agustus 2988 tersebut keliru dan tidak tepat dan tidak
beralasan hukum;

e Bahwa H. Abdullah bin Hasan telah meninggal dunia pada
tanggal 22 Februari 1986 dimana perkara kewarisan
tersebut didaftarkan pada tahun 1988 di Pengadilan
Agama Kayuagung, akan tetapi terdapat jarak waktu
meninggalnya Hasan bin Abdullah Kaut pada tahu 1941
dan almarhum Hj. Ropiah binti Kemis pada tahun 1976
sedangkan H. Abdullah bin Hasan meninggal duni tanggal
22 Februari 1986 yang mana jarak waktu tersebut lebih
kurang selama 45 tahun. Dengan demikian H. Abdullah
bin Hasan masih hidup pada waktu almarhum Hasan bin
Abdullah Kaut meninggal dunia maka oleh karena itu H.
Abdullah bin Hasan masih berhak secara penuh untuk
diberikan haknya sebagai ahli waris;

e Bahwa H. Abdullah bin Hasan berkedudukan sebagai ahli

waris dari pewaris Hasan bin Abdullah Kaut yang mana
terhadap hal tersebut tidak bisa hilang atau digantikan
orang lain. Bahwa putusan Nomor 62/G/1988 tanggal 3
Agustus 1988 tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam

karena tidak ada alasan bahwa penyelesaian sengketa
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kewarisan diukur pada waktu perkara tersebut didaftarkan
di Pengadilan Agama. Hak seorang ahli waris tidak dapat
dikesampingkan hanya diukur berdasarkan pada waktu
gugatan didaftarkan di Pengadilan Agama. Dengan
demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama
Kayuagung yang menggantikan dan memindahkan hak
waris H. Abdullah bin Hasan kepada orang lain, baik
kepada Hj. Rohana binti Syamsu selaku istri dan
TERGUGAT I selaku anak kandung dari H. Abdullah bin
Hasan yang mana mereka berdua tidak bisa menjadi ahli
waris langsung dari Hasan bin Abdullah Kaut karena
mereka terhalang oleh H. Abdullah bin Hasan;

e Bahwa Tergugat I sangat keberatan dan tidak sependapat
dengan putusan Nomor 62/G/1988 tanggal 3 Agustus 1988
mengenai ketentuan faraidl terhadap kaidah pembagian
dan pembilang di dalam putusan tersebut yang
menetapkan kaidah pembagi dan pembilang 32 bagian
(32/32), yang mana sebenarnya adalah kaidah pembagi
berdasarkan ahli waris yang ditinggalkan pewaris adalah 4
bagian (4/4) dengan perincian sebagai berikut kedua anak
perempuan yang bernama Hj. Fatimah binti Hasan dan
PENGGUGAT II yang berkedudukan sebagai dzufaraidl
(zawilfurudl) sementara H. Abdullah bin Hasan
berkedudukan sebagai Ashabah bi nafsihi;

e Bahwa pembagian kewarisan atas harta peninggalan dari

Hasan bin Abdullah Kaut yang benar menurut kaidah
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hukum Islam kedudukan dua anak perempuan yang
bernama Hj. Fatimah binti Hasan dan PENGGUGAT 11
yang berkedudukan sebagai dzufaraidl (zawilfurudl)
sementara H. Abdullah bin Hasan berkedudukan sebagai
Ashabah binafsihi maka kedua anak perempuan tersebut
ditarik oleh anak laki-laki sebagai ashobah bil ghoiri,
dengan ketentuan perhitungan sebagai berikut:
a Hj. Fatimah binti Hasan mendapat % bagian
b PENGGUGAT II mendapat %4 bagian
¢ H. Abdullah bin Hasan mendapat 2/4 (1/2) bagian sebagai penerima sisa
(ashabah bi nafsihi);
e Bahwa kedudukan TERGUGAT 1 yang dijadikan
Tergugat dalam Nomor 62/G/1988 tanggal 3 Agustus
1988 adalah tidak benar karena menurut norma hukum
kewarisan (faraidl) Islam, Ropi’ah bin H. Abdullah
terhijab oleh ayahnya H. Abdullah bin Hasan, begitu juga
dengan kedudukan Hj. Rohanah binti Syamsu selaku istri
dari H. Abdullah bin Hasan. Sehingga dengan demikian
keduanya berhak mendapat bagian harta warisan yang
ditinggal oleh H. Abdullah bin Hasan, oleh karena itu
keduanya tidak dapat dijadikan pihak mewaris secara
langsung dari Pewaris Hasan bin Abdullah Kaut;
4 Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 9 — 17 patut untuk ditolak dengan
alasan sebagai berikut :

e Bahwa gugatan Penggugat adalah nebis in idem atau

exceptio res judicata, karena objek gugatan Penggugat ke
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Pengadilan Agama Kayuagung register perkara Nomor 62/
G/1988 tanggal 3 Agustus 1988 jo. Putusan Pengadilan
Agama Palembang Nomor 33/G/1988 tanggal 24
Nopember 1988 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor
39 K/AG/1989 tanggal 21 Agustus 1991 mengenai
pembagian warisan atas tanah dan Penggugat juga pernah
mengajukan gugatan perbaikan amar putusan Nomor 62/
G/1988 yang terdaftar dengan Nomor 129/Pdt.G/2003/
PA.KAG tanggal 6 Nopember 2003 jo. Putusan
Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 19/
Pdt.G/2004/PTA.PLG tanggal 15 April 2004;

e Bahwa selanjutnya kemudian Penggugat mengajukan
gugatan lagi dengan subjek dan objek sama yang terdaftar
dengan nomor perkara 366/Pdt.G/2011/PA.PLG tanggal
14 Februari 2012 yang mana terhadap gugatan tersebut
telah dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak
dan terhadap putusan tersebut juga telah mempunyai
kekuatan hukum tetap;

e Bahwa apa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara
Nomor 450/Pdt.G/2012/PA.KAG oleh PENGGUGAT 1
sebagai Penggugat I, PENGGUGAT 1I sebagai Penggugat
II, PENGGUGAT III sebagai Penggugat III sama dengan
apa yang disengketakan baik, subjek maupun objek dalam
perkara Nomor 129/Pdt.G/2003/PA.KAG tanggal 6
Nopember 2003 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama

Palembang Nomor 19/Pdt.G/2004/PTA.PLG tanggal 15
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April 2004 serta Nomor perkara 366/Pdt.g/2011/PA.PLG
tanggal 14 Februari 2012 dan ternyata putusan perkara
tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht
van gewijsde),

5 Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 17 patut untuk ditolak karena
terhadap objek sengketa tersebut bukan merupakan harta warisan dair Hasan bin
Abdullah Kaut akan tetapi milik H. Abdullah bin Hasan hal itu merupakan harta
dari perolehan bersama antara H. Abdullah bin Hasan bersama istrinya. Dengan
demikian dalil tersebut patut untuk ditolak;

6 Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 18 patut untuk dikesampingkan
karena hal ini berdasarkan Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03/1971
tanggal 17 Mei 1971 menjelaskan bahwa “agar sedapat mungkin Pengadilan
Negeri tingkat pertama jangan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan
lebih dahulu walaupun diajukan perlawanan atau banding” .

Bahwa demikian juga berdasarkan SEMA RI Nomor 3 Tahun 1978 jo. SEMA
RI Nomor 3 Tahun 2000 yang menginstruksikan agar hakim berhati-hati dalam
menjatuhkan putusan serta merta karena akan mendapat kesuligat di kemudian
hari untuk mengembalikan segala sesuatunya dalam keadaan semula bila
ternyata kemudian Putusan Pengadilan Negeri tersebut dibatalkan oleh
Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung dan setiap kali akan melaksanakan
putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) harus disertai dengan penetapan
dan harus disertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama
dengan nilai / objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada
pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang

membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama;
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Dengan demikian jelas bahwa tanpa adanya uang jaminan yang sama nilainya
dengan objek sengketa maka pelaksanaan putusan serta merta tidak boleh
dijalankan;
7 Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 19 patut untuk ditolak karena hal
tersebut tidak berdasarkan hukum;
Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar
sebagai berikut :
I DALAM EKSEPSI:
e Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
I DALAM KONPENSI:
e Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang dipandang patut dan adil (ex
aequo et bono);
Bahwa Tergugat II telah memberikan jawaban secara tertulis di persidangan
yang pada pokoknya sebagai berikut:
A Dalam Eksepsi
1 Bahwa gugatan Penggugat I, II dan
IIT adalah tidak sesuai dengan
hukum (EXCEPTIE
ONRECHMATIG OF ON
GEGROUND)
2 Dari titel (perihal) surat gugatan
para Penggugat yang disampaikan
di Pengadilan Agama Kayuagung

Perkara Nomor 450/Pdt.G/2012/
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PA.KAG tanggal 24 Juli 2012
tentang Gugatan Perbaikan Atas
Amar Putusan Nomor 62/G/1988
tanggal 3 Agustus 1988 adalah tidak
jelas dan tidak lazim dilakukan oleh
penegak hukum atau pencari
keadilan, untuk memperbaiki amar
yang telah dibacakan dan diputus
oleh majelis hakim, maka itu
gugatan para Penggugat merupakan
gugatan yang tidak jelas dan
selayaknya ditolak dan atau setidak-
tidaknya dinyatakan “tidak dapat
diterima’;

3 Tentang kewenangan Penggugat I,
II, III sebagai pihak untuk
menggugat Tergugat II dalam
perkara Nomor 450/Pdt.G/2012/
PA.KAG atas gugatan Perbaikan
Amar Putusan Pengadilan Agama
Kayuagung Nomor 62/G/1988
tanggal 3 Agustus 1988, di dalam
surat gugatan Penggugat I, II III
pada halaman (1) secara tegas
menyatakan bahwa TERGUGAT 11

sebagai Tergugat II atau disebut
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sebagai para Tergugat adalah keliru
sebab gugatan tersebut bukanlah
gugatan yang baru atau gugatan
melawan hukum, sedangkan
Tergugat II di dalam perkara Nomor
62/G/1988 tanggal 3 Agustus 1988
tidak termasuk di dalam perkara
antara Hj. Fatimah binti Hasan
lawan TERGUGAT 1 dan telah
dimasukkan oleh Penggugat I, II, III
TERGUGAT 1II sebagai pihak
Tergugat II dalam perkara ini maka
gugatan Penggugat I, II dan III
kabur dan tidak tepat (obscuur
libel);
Sesuai dengan prinsip hukum acara perdata maupun syariat Islam, maka kami
mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan
perkara ini tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
4 Bahwa Pengadilan Tinggi Agama
Palembang melalui putusan Nomor
19/Pdt.G/2004/PTA.PLG tanggal 15
April 2004 telah membatalkan
putusan Pengadilan Agama
Kayuagung Nomor 129/Pdt.G/2003/
PA.Kag tanggal 06 Nopember 2003,

serta  putusan  tersebut  telah
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mempunyai kekuatan hukum yang

pasti (inkracht van gewijsde).
Artinya, dalam hal ini berlaku asas nebis in idem terhadap perkara yang sama
tersebut dan tidak dapat diajukan kembali ke Pengadilan Agama Kayuagung,
termasuk objek putusanPengadilan Agama Kayuagung Nomor 62/G/1988
tanggal 3 Agustus 1988, yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi
Agama Palembang Nomor 33/G/1988 tanggal 24 Nopember 1988 jo. Putusan
Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 39 K/AG/1989 tanggal 21 Agustus 1991.
Oleh karenanya gugatan ini sewajarnya untuk ditolak;

B Dalam Pokok Perkara

1 Bahwa Tergugat II menyangkal
dalil-dalil gugatan yang
dikemukakan Penggugat I, II dan III
kecuali dengan tegas Tergugat II
akui kebenarannya;

2 Bahwa  hal-hal yang  telah
disampaikan dalam eksepsi mohon
dianggap telah pula disampaikan
dalam pokok perkara ini;

3 Terhadap harta warisan yang
dijadikan objek perkara Nomor 62/
G/1988 berupa sebidang tanah
berukuran 50 x 33 meter yang
terletak di dekat kios Pertamina

Kelurahan Mangunjaya Kecamatan
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Kota Kayuagung dengan batas
sebagai berikut :
e Sebelah depan dengan jalan raya
e Sebelah belakang dengan milik dr. Aisyah
e Sebelah kanan dengan kios Pertamina
e Sebelah kiri dengan milik Ismail
Secara formal berdasarkan bukti-bukti tertulis adalah hak milik atau kepunyaan
H. Abdullah bin Hasan bukan atas nama Hasan bin Abdullah Kaut, sesuai
dengan surat keterangan hak milik Nomor 131/IX/1971/KA tanggal 9
September 1971 yang diketahui oleh Pasirah Kepala Marga Kayuagung (OKI).
Oleh karena itu berdasarkan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama menyatakan “Dalam hal terjadi sengketa
mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 49 maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa
tersebut harus diputus lebuh dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan
Peradilan Umum”. Oleh karena itu Penggugat I, II, III harus membuktikan
secara keperdataan bahwa harta yang dijadikan objek gugatan adalah bukan
milik dari H. Abdullah bin Hasan, tetapi milik Hasan bin Abdullah Kaut.
1 Terhadap pokok perkara bahwa
putusan Pengadilan Agama
Kayuagung Nomor  62/G/1988
tanggal 3 Agustus 1988, yang
dikuatkan dengan putusan
Pengadilan Tinggi Agama
Palembang  Nomor  33/G/1988

tanggal 24 Agustus 1988 jo.
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Putusan Mahkamah Agung RI Reg.
Nomor 39/AG/1989 tanggal 21
Agustus 1991, secara hukum baik
berdasarkan asas-asas atau prinsip,
serta aturan kewarisan Islam juga
telah keliru dalam menentukan
siapa-siapa berhak sebagai ahli
waris nasabiyah. Begitu juga
Pengadilan Agama Kayuagung
telah salah menerapkan hukum,
tentang kaidah pembagian
berdasarkan hukum kewarisan Islam
(faraidl) sebagaimana yang
tercantum dalam Al-Qur’an surat
Annisaa ayat 11, maupun hukum
kewarisan  yang  berlaku  di
Indonesia terutama setelah
berlakunya Kompilasi Hukum Islam
dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1991
jo. Kep. Menag Nomor 54/1991
dimana di dalam Pasal 171 butir (a)
jo. Pasal 174 jo. Pasal 176;

2 Bahwa  benar  Tergugat II
mempunyai sebidang tanah yang
berbatasan dengan tanah bapak H.

Abdullah (alm.) yang kini dijadikan
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objek perkara oleh Penggugat I, II
dan III lawan Tergugat I yakni Ny.
TERGUGAT 1 adalah ahli waris
dari almarhum tersebut. Tanah
Tergugat II berada di belakang
tanah Tergugat I, sewajarnyalah
Tergugat II membeli sebagian tanah
tersebut pada tahun 1986 dari Ny.
Ropi’ah dan tidak ada sanggahan
dari pihak manapun baik dari para
Penggugat itu sendiri;

3 Bahwa surat gugatan Penggugat I, 11
dan III pada halaman 4 angka 14
menyatakan bahwa Tergugat II
telah menguasai objek sengketa
adalah tidak benar, sebab Tergugat
II membeli tanah Tergugat I jauh
sebelum gugatan Nomor 62/G/1988
didaftarkan ke pengadilan dan
Tergugat II hanya mempertahankan
haknya sampai sekarang selaku
pembeli dari ahli waris dari H.
Abdullah  (alm.) yakni  Ny.
TERGUGAT I dan terhadap

perbuatan Penggugat I, II dan III
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yang ingin menguasai tanah warisan
dari H. Abdullah (alm.) tersebut;

4 Bahwa kewenangan Penggugat I, II
dan III untuk menggugat Tergugat
I dalam perkara Nomor 450/
Pdt.G/2012/PA.KAG di dalam surat
gugatan para Penggugat pada
halaman 1 menyatakan Syamsul bin
Matcik sebagai Tergugat II, adalah
tidak tepat karena Tergugat II tidak
digugat para perkara Nomor 62/
G/1988 antara Hj. Fatimah binti
Hasan lawan TERGUGAT 1,
sedangkan Tergugat II membeli
tanah H. Abdullah (alm) pada tahun
1986, maka gugatan para Penggugat
kabur dan tidak tepat (obscuur
libel), maka kami mohon kepada
Majelis Hakim untuk menyatakan
perkara ini tidak dapat diterima;

5 Terhadap permintaannya perbaikan
amar putusan Nomor 62/G/1988
yang diajukan Penggugat I, II dan
IIT dalam surat gugatannya Perkara
Nomor  450/Pdt.G/2012/PA.KAG

tanggal 24 Juli 2012 adalah tidak
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berdasar, sebab tidak lazim
dilakukan penegak hukum maupun
pencari keadilan untuk merubah
atau memperbaiki putusan yang
sudah dibacakan atau sudah diputus
oleh Majelis Hakim, oleh karenanya
gugatan ini sewajarnya untuk
ditolak;

6 Bahwa permintaan Penggugat I, II,
III dalam surat gugatannya pada
halaman 6 angka 4 menyatakan sah
dan berharga sita jaminan yang
diletakkan oleh Pengadilan Agama
Kayuagung, adalah tidak tepat dan
tidak berdasar sebab terhadap objek
sengketa tidak dapat dilakukan
eksekusi, jika sebelumnya tidak
diletakkan sita jaminan untuk
menegaskan memang beanr yang
dijadikan objek sengketa dari si
pewaris, bukan milik orang lain
yang secara keperdataan dapat
dibuktikan secara formal bukti
kepemilikkannya;

7 Bahwa gugatan Penggugat I, II dan

Il pada halaman 6 angka 6 agar
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Tergugat II membayar uang paksa
(dwangsom) kepada Penggugat I, 11
III hanya mengada-ada dan tidak
ada dasar hukumnya, karena
Tergugat II tidak ada atau tidak
pernah  mempunyai  hubungan
hukum dengan Penggugat I, II dan
IIT oleh karenanya gugatannya harus
ditolak;

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas, maka sudilah kiranya Majelis Hakim

yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI
5 Menerima eksepsi Tergugat I1
6 Menyatakan gugatan Penggugat I, 11
dan III tidak dapat diterima dan atau
menolak gugatan Penggugat I, II
dan III seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA

1 Menolak gugatan Penggugat I, II
dan III seluruhnya atau setidaknya
menyatakan tidak dapat diterima;

2 Menyatakan bahwa tanah yang
menjadi objek sengketa adalah
warisan dari H. Abdullah (alm.) dan
Tergugat I adalah ahli waris yang

sah sebagai pemilik tanah tersebut;
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3 Menyatakan jual beli tanah antara
Tergugat 1 dengan Tergugat II sah
menurut hukum;
4 Menetapkan biaya perkara yang
timbul di dalam pemeriksaan ini
kepada Penggugat I, II dan III;
Bahwa terhadap jawaban para Tergugat, para Penggugat telah mengajukan replik
secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:
1 Kami menolak dan membantah seluruh dalil jawaban Para Tergugat I dan
Tergugat II, karena kami tidak lagi membahas materi perkara melainkan hanya
minta perbaikan amar atas putusan Nomor : 62/G/1988 tanggal 3 Agustus 1988;
2 Kami tetap pada gugatan tersebut, dan mohon untuk dikabulkan seluruhnya dan
kami tidak perlu diberi waktu lagi;
Bahwa terhadap replik para Penggugat tersebut, Tergugat I menjawab dalam
duplik tertulisnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
DALAM EKSEPSI :
1 Bahwa, Tergugat I menolak semua dalil eksepsi Penggugat tersebut kecuali hal-
hal yang secara tegas kebenarannya diakui oleh Tergugat I;
2 Bahwa, Tergugat I menolak semua dalil dalam eksepsi Penggugat sebagai
berikut:
a Bahwa, setelah Tergugat I mencermati gugatan Penggugat dan Replik
Penggugat pada poin 1 (satu) tersebut, ternyata sangat jelas bahwa gugatan
Penggugat adalah Nebis In Idem atau Exceptio Res Judicata karena apa yang
digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya, terhadap perkara terdahulu
telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, putusan bersifat

positif dan hal tersebu bukanlah penafsiran Tergugat I sendiri namun justru
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didukung dengan fakta-fakta hukum yang ada baik yang terdapat di dalam
KUH Perdata yang dikatakan gugatan nebin in idem sebagaimana diatur
dalam Pasal 1917 KUH Perdata yaitu:
“Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak
tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soalnya putusan. Untuk dapat
memajukan kekuatan itu perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama,
bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama , lagi pula dimajukan oleh
dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula”
Maupun dengan Putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana yang telah
Tergugat uraikan pada Jawaban Tergugat I dalam eksepsi pada halaman
1 (satu) dan 2 (dua);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan jelas dan terang bahwa

gugatan Penggugat sebagaimana teregister dalam perkara nomor 450/

Pdt.G/2012/PA.KAG adalah telah memenuhi unsur yang diatur dalam Pasal

1917 KUH Perdata;

b Bahwa, dalil replik Penggugat dalam eksepsi poin 2 (dua) adalah tidak
berdasarkan hukum, karena Penggugat yang mminta perbaikan atas amar
putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor : 62/G/1988 adalah gugatan
yang tidak berdasarkan hukum dan tidak lazim dilakukan oleh penegak
hukum yang mana apabila ada gugatan untuk memperbaiki amar putusan
maka akan banyak putusan-putusan lain baik putusan perdata atau pidana
yvang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap bisa diperbaiki dengan
mengajukan gugatan sehingga dengan demikian tujuan hukum untuk
kepastian hukum tidak didapat  oleh karena itu sudah sepatutnya
menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet-Onvankelijke

verklaard),
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Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas-jelas gugatan Penggugat tersebut adalah nebis
in idem atau Exceptio Res Judicata, kabur (obscuur libel), dan GUGATAN
PERBAIKAN ATAS AMAR PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG
NOMOR 62/G/1988 ADALAH GUGATAN YANG TIDAK BERDASARKAN
HUKUM KARENA APABILA ADA GUGATAN UNTUK MEMPERBAIKI AMAR
PUTUSAN MAKA AKAN BANYAK PUTUSAN-PUTUSAN LAIN YANG BISA
DIPERBAIKI DENGAN MENGAJUKAN GUGATAN SEHINGGA TUJUAN
HUKUM UNTUK KEPASTIAN HUKUM TIDAK DIDAPAT, untuk itu Tergugat I
mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan
untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet-Onvanklijke
verklaard);

DALAM KONVENSI:

1 Bahwa Tergugat I menolak semua dalil-dalil Repli Penggugat kecuali yang
secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan mohon pula dalil dalam
eksepsi Tergugat I tersebut baik dalam jawaban maupun dalam duplik ini
dilakukan sebagai bagian dalam pokok perkara yang tidak terpisahkan;

2 Bahwa, dalil gugatan maupun replik Penggugat adalah tidak benar dan tidak
berdasarkan hukum karena kepemilikan atas tanah yang termasuk objek perkara
a quo adalah merupakan hasil dari mata pencaharian oang tua (ayah dan ibu)
Tergugat I bukan merupakan harta peninggalan warisan dari Almarhum Hasan
bin Abdullah Kaut beserta isteri Hj. Ropiah binti Kemis yang merupakan Kakek
atau Nenek Tergugat [ dan Penggugat;

Bahwa, perlu Tergugat I pertegaskan lagi terhadap permasalahan ini dalah sebagai

berikut:

e Bahwa, terhadap putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 62/G/1988

tanggal 03 Agustus 1988 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang
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Nomor : 33/G/1988 tanggal 24 November 1988 jo. Putusan Mahkamah Agung
RI Nomor 39 K/AG/1989 tanggal 21 Agustus 1991 yang mana putusan tersebut
secara hukum serta asas-asas hukum kewarisan Islam telah keliru menentukan
siapa-siapa saja pihak yang berhak sebagai ahli waris nasabiyah;

e Bahwa, Pengadilan Agama Kayuagung telah salah menerapkan hukum yang
mana dalam pembagian berdasarkan hukum kewarisan Islam sebagaimana diatur
dalam QS. An Nisa ayat 11 serta Hukum Kewarisan Islam yang berlaku di
negara Indonesia yang mana etelah berlakunya KHI dengan Instruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 1991 jo. Keputusan Menteri Agama Nomor 54/1991 yang mana
dalam Pasal 171 butir (a) jo. Pasal 174 jo. Pasal 176;

e Bahwa, terhadap harta warisan yang ditinggalkan Hasan bin Abdullah Kaut yang
meninggal dunia pada tahun 1941, ementara isterinya yang berama Hj. Ropiah
binti Kemis meninggal dunia pada tahun 1976 yang mana selama rentang waktu
dari tahun 1941 sampai dengan tahun 1976 untuk harta warisan keduanya belum
dibagi ahli waris nasabiyah, yang mana ahli waris nasabiyah tersebut adalah H.
Abdullah bin Hasan, Fatimah binti Hasan dan PENGGUGAT 1I;

e Bahwa, terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh Almarhum Hasan bin
Abdullah Kaut beserta isteri Hj. Ropiah binti Kemis baru didaftarkan di
Pengdilan Agama Kayuagung pada tahun 1988 setelah salah seorang ahli waris
laki-laki meninggal dunia yang teregister perkara Nomor 62/1988 oleh kedua
ahli waris lainnya yag bernama Hj. Fatimah binti Hasan dan Aisyah bini Hasan;

¢ Bahwa, terhadap putusan tersebut Nomor 62/G/1988 tanggal 03 Agustus 1988 jo.
Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 33/G/1988 tanggal 24
November 1988 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 39 K/AG/1989 tanggal
21 Agustus 1991 tersebut tidak sesuai dengn syariat Islam di mana Majelis

Hakim Pengadilan Agama Kayuagung tidak menjelaskan siapa saja yang
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mempunyai hubungan nasabiyah dan hubungan perkawinan sebagai ahli waris
terakhir dan masih hidup pada waktu Almarhum Hasan bin Abdullah Kaut dan
Almarhumah Hj. Ropiah binti Kemis meninggal dunia, yang mana secara hukum
ahli waris dari mereka adalah ada 3 (tiga) orang anak kandungnya yaitu H.
ABDULLAH bin HASAN, FATIMAH binti HASAN dan PENGGUGAT II;

e Bahwa, terhadap putusan Majels Hakim Pengadilan Agama Kayauagung Nomor
62/G/1988 tanggal 03 Agustus 1988 yang mana terdapat keganjilan karena salah
seorang ahli waris dari Almarhum Hasan bin Abdullah Kaut dan Almarhumah
Hj. Ropiah binti Kemis yang bernama H. Abdullah bin Hasan dikeluarkan
sebagai ahli waris dengan alasan orang yang bersangkutan telah meninggal
dunia. Bahwa terhadap putusan Nomor 62/G/1988 tanggal 03 Agustus 1988
tersebut keliru dan tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum;

e Bahwa, H. Abdullah bin Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari
1986 di mana perkara kewarisan tersebut didaftarkan pada tahun 1988 di
Pengadilan Agama Kayuagung, akan tetapi terdapat jarak waktu meninggalnya
Hasan bin Abdullah Kaut pada tahun 1941 dan Almarhum Hj. Ropiah binti
Kemis pada tahun 1976 sedangkan H. Abdullah bin Hasan meninggal dunia
tanggal 22 Februari 1986 yang mana jarak waktu tersebut lebih kurang selama 45
tahun. Dengan demikian H. Abdullah bin Hasan masih hidup pada waktu
Almarhum Hasan bin Abdullah Kaut meninggal dunia maka oleh karena itu H.
Abdullah bin Hasan masih berhak secara penuh untuk diberikan haknya sebagai
ahli waris;

e Bahwa, H. Abdullah bin Hasan berkedudukan sebagai ahli waris dari pewaris
Hasan bin Abdullah Kaut yang mana terhadap hal tersebut tidak bisa hilang atau
digantikan orang lain. Bahwa, putusan Nomor 62/G/1988 tanggal 03 Agustus

1988 tidak sesuai dengan hukum kewarisan Isam karena tidak ada alasan bahwa
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penyelesaian sengketa kewarisan diukur pada waktu perkara tersebut didaftarkan
di Pengadilan Agama. Hak seorang ahli waris tidak dapat dikesampingkan hanya
diukur berdasarkan pada waktu gugatan didaftarkan di Pengadilan Agama.
Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung
yang menggantikan dan memindahkan hak waris dari H. Abdullah bin Hasan
kepada orang lain, baik kepada Hj. Rohana binti Syamsu selaku isteri dan
TERGUGAT 1 selaku anak kandung dari H. Abdullah bin Hasan yang mana
mereka berdua tidak bisa menjadi ahli waris langsung dari Hasan bin Abdullah
Kaut karena merasa terhalang oleh H. Abdullah bin Hasan;

e Bahwa, Tergugat I sngat keberatan dan tidak sependapat denngan putusan nomor
62/G/1988 tangga 03 Agustus 1988 mengenai ketentuan faraidl terhadap kaidah
pembagian dan pembilang di dalam putusan tersebut yang menetapkan kaidah
pembagi dan pembilang 32 bagian (32/32), yang mana sebenarnya adalah kaidah
pembagi berdasarkan ahli waris yang ditinggalkan pewaris adalah 4 bagian (4/4)
dengan perincan sebagai berikut kedua anak perempuan yang bernama Hj.
Fatimah binti Hasan dan PENGGUGAT 1I yang beredudukan sebagai dzufaraidl
(zawilfurudl) sementara H. Abdullah bin Hasan berkedudukan sebagai Ashabah
Binnafsihi;

e Bahwa, pembagian kewarisan atas harta peninggalan dari Hasan bin Abdullah
Kaut yang benar menurut kaidah hukum Islam kedudukan dua anak perempuan
yang bernama Hj. Fatim binti Hasan dan PENGGUGAT II yang berkedudukan
sebagai dzufaraidl (zawilfurud) sementara H. Abdullah bin Hasan berkedudukan
sebagai Ashabah Binnafsihi maka kedua anak perempuan tersebut ditarik oleh
anak laki-laki sebagai Ashobah bil ghairi, dengan ketentuan perhitungan sebagai
berkut:

¢ Hj. Fatimah binti Hasan mendapat Y4 bagian;
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e PENGGUGAT II mendapat % bagian;
e H. Abdullah bin Hasan mendapat 2/4 (1/2) bagian sebagai penerima sisa
(ashabah binnafsihi)

e Bahwa, kedudukan Ropi’ah bint H. Abdullah yang dijadikan Tergugat dalam
Nomor 62/G/1988 adalah tidak benar karena menurut norma hukum kewarisan
(faraidl) Islam, TERGUGAT 1 terhijab oleh ayahnya H. Abdullah bin Hasan,
begitu juga dengan kedudukan Hj. Rohanah binti Syamsu selaku isteri dari H.
Abdullah bin Hasan. Sehingga dengan demikian keduanya berhak mendapat
bagian harta warisan yang ditinggal oleh H. Abdullah bin Hasan, oleh karena itu
keduanya tidak dapat dijadikan pihak mewaris secara langsung dari Pewaris
Hasan bin Abdullah Kaut;

Bahwa terhadap replik para Penggugat tersebut, Tergugat II menjawab dalam
duplik tertulisnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
DALAM EKSEPSI :

1 Bahwa, Tergugat II tetap mempertahankan alasan hukum secara tegas
sebagaimana yang disampaikan di dalam surat jawaban Tergugat II pada tanggal
10 Januari 2013;

2 Bahwa, Tergugat II menolak dengan tegas alasan yang dikemukakan oleh
Penggugat 1, IT dan IIl dalam repliknya, dengan alasan perbaikan amar atas
putusan Nomor 62/G/1988 tanggal 3 Agustus 1988, sedangkan secara hukum
keperdataan tidak ada aturan hukum yang memperbolehkan merubah atau
memperbaiki amar putusan yang sudah dibacakan atau diputuskan oleh Majelis
Hakim;

3 Bahwa, gugatan Penggugat I, II dan III Nomor 450/Pdt.G/2012/PA.KAG adalah
tidak tepat dan kabur (abscuur libel), dan surat gugatan Penggugat I, IT dan III

adalah gugatan yang sama dan berulang-ulan diajukan di Pengadilan Agama
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Kayuagung, dalam hal ini berlaku asas nebis in idem, sedangkan perkara
sebelumnya yang diajukan oleh para Penggugat sudah dibatalkan oleh
Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 15 April 2004 dengan
putusan nomor 19/Pdt.G/2004/PTA.PLG yang sudah berkekuatan hukum tetap
(inkracht van gewijsde);

DALAM POKOK PERKARA :

1 Bahwa, dalil-dalil yang dikemukakan dalam eksepsi di atas, diberlakukan juga
dalam pokok perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

2 Bahwa, apa yang dikemukakan dalam Jawaban Tergugat II adalah fakta hukum
yang harus dikemukakan dalam mencari kebenaran;

3 Bahwa, Penggugat I, II dan III di dalam repliknya menyatakan tidak lagi
membahas materi perkara melainkan minta perbaikan amar putusan Nomor 62/
G/1988 tanggal 3 Agustus 1988, adala tidak berdasar dan tidak tepat, dan
Tergugat II tetap menolak surat replik yang diajukan oleh Para Penggugat, sebab
Tergugat II di dalam gugatan perkara Nomor 450/Pdt.G/2012/PA.KAG
dimasukkannya sebagai Tergugat II. Sedangkan perkara tersebut ada hubungan
dengan perkara nomor 62/G/1988, dan di dalam putusan perkara Nomor 62/
G/1988 tersebut Tergugat II tidak disebutkan sebagai Tergugat dlam perkara
antara Hj. Fatimah binti Hasan lawan TERGUGAT [

4 Bahwa, terhadap objek perkara yang disengketakan oleh Penggugat I, II dan III
adalah tidak benar adanya, sebab Tergugat II membeli tanah tersebut dari ahli
waris H. Abdullah (Alm) yaitu Ropi’ah binti H Abdullah pada tahun 1986 jauh
sebelum gugatan Nomor 62/G/1988 di daftarkan ke Pengadilan Agama
Kayuagung. Tergugat II tetap menegaskan secara yuridis fomal bahwa objek

diajukan oleh Penggugat I, I dan III adalah atas nama Abdullah (Alm) bukan
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atas nama Hasan bin Abdullah Kaut (Alm), sesuai dengan surat keterangan Hak

Milik H. Abdullah Nomor : 131/IX/1971/KA tertanggal 9 September 1971;

5 Bahwa, apa yang diuraikan pada jawaban Tergugat II terdahulu adalah sudah
benar, oleh karena itu sudah tepat kiranya Majelis Hakim menolak atau
menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat I, II dan III seluruhnya;

Bahwa Majelis Hakim telah mengeluarkan putusan sela tanggal 10 Januari 2013
yang pada pokoknya menolak permohonan para Penggugat untuk meletakkan sita
jaminan;

Bahwa untuk pembuktian, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa
sebagai berikut:

1 Asli Keluarga Hasan Abdullah Kaut yang dibuat oleh Hasan dan diketahui oleh
Lurah Mangunjaya tanggal 23 Februari 2012, telah bermeterai cukup,
dinazegelen pos (P.1);

2 Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 48/KMK.1009/XI/VI/1999 atas nama Hasan
yang dikeluarkan oleh Camat Kayuagung tanggal 1 Juli 1999, telah bermeterai
cukup, dinazegelen pos, dilegalisir oleh kepaniteraan Pengadilan Agama
Kayuagung dan telah disesuaikan dengan aslinya (P.2);

3 Asli Surat Keterangan Ahli Waris Hj. Fatimah binti Hasan Abdullah Kaut
Nomor 103/KEL.MJ/1005/11/2012 tanggal 27 Februari 2012, telah bermeterai
cukup, dinazegelen pos (P.3);

4 Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Fatimah binti Hasan Abdullah
kaut Nomor 107/KEL.MJ/1005/1I/2012 tanggal 27 Februari 2012, telah
bermeterai cukup, dinazegelen pos (P.4);

5 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Rohanah binti Samsu Nomor

227/KEL.MJ/1005/111/2012 tanggal 20 Maret 2012, telah bermeterai cukup,
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dinazegelen pos, dilegalisir oleh kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung
dan telah disesuaikan dengan aslinya (P.5);

6 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. Abdullah binti Hasan
Abdullah Kaut Nomor 227/KEL.MJ/1005/11I/2012 tanggal 20 Maret 2012, telah
bermeterai cukup, dinazegelen pos, dilegalisir oleh kepaniteraan Pengadilan
Agama Kayuagung dan telah disesuaikan dengan aslinya (P.6);

7 Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Benda Tetap / Harta Tetap Nomor 15/
KMK.05/BAP-HT/1/1992 yang dikeluarkan oleh Lurah Mangunjaya Kecamatan
Kayuagung tanggal 20 Januari 1992, telah bermeterai cukup, dinazegelen pos,
dilegalisir oleh kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dan telah
disesuaikan dengan aslinya (P.7);

8 Fotokopi Salinan Putusan Nomor 62/G/1988 yang dikeluarkan oleh Pengadilan
Agama Kayuagung tanggal 3 Agustus 1988, telah bermeterai cukup, dinazegelen
pos, dilegalisir oleh kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dan telah
disesuaikan dengan aslinya (P.8);

9 Fotokopi Salinan Putusan Nomor 33/G/1988/PTA.PLG yang dikeluarkan oleh
Pengadilan Tinggi Agama Palembang tanggal 24 Nopember 1988, telah
bermeterai cukup, dinazegelen pos, dilegalisir oleh kepaniteraan Pengadilan
Agama Kayuagung dan telah disesuaikan dengan aslinya (P.9);

10 Fotokopi Salinan Putusan REG. Nomor 39 K/AG/1989 yang dikeluarkan oleh
Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Agustus 1991, telah
bermeterai cukup, dinazegelen pos, dilegalisir oleh kepaniteraan Pengadilan
Agama Kayuagung dan telah disesuaikan dengan aslinya (P.10);

11 Fotokopi Surat Mohon Petunjuk/Fatwa MA-RI Nomor 41/TU.AG/A-1/V/°92

yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI tanggal 20 Mei 1992, telah
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bermeterai cukup, dinazegelen pos, dilegalisir oleh kepaniteraan Pengadilan
Agama Kayuagung dan telah disesuaikan dengan aslinya (P.11);

12 Fotokopi salinan Putusan Verstek Nomor 129/Pdt.G/2003/PA.KAG yang
dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kayuagung tanggal 6 Nopember 2003, telah
bermeterai cukup, dinazegelen pos, dilegalisir oleh kepaniteraan Pengadilan
Agama Kayuagung dan telah disesuaikan dengan aslinya (P.12);

13 Fotokopi salinan putusan verzet Nomor 129/Pdt.G/2003/PA.KAG yang
dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kayuagung tanggal 04 Februari 2004, telah
bermeterai cukup, dinazegelen pos, dilegalisir oleh kepaniteraan Pengadilan
Agama Kayuagung dan telah disesuaikan dengan aslinya (P.13);

14 Fotokopi salinan putusan Nomor 19/Pdt.G/2004/PTA.PLG yang dikeluarkan
oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang tanggal 15 April 2004, telah
bermeterai cukup, dinazegelen pos, dilegalisir oleh kepaniteraan Pengadilan
Agama Kayuagung dan telah disesuaikan dengan aslinya (P.14);

15 Fotokopi salinan putusan Nomor 366/Pdt.G/2011/PA.KAG yang dikeluarkan
oleh Pengadilan Agama Kayuagung tanggal 14 Februari 2012, telah bermeterai
cukup, dinazegelen pos, dilegalisir oleh kepaniteraan Pengadilan Agama
Kayuagung dan telah disesuaikan dengan aslinya (P.15);

16 Fotokopi salinan penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2012/PA.KAG yang dikeluarkan
oleh Pengadilan Agama Kayuagung tanggal 18 Juni 2012, telah bermeterai
cukup, dinazegelen pos, dilegalisir oleh kepaniteraan Pengadilan Agama
Kayuagung dan telah disesuaikan dengan aslinya (P.16);

17 Fotokopi surat Ketua Pengadilan Agama Kayuagung kepada Ketua Pengadilan
Tinggi Agama Nomor PA.f/4/K/Hk.03.4/468/2003 tanggal 2 Desember 2003

tentang Putusan Serta Merta, telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dilegalisir
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oleh kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dan telah disesuaikan dengan
aslinya (P.17);

18 Fotokopi surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor PTA.f/4/K/
HK.03.4/85/2004 tanggal 26 Januari 2004 tentang Putusan Serta Merta, telah
bermeterai cukup, dinazegelen pos, dilegalisir oleh kepaniteraan Pengadilan
Agama Kayuagung dan telah disesuaikan dengan aslinya (P.18);

19 Fotokopi Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan
Agama Nomor 103/TU-AG/A-I/VIII/2004 tanggal 3 Agustus 2004 tentang
Perlindungan Hukum, telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dilegalisir oleh
kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dan telah disesuaikan dengan
aslinya (P.19);

Bahwa untuk membantah dalil gugatan para Penggugat dan alat-alat bukti para
Penggugat, para Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

I Bukti Surat

1 Fotokopi Surat Kematian Nomor 02/KMK.05/11/86 atas nama H. Abdullah bin
Hasan, yang dikeluarkan oleh Lurah Mangunjaya tanggal 21 April 1986, telah
bermeterai cukup, dinazegelen pos, dilegalisir oleh kepaniteraan Pengadilan
Agama Kayuagung dan telah disesuaikan dengan aslinya (T 1.1);

2 Fotokopi surat keterangan ahli waris Nomor 121.KMK.05/VII/1987 yang
dikeluarkan oleh Lurah Mangunjaya Kecamatan Kayuagung tanggal 18 Juli
1987, telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dilegalisir oleh kepaniteraan
Pengadilan Agama Kayuagung dan telah disesuaikan dengan aslinya (T 1.2);

3 Fotokopi surat keterangan hak milik atas nama H. Abdullah bin Hasan yang
dikeluarkan oleh Kerio Kep. Dusun Mangundjaja Penggawa tanggal 09

September 1971, telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dilegalisir oleh
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kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dan telah disesuaikan dengan
aslinya (T 1.3);

4  Fotokopi Salinan Putusan Nomor 62/G/1988 yang dikeluarkan oleh Pengadilan
Agama Kayuagung tanggal 3 Agustus 1988, telah bermeterai cukup, dinazegelen
pos, dilegalisir oleh kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dan telah
disesuaikan dengan aslinya (T 1.4);

5 Fotokopi salinan Putusan Nomor 129/Pdt.G/2003/PA.KAG yang dikeluarkan
oleh Pengadilan Agama Kayuagung tanggal 6 Nopember 2003, telah bermeterai
cukup, dinazegelen pos, dilegalisir oleh kepaniteraan Pengadilan Agama
Kayuagung dan telah disesuaikan dengan aslinya (T L.5);

6 Fotokopi salinan putusan Nomor 19/Pdt.G/2004/PTA.PLG yang dikeluarkan
oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang tanggal 15 April 2004, telah
bermeterai cukup, dinazegelen pos, dilegalisir oleh kepaniteraan Pengadilan
Agama Kayuagung dan telah disesuaikan dengan aslinya (T 1.6);

7 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun
1999 atas nama Abdullah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB
Palembang, tanggal 04 Januari 1999, telah bermeterai cukup, dinazegelen pos,
dilegalisir oleh kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dan telah
disesuaikan dengan aslinya (T 1.7);

8 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun
2001 atas nama Abdullah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB
Palembang, tanggal 01 April 2001, telah bermeterai cukup, dinazegelen pos,
dilegalisir oleh kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dan telah
disesuaikan dengan aslinya (T 1.8);

9 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun

2003 atas nama Abdullah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB
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Palembang, tanggal 02 Januari 2003, telah bermeterai cukup, dinazegelen pos,
dilegalisir oleh kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dan telah
disesuaikan dengan aslinya (T 1.9);

10 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun
2004 atas nama Abdullah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB
Palembang, tanggal 02 Januari 2004, telah bermeterai cukup, dinazegelen pos,
dilegalisir oleh kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dan telah
disesuaikan dengan aslinya (T 1.10);

11 Fotokopi kuitansi pembayaran dari Syamsul Azhari tanggal 04 Desember 1986,
telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dilegalisir oleh kepaniteraan
Pengadilan Agama Kayuagung dan telah disesuaikan dengan aslinya (T II.1);

12 Fotokopi kuitansi pembayaran dari Syamsul Azhari tanggal 03 Januari 1987,
telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dilegalisir oleh kepaniteraan
Pengadilan Agama Kayuagung dan telah disesuaikan dengan aslinya (T I1.2);

II Bukti Saksi

1 Jamilah binti Toha, telah
memberikan keterangan di bawah
sumpah sebagai berikut :

e Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para
Penggugat ataupun para Tergugat;

e Bahwa pada tahun 1973 suami saksi meninggal, pada
tahun 1974 saksi tinggal menumpang di tanah milik H.
Abdullah bin Hasan sampai saat ini;

e Bahwa setelah H. Abdullah bin Hasan meninggal dunia,

saksi meminta izin untuk tetap menumpang di tanah milik
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almarhum H. Abdullah bin Hasan tersebut kepada
TERGUGAT I (Tergugat I);

e Bahwa selama saksi tinggal menumpang di tanah milik
almarhum H. Abdullah bin Hasan, tidak ada kompensasi
yang saksi bayarkan kepada almarhum ataupun kepada
ahli waris almarhum;

e Bahwa selama saksi tinggal menumpang di tanah milik
almarhum H. Abdullah bin Hasan tersebut, tidak ada
keluarga almarhum lainnya yang mempermasalahkan;

e Bahwa setahu saksi tanah tersebut tidak pernah beralih
kepemilikan selain dari almarhum H. Abdullah bin Hasan
kepada TERGUGAT I karena warisan;

2 Rosi Toha bin Toha, telah
memberikan keterangan di bawah
sumpah sebagai berikut :

e Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan
para Penggugat dan para Tergugat;

e Bahwa sejak sekitar tahun 1990 sampai dengan tahun
2000, saksi tinggal menumpang di tanah milik H.
Abdullah bin Hasan;

e Bahwa setelah tahun 2000 saksi pindah dari tanah
tersebut, kemudian Saksi I yang menempati tanah itu;

e Bahwa saksi tidak tahu pasti siapa pemilik sebenarnya
tanah tersebut, namun saksi meminta izin untuk tinggal di

tanah tersebut kepada H. Abdullah bin Hasan;
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e Bahwa selama saksi tinggal di tanah tersebut saksi tidak
pernah memberikan kompensasi apapun kepada H.
Abdullah bin Hasan;

Bahwa para Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya
tetap pada jawaban serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum
dalam berita acara peridangan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan
ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat dalam jawaban tertulisnya
mengajukan eksepsi terhadap gugatan para Penggugat maka dalam hal ini Majelis
Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi dari para Tergugat
tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya para Tergugat mengajukan eksepsi yang
pada pokoknya sebagai berikut :

1 Gugatan Penggugat Nebis In Idem
(Exceptio res Judicata)

2 Gugatan Penggugat obscuur libel
karena alasan sebagai berikut :

a Penggugat menggabungkan / mencampur baurkan
dua pokok yuridis sebagai dasar gugatan, yang satu
dan lainnya, berbeda kompetensi peradilan yang
berwenang memeriksanya;

b Gugatan Penggugat kabur karena objek sengketa

gugatan terdapat sengketa mengenai hak milik,
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sehingga harus diputus lebih dahulu oleh Peradilan
Umum;

¢ Gugatan perbaikan amar tidak berdasarkan hukum
karena tidak dikenal dalam hukum acara perdata;

d Tergugat II bukan merupakan pihak dalam perkara
Nomor  62/G/1988, sehingga  memasukkan
TERGUGAT II sebagai Tergugat II adalah keliru;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat bahwa gugatan Penggugat
adalah nebis in idem atau exceptio res judicata Majelis Hakim mempertimbangkan
sebagai berikut ini :

Menimbang, bahwa objek sengketa gugatan Penggugat telah pernah
diperkarakan dalam perkara pembagian harta warisan dan telah memiliki kekuatan
hukum tetap sebagaimana dalam putusan Nomor 62/G/1988 tanggal 3 Agustus 1988 jo.
putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 33/G/1988 tanggal 24 Nopember
1988 jo. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 39 K/AG/1989 tanggal
21 Agustus 1991. Terhadap putusan tersebut Para Penggugat juga telah mengajukan
gugatan penambahan amar yang telah dijatuhkan putusan terhadap permohonan tersebut
sebagaimana tercantum dalam putusan Nomor 129/Pdt.G/2003/PA.KAG tanggal 06
Nopember 2003 jo. putusan Nomor 19/Pdt.G/2004/PTA.PLG tanggal 15 April 2004
yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena surat kuasa
Penggugat tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa suatu gugatan dinyatakan sebagai gugatan nebis in idem jika
terpenuhi secara kumulatif syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1917 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu apa yang digugat sudah pernah diperkarakan
sebelumnya, terhadap perkara yang terdahulu telah ada putusan hakim yang berkekuatan

hukum tetap dan putusan tersebut bersifat positif;
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Menimbang, bahwa para Penggugat dalam hal ini tidak membahas soal materi
gugatan sebagaimana yang telah diperkarakan sebelumnya dalam perkara dengan nomor
register perkara 62/G/1988, namun para Penggugat hanya meminta untuk menambahkan
amar yang bersifat condemnatoir pada putusan perkara 62/G/1988 tersebut. Maka apa
yang digugat dalam perkara 62/G/1988 berbeda dengan gugatan para Penggugat saat ini;

Menimbang, bahwa putusan terhadap gugatan penambahan amar yang pernah
diajukan para Penggugat dengan nomor register perkara Nomor 129/Pdt.G/2003/
PAKAG merupakan putusan yang bersifat negatif, yaitu menyatakan gugatan
Penggugat tidak dapat diterima (N.O / Niet Ontvantkelijke Verklaard), bukanlah
merupakan putusan yang bersifat positif. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut,
Majelis Hakim berpendapat gugatan para Penggugat tidak nebis in idem atau exceptio
res judicata;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat yang menyatakan bahwa
gugatan para Penggugat obscuur libel, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai
berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan para Penggugat dalam
perkara ini hanyalah memohon kepada Majelis Hakim untuk menambahkan amar yang
bersifat condemnatoir pada amar putusan Pengadilan Agama Kayuagung yang telah
berkekuatan hukum tetap dengan nomor register 62/G/1988 tanggal 3 Agustus 1988
tanpa merubah amar putusan lain baik yang bersifat deklaratif maupun Konstitutif.
Sehingga para Penggugat tidak mempermasalahkan objek sengketa dalam amar tersebut.
Oleh karena itu terhadap eksepsi Para Tergugat yang mempermasalahkan tentang objek
sengketa gugatan Penggugat, patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat yang menyatakan bahwa
gugatan para Penggugat tidak berdasarkan hukum karena tidak lazim dan tidak ada

aturannya dalam hukum acara perdata, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai
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berikut, bahwa suatu putusan supaya terjamin dapat dijalankan dan tidak bersifat
illusoir, patut dicantumkan amar yang bersifat condemnatoir dalam amar putusan
tersebut. Oleh karena itu terhadap putusan yang tidak mencantumkan amar yang bersifat
condemnatoir, untuk melekatkan sifat condemnatoir atas putusan tersebut supaya bisa
dieksekusi, Penggugat semula dapat mengajukan gugatan baru agar terhadap putusan
terdahulu dicantumkan amar yang bersifat condemnatoir kepada badan peradilan yang
menjatuhkan putusan terdahulu tersebut. Selain itu berdasarkan Pasal 25 Ayat (3)
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa
Peradilan Agama berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan
menyelesaikan perkara bagi orang-orang yang beragama Islam. Maka terhadap gugatan
penambahan amar para Penggugat a quo, Majelis Hakim berpendapat telah tepat dan
tidak bertentangan dengan dasar hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa mengenai ditariknya TERGUGAT II sebagai Tergugat II
yang awalnya bukan merupakan pihak dalam perkara Nomor 62/G/1988, Majelis Hakim
berpendapat bahwa berdasarkan jawaban Tergugat II bahwa Tergugat II merupakan
pemilik dari objek sengketa perkara antara para Penggugat dan Tergugat 1. Maka
Majelis Hakim berpendapat sama dan mengambil alih pendapat Putusan Mahmakah
Agung Nomor 1311 K/Pdt/1983 sebagai pendapat Majelis Hakim bahwa untuk
menghindari terjadinya kekurangan pihak dalam gugatan, adalah baik untuk menarik
pihak ketiga yang bersangkutan sebagai pihak. Dengan jalan menarik pihak ketiga
tersebut sebagai Tergugat, memberi jaminan kepada Penggugat bahwa gugatannya tidak
mengandung cacat plurium litis consortium. Oleh karena itu memposisikan
TERGUGAT II sebagai Tergugat II oleh para Penggugat Majelis Hakim berpendapat
adalah sesuatu yang sudah seharusnya dan tidaklah menjadikan gugatan para Penggugat

menjadi obscuur libel.
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim

memutuskan menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana
tercantum di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, para
Penggugat maupun para Tergugat yang diwakili oleh kuasanya masing-masing telah
sama-sama hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkara ini dengan jalan
kekeluargaan, Majelis Hakim juga telah mengupayakan mediasi, guna memenuhi
amanat Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2008, namun kedua upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan para Penggugat adalah gugatan tentang
penambahan amar putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 62/G/1988 tanggal
3 Agustus 1988;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan para Penggugat juga menuntut untuk
dinyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa, namun berdasarkan
putusan sela Nomor 450/Pdt.G/2012/PA.KAG tanggal 10 Januari 2013 Majelis Hakim
telah menolak permohonan para Penggugat tersebut, maka untuk selanjutnya petitum
tentang sita jaminan tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam jawaban para Tergugat pada pokoknya membantah
seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakuinya;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan para Penggugat adalah gugatan tentang

penambahan amar putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 62/G/1988 tanggal
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3 Agustus 1988. Oleh karena itu Majelis Hakim akan memfokuskan hanya pertimbangan
pada pokok gugatan para Penggugat saja, yaitu penambahan amar yang bersifat
condemnatoir pada putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 62/G/1988 tanggal 3
Agustus 1988 dan hal-hal yang diperlukan untuk menjamin dapat dilaksanakannya
putusan dengan nomor register perkara tersebut. Sehingga terhadap dalil gugatan para
Penggugat dan jawaban para Tergugat mengenai materi putusan Pengadilan Agama
Kayuagung Nomor 62/G/1988 tanggal 3 Agustus 1988 akan dikesampingkan dan tidak
dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil gugatannya Penggugat telah
mengajukan alat bukti berupa surat yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5,P.6, P.7, P.8, P.9, P.10,
P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18 dan P.19. Barang-barang bukti P.1 sampai
dengan P.19 yang merupakan fotocopy surat telah memenuhi syarat formil dan materil
sebagaimana ketentuan dalam Pasal 301 RBg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sehingga dapat diterima
sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan. Meskipun demikian
sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim hanya akan
mempertimbangkan sebatas pokok gugatan Penggugat yaitu mengenai penambahan
amar yang bersifat condemnatoir pada putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor
62/G/1988 tanggal 3 Agustus 1988, demikian pula dengan alat bukti mengenai lain dari
pokok gugatan tersebut atau tidak memiliki relevansi dengan gugatan para Penggugat
sebagaimana bukti P.7 dan P.19, Majelis Hakim akan mengenyampingkan dan tidak
mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan alat bukti surat, yaitu
TLI, TL2, TI3, TI4 TL5 TL6, TL7, TI1.8, TL9, TL10, TII.1 dan T IL.2. Barang-
barang bukti tersebut berupa fotocopy yang telah memenuhi syarat formil dan materil

sebagaimana ketentuan dalam Pasal 301 RBg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang
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Hukum Perdata jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sehingga dapat diterima
sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan. Para Tergugat juga telah
menghadirkan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana
tercantum dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, serta syarat materil sebagaimana
ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg. Meskipun demikian sebagaimana telah
dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pokok
gugatan Penggugat yaitu mengenai penambahan amar putusan bersifat condemnatoir
Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 62/G/1988 tanggal 3 Agustus 1988, demikian
pula dengan alat bukti mengenai lain dari pokok gugatan tersebut atau tidak memiliki
relevansi dengan gugatan para Penggugat sebagaimana bukti T 1.3, T 1.7, TL.8, T1.9, T
.10, T IL.1, T II.2 dan kedua orang saksi Tergugat Majelis Hakim akan
mengesampingkan dan tidak mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara gugatan putusan Pengadilan
Agama Kayuagung Nomor : 62/G/1988 tanggal tanggal 3 Agustus 1988 jo. Putusan
Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor : 33/G/1988/PTA.PLG tanggal
24 Nopember 1988 jo. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 39K/
AG/1989 tanggal 21 Agustus 1991, telah diajukan perkara penambahan amar
comdenatoir dengan Putusan Verstek Nomor : 129/Pdt.G/2003/PA.KAG tanggal
6 Nopember 2003 jo. Putusan Verzet Nomor : 129/Pdt.G/2003/PA.KAG tanggal

04 Februari 2004 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor : 19/
Pdt.G/2004/PTA.PLG tanggal 15 April 2004, serta telah pula diajukan perkara
penambahan amar comdenatoir dengan Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor :
366/Pdt.G/2011/PA.KAG tanggal 14 Februari 2012, dan terhadap putusan-putusan
tersebut diktum amar putusan sebagaimana yang tertuang dalam bukti-bukti P.§, P.9,
P.10, P.12, P.13, P.14 dan P.15 yang merupakan akta autentik telah terbukti bahwasanya

secara a quo diktum amar putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor : 62/G/1988
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tanggal 3 Agustus 1988 tidak mengalami perubahan dan masih bersifat deklaratoir, oleh
karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwasanya gugatan Para Penggugat berdasar
hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 sampai dengan bukti P.15 telah
terbukti bahwa perkara putusan yang dimohonkan para Penggugat untuk ditambahkan
amar yang bersifat condemnatoir merupakan putusan perkara yang telah berkekuatan
hukum tetap dan telah sesuai sebagaimana yang dikemukakan dalam gugatan para
Penggugat. Selain itu sebagaimana pula telah dikuatkan berdasarkan bukti-bukti dari
pihak Tergugat, yaitu bukti T .4, T 1.5 dan T 1.6 mendukung kebenaran bukti-bukti para
Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa suatu putusan untuk terjaminnya supaya dapat dijalankan
dan tidak bersifat illusoir, patut dicantumkan amar yang bersifat condemnatoir dalam
amar putusan tersebut. Oleh karena itu terhadap putusan yang tidak mencantumkan amar
yang bersifat condemnatoir, untuk melekatkan sifat condemnatoir atas putusan tersebut
supaya bisa dieksekusi, Penggugat semula dapat mengajukan gugatan baru agar terhadap
putusan terdahulu dicantumkan amar yang bersifat condemnatoir kepada pengadilan
yang menjatuhkan putusan terdahulu tersebut. Sehingga yang patut mengajukan gugatan
penambahan amar perkara a quo merupakan Penggugat pada perkara terdahulu tersebut;

Menimbang, bahwa para Penggugat perkara ini bukan merupakan Penggugat
pada perkara Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 62/G/1988 tanggal 3 Agustus 1988
yang dimintakan penambahan amar tersebut. Dengan demikian para Penggugat patut
membuktikan bahwa para Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan
gugatan penambahan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa objek sengketa merupakan harta warisan dari almarhum
Hasan bin Abdullah Kaut, berdasarkan bukti P.8 sampai dengan P.15 ahli waris yang sah

dari almarhum Hasan bin Abdullah Kaut adalah Hj. Fatimah binti Hasan,
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PENGGUGAT II, TERGUGAT I dan Hj. Rohanah binti Syamsu. Adapun berdasarkan
bukti P.4 almarhumah Hj. Fatimah binti Hasan yang juga merupakan Penggugat dalam
perkara di Pengadilan Agama Kayuagung dengan Nomor 62/G/1988 telah meninggal
dunia pada tanggal 12 Juli 2009, sedangkan Abdullah bin Hasan (ayah kandung
Tergugat I) berdasarkan bukti P.6 yang juga didukung dengan T.1 telah meninggal dunia
pada tahun 22 Februari 1986, kemudian T.2 menerangkan bahwa Ropi’ah binti Abdullah
(Tergugat I) merupakan ahli waris satu-satunya dari Abdullah bin Hasan dan Hj. Rohana
Abdullah. Bukti P.5 membuktikan bahwa ahli waris almarhum Hasan bin Abdullah Kaut
yang bernama Hj. Rohanah binti Syamsu telah meninggal dunia tanggal 16 April 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 telah ditetapkan dalam penetapan
Pengadilan Agama Kayuagung yang juga didukung oleh bukti P.3, ahli waris dari
almarhumah Hj. Fatimah binti Hasan (Penggugat Perkara Nomor 62/G/1988) adalah
PENGGUGAT I (Penggugat IITI) dan PENGGUGAT I (Penggugat I). Sehingga para
Penggugat merupakan pihak yang tepat untuk melanjutkan kepentingan
almarhumah Hj. Fatimah binti Hasan untuk mengajukan gugatan penambahan amar
karena memiliki kepentingan langsung terhadap akibat dari putusan ini (persona standi
in judicio). Selain itu memposisikan ahli waris almarhum Hasan bin Abdullah Kaut yang
masih hidup dan ahli waris dari ahli waris almarhum Hasan bin Abdullah Kaut yang
telah meninggal dunia sebagai para pihak dalam perkara a guo merupakan hal yang tepat
dan tidak mengakibatkan gugatan para Penggugat menjadi kekurangan pihak (plurium
litis consortium) sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam eksepsi;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah dapat membuktikan legal standing
para Penggugat dan para Tergugat terhadap perkara ini, selain itu Penggugat pada
perkara Nomor 62/G/1988 telah mengajukan permohonan eksekusi pada Pengadilan
Agama Kayuagung, namun putusan a quo tidak dapat dieksekusi karena dalam amar

putusan tersebut tidak terdapat amar yang bersifat condemnatoir. Oleh karena itu
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Majelis Hakim berpendapat supaya putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 62/
G/1988 tanggal 3 Agustus 1988 tersebut dapat dilaksanakan, maka amar putusan
tersebut patut ditambahkan amar yang bersifat condemnatoir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim
memutuskan untuk mengabulkan gugatan para Penggugat untuk menambahkan amar
putusan yang bersifat condemnatoir pada putusan Pengadilan Agama Kayuagung
Nomor 62 Tahun 1988, sehingga lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

e Mengabulkan gugatan Penggugat sepenuhnya;

e Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Hasan bin
Abdullah Kaut dengan kadar bagiannya masing-masing
sebagai berikut :

1 Hj. Fatimah binti Hasan mendapat
11/32 bagian;

2 PENGGUGAT II mendapat 11/32
bagian;

3 TERGUGAT 1 mendapat 8/32
bagian;

4 Hj. Rohanah binti ~ Syamsu
mendapat 2/32 bagian;

® Menyatakan bahwa harta warisan peninggalan almarhum
Hasan bin Abdullah Kaut berupa sebidang tanah, ukuran
50 x 33 meter yang terletak di Kelurahan Mangan Jaya
Kecamatan Kayuagung tersebut dapat dibagikan kepada
ahli warisnya;

e Memerintahkan para Penggugat dan Tergugat untuk

membagi harta warisan tersebut di atas sesuai dengan
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porsi bagian masing-masing ahli waris yang telah
ditentukan tersebut, dan jika tidak dapat dibagi secara
natura maka seluruh harta peninggalan/warisan tersebut
dijual lelang secara umum, dan uang hasil dari penjualan
lelang tersebut dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan
bagian mereka masing-masing;

e Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian
harta warisan yang dikuasainya tersebut kepada para
Penggugat sesuai dengan porsi bagiannya masing-masing;

e Menolak gugatan rekonvensi Tergugat;

e Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
yang hingga kini dihitung sebesar Rp 16.000,- (enam belas
ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para Penggugat memohon untuk ditetapkan ahli waris dari
almarhumah Hj. Fatimah binti Hasan dan menetapkan bagian masing-masing ahli waris.
Berdasarkan pertimbangan sebelumnya bahwa Majelis Hakim hanya akan
mempertimbangkan pokok gugatan perkara para Penggugat, sedangkan penetapan ahli
waris almarhumah Hj. Fatimah binti Hasan tersebut merupakan hal yang di luar pokok
gugatan Penggugat. Selain itu berdasarkan P.16 penetapan ahli waris almarhumah Hj.
Fatimah binti Hasan telah ditetapkan dalam sebuah penetapan Pengadilan Agama
Kayuagung. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi menetapkan
ahli waris sebagaimana yang telah ditetapkan dalam bukti P.16. sehingga Majelis Hakim
menyatakan permohonan para Penggugat mengenai penetapan ahli waris almarhumah
Hj. Fatimah binti Hasan sebagaimana petitum angka 3 gugatan para Penggugat tidak

dapat diterima / NO (Niet Ontvankelijke Verklaard),
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Menimbang, bahwa Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar
terhadap putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu / putusan serta merta (uitvoerbaar

bij voorraad) meskipun terhadap putusan ini diajukan upaya hukum, oleh karenanya

terhadap permohonan Para Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya
dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang
Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) Dan Provisionil;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Kayuagung
Nomor : 62/G/1988 tanggal 3 Agustus 1988 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama
Palembang Nomor : 33/G/1988/PTA.PLG tanggal 24 Nopember 1988 jo. putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 39K/AG/1989 tanggal 21 Agustus 1991
yang bersifat deklaratoir hingga mengakibatkan putusan tersebut tidak dapat
dilaksanakan eksekusi semenjak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap pada tanggal
21 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I yang mendalilkan
bahwasanya Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 03 Tahun 1971 tanggal 17 Mei
1971 menjelaskan bahwa “agar sedapat mungkin Pengadilan Negeri tingkat pertama
jangan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun diajukan
perlawanan atau banding” dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor
3 Tahun 1978 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 3 Tahun 2000 yang
mendalilkan pelaksanaan serta merta harus disertai dengan penetapan dan harus disertai
dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai / objek eksekusi
sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada pihak lain apabila ternyata di kemudian
hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, maka
Majelis Hakim berpendapat bahwasanya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor : Tahun 2000 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001

pemberian uang jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang / objek eksekusi adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. |
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan dalam hal pelaksanaan eksekusi putusan serta merta dan bukan pada amar
putusan.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun
1971 bersamaan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1971 dan
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1978 dengan dikeluarkannya Surat
Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 telah dinyatakan tidak berlaku, oleh
karenanya dalil jawaban Tergugat I selebihnya yang mendasarkan diri pada Surat
Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1971 tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua)
dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah
Agung Nomor 3 Tahun 2000 angka 4 (empat) huruf (d), terhadap perkara ini Putusan
Pengadilan Agama Kayuagung Nomor : 62/G/1988 tanggal 3 Agustus 1988 jo. Putusan
Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor : 33/G/1988/PTA.PLG tanggal
24 Nopember 1988 jo. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 39K/
AG/1989 tanggal 21 Agustus 1991 telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht
van gewijsde) pada tanggal 21 Agustus 1991 dan putusan tersebut mempunyai hubungan
dengan pokok gugatan yang diajukan serta dengan memperhatikan rasa keadilan yang
hidup di dalam masyarakat dan terlaksananya kepastian hukum, maka Majelis Hakim
mengabulkan permohonan Para Penggugat terhadap putusan ini agar dapat dijalankan
terlebih dahulu meskipun terhadap putusan ini diajukan upaya hukum (uitvoerbaar bij
voorraad),

Menimbang, bahwa dalam petitumnya para Penggugat juga menuntut
ditetapkannya dwangsom dalam keterlambatan menyerahkan objek sengketa bagian para
Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari. Bahwa dwangsom adalah
suatu hukuman tambahan pada si terhukum untuk membayar sejumlah uang kepada si

berpiutang di dalam hal si berhutang tersebut tidak memenuhi hukuman pokok,
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hukuman tambahan mana dimaksudkan untuk menekan si berhutang agar supaya ia
memenuhi hukuman pokok. Majelis Hakim berpendapat untuk ditetapkan dwangsom
harus terdapat kerugian yang nyata bagi pihak yang menuntut dwangsom. Selain itu
dwangsom juga tidak dapat diberlakukan pada putusan yang dapat dieksekusi secara riil
atau nyata, sedangkan perkara antara para Penggugat dan para Tergugat a quo dapat
diberlakukan eksekusi secara nyata. Oleh karena itu dwangsom tidak dapat diberlakukan
dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim memutuskan menolak gugatan para
Penggugat yang berkaitan dengan dwangsom;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dikabulkan seluruhnya,
sehingga gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) tidak dapat dikabulkan
seluruhnya maka dalam amar putusan Majelis Hakim harus mencantumkan
“Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dan menolak gugatan Penggugat
untuk selain dan selebihnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, terutama
mengenai tuntutan-tuntutan yang dikabulkan, maka gugatan para Penggugat dikabulkan
untuk sebagian dan karenanya berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg para Tergugat
adalah pihak yang harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat perbedaan pendapat
(Dissenting Opinion) dari Hakim Anggota, yaitu Mohammad Anton Dwi Putra, S.H.,
yang berpendapat sebagai berikut:

1 Menimbang, bahwa pokok perkara gugatan penambahan amar yang bersifat
comdemnatoir atas perkara contentius yang amarnya hanya bersifat deklaratoir
sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor : 62/G/1988 tanggal
3 Agustus 1988 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor : 33/
G/1988/PTA.PLG tanggal 24 Nopember 1988 jo. Putusan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor : 39K/AG/1989 tanggal 21 Agustus 1991 di mana
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terhadap diktum amar putusan perkara tersebut Majelis Hakim tidak
diperkenankan menambah amar yang sifathya memperbaiki amar Putusan
Pengadilan Agama Kayuagung Nomor : 62/G/1988 tanggal 3 Agustus 1988 jo.
Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor : 33/G/1988/PTA.PLG
tanggal 24 Nopember 1988 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : 39K/AG/1989 tanggal 21 Agustus 1991 karena Pengadilan Agama tidak
berwenang menambahkan amar terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum
tetap kecuali penambahan amar comdemnatoir atas putusan yang bersifat
deklaratoir;

2 Menimbang, bahwa oleh karena H. Fatimah binti Hasan (Penggugat asal) telah
meninggal dunia, maka hak dan bagiannya jatuh kepada ahli warisnya sesuai
dengan Penetapan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor : 0004/Pdt.P/2012/
PA.KAG tanggal 18 Juni 2012. Dengan demikian oleh karena petitum Penggugat
untuk menyerahkan hak dan bagian H. Fatimah binti Hasan (Penggugat asal)
tidak mungkin diserahkan langsung kepada H. Fatimah binti Hasan (Penggugat
asal), maka hak dan bagiannya jatuh kepada ahli warisnya secara munasakhabh;

3 Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara penambahan amar
yang bersifat comdemnatoir dari perkara Nomor : 62/G/1988 tanggal 3 Agustus
1988 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor : 33/G/1988/
PTA.PLG tanggal 24 Nopember 1988 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : 39K/AG/1989 tanggal 21 Agustus 1991, maka Anggota
Majelis Hakim tersebut dengan mengutip pertimbangan hukum di atas
berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Agama Kayuagung terhadap
perkara ini yang seharusnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Para Tergugat;
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DALAM POKOK PERKARA:

1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.

2 Menghukum Para Tergugat untuk membagi harta warisan (tirkah) sebagaimana
tertuang dalam amar Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor : 62/G/1988
tanggal 3 Agustus 1988 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Nomor : 33/G/1988/PTA.PLG tanggal 24 Nopember 1988 jo. Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 39K/AG/1989 tanggal 21
Agustus 1991 yang telah berkekuatan hukum tetap, dan jika tidak dapat
dilaksanakan secara natura / riel, maka harta warisan (tirkah) tersebut dijual
secara umum melalui Kantor Lelang Negara, dan uang hasil dari penjualan
lelang tersebut dibagikan sesuai dengan hak atau bahagian masing-masing

kepada para ahli waris atau keturunannya secara munasakhah;

3 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap

putusan ini diajukan upaya hukum (uitvoerbaar bij voorraad);

4 Menyatakan gugatan Penggugat petitum angka 3 (tiga) tidak dapat diterima;

5 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

6 Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat sebesar Rp. 441.000,- (empat
ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion)
dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak
tercapai permufakatan, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan diambil
keputusan dengan suara terbanyak, yaitu mencantumkan amar putusan sebagaimana
tercantum dalam diktum amar putusan ini selengkapnya;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan pasal-pasal

yang berkaitan serta dalil-dalil Syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. |
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI
I DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi para Tergugat
II DALAM KONPENSI
1 Mengabulkan gugatan para
Penggugat sebagian;
2 Menambah amar putusan
Pengadilan Agama Kayuagung
Nomor: 62/G/1988 tanggal 3
Agustus 1988 sehingga
selengkapnya berbunyi sebagai
berikut :
e Mengabulkan gugatan Penggugat sepenuhnya;
e Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Hasan bin
Abdullah Kaut dengan kadar bagiannya masing-masing
sebagai berikut :
1 H. Fatimah binti Hasan mendapat 11/32 bagian;
2 PENGGUGAT II mendapat 11/32 bagian;
3 TERGUGAT I mendapat 8/32 bagian;
4 H. Rohanah binti Syamsu mendapat 2/32 bagian;
e Menyatakan bahwa harta warisan peninggalan almarhum
Hasan bin Abdullah Kaut berupa sebidang tanah, ukuran
50 x 33 meter yang terletak di Kelurahan Mangan Jaya
Kecamatan Kayuagung tersebut dapat dibagikan kepada

ahli warisnya;
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e Memerintahkan para Penggugat dan Tergugat untuk
membagi harta warisan tersebut di atas sesuai dengan
porsi bagian masing-masing ahli waris yang telah
ditentukan tersebut, dan jika tidak dapat dibagi secara
natura maka seluruh harta peninggalan/warisan tersebut
dijual lelang secara umum, dan uang hasil dari penjualan
lelang tersebut dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan
bagian mereka masing-masing;

e Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian
harta warisan yang dikuasainya tersebut kepada para
Penggugat sesuai dengan porsi bagiannya masing-masing;

e Menolak gugatan rekonvensi Tergugat;

e Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
yang hingga kini dihitung sebesar Rp 16.000,- (enam belas
ribu rupiah);

1 Menyatakan putusan ini dapat
dijalankan terlebih dahulu meskipun
terhadap putusan ini diajukan upaya
hukum (uitvierbaar bij voorraad);

2 Menyatakan permohonan Penetapan
Ahli Waris para Penggugat pada
petitum angka 3 gugatan Penggugat
tidak dapat diterima/NO (Niet
Ontvankelijke Verklaard);

3 Menolak gugatan para Penggugat

lain dan selebihnya;
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4 Menghukum para Tergugat untuk

membayar biaya perkara ini sebesar

Rp 441.000,- (empat

ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis
Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 Masehi
bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1434 Hijriyah, oleh kami DRA. HASNIDAR,
MH sebagai Ketua Majelis, MOHD. ANTON DWI PUTRA, SH dan SUNDUS
RAHMAWATI, SH masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut
diucapkan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21
Rabiulakhir oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk
umum didampingi oleh Hakim — Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

ASWAD, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Penggugat dan para

Tergugat;
KETUA MAJELIS,
TTD
DRA. HASNIDAR, M.H.
HAKIM ANGGOTA, HAKIM ANGGOTA,
TTD TTD
MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H. SUNDUS RAHMAWATI S.H.
PANITERA PENGGANTI,
TTD
ASWAD, SH

Rincian Biaya Perkara :
1 Pendaftaran Rp. 30.000,-
2 ATPP Rp 50.000,-
3 Panggilan Rp 350.000,-
4 Redaksi Rp.  5.000.-
5 Materai Rp.  6.000.-

JUMLAH Rp. 441.000.-

(Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)
Untuk Salinan
Pengadilan Agama Kayuagung
Panitera
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Drs. Darul Kutni
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salinan
PUTUSAN
Nomor : <NoPkr>/Pdt.G/2009/PA .Mgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

------- Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili
perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan
Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara gugatan penambahan amar putusan untuk dapat di

eksekusi antara

PENGGUGAT I, Umur 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani,
tempat tinggal Kabupaten Magetan, untuk
selanjutnya sebagai “PENGGUGAT I" ;

PENGGUGAT Il, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani,
tempat tinggal , Kabupaten Magetan,
untuk selanjutnya sebagai : “PENGGUGAT
-

PENGGUGAT 111, Umur 54 tahun Agama Islam, Pekerjaan Tani,
tempat tinggal , Kabupaten Magetan,
untuk selanjutnya sebagai “PENGGUGAT

Yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal
28 Pebruari 2009 para Penggugat telah menguasakan kepada AWAN
SUBAGYO, SH dan M. ARIF WIDODO, SH, Pekerjaan advokat yang

beralamat di JI. Raya Solo No. 125 Maospati - Magetan ;
MELAWAN
TERGUGAT I, Umur: 72 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani,

tempat tinggal Kabupaten Magetan, untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. |
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sebagai “TERGUGAT I" ;

TERGUGAT 11, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani,
tempat tinggal Kabupaten Magetan, untuk
selanjutnya sebagai “TERGUGAT 11" ;

TERGUGAT IIl, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani,
tempat tinggal, Kabupaten Magetan, untuk
selanjutnya sebagai “TERGUGAT III" ;

Yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal

14 Maret 2009 para Tergugat telah menguasakan kepada MUHAMMAD
WIDODO,SH, pekerjaan Advokat NIA. A98.10252, beralamat kantor

di JI Samudera No. 4 Magetan ;

------- Pengadilan Agama tersebut ;

------- Telah mempelajari berkas perkara ;

------- Telah mendengar Kketerangan Penggugat, dan saksi- saksi
dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

——————— Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatnya

tanggal 5 Maret 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadil an Agama Magetan dengan Nomor
<NoPkr>/Pdt.G/2009/PA .Mgt, telah mengajukan hal- hal sebagai
berikut

Bahwa membaca posita dan ‘petitum Para Penggugat dalam
perkara perdata Nomor 505/Pdt.G/2006/PA.Mgt tanggal 25
Agustus 2006 pada Pengadilan Agama Magetan pada Posita 8
yang berbunyi "Bahwa penguasaan atas seluruh  Obyek
Sengketa |, Obyek Sengketa Il dan Obyek Sengketa Il oleh
Para Tergugat dengan mngabaikan hak- hak Para Penggugat
sebagai ahli waris almarhumah adalah melawan hak sehingga

oleh karenanya melawan hukum. Oleh karena itu wajar
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apabila Para Tergugat serta siapa saja yang memperoleh hak
daripadanya diperintahkan oleh pengadilan Agama Magetan
untuk membongkar dua bangunan rumah yang- berdiri diatas
tanah -.Obyek Sengketa-- |l selanjutnya menyerahkan Obyek
Sengketa 1, Obyek Sengketa Il dan Obyek Sengketa IIl dalam
keadaan kosong kepada Para Penggugat untuk dibagi waris
dan Petitum nomor 7 yang bunyinya "Menghukum Para Tergugat
serta siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk
membongkar dua bangunan rumah yang berdiri diatas Obyek
Sengketa |l dan selanjutnya menyerahkan Obyek Sengketa |,
Obyek Sengketa Il dan Obyek Sengketa 11l dalam keadaan
kosong kepada Para Penggugat untuk dibagi waris ;

Bahwa dalam dictum Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor
505/Pdt.G/2006/PA .Mgt tanggal 21 Maret 2007 junto Putusan
Pengadil an Tinggi Agama Surabaya No.
118/Pdt.G/2007/PTA.Sby tanggal 12 Juli 2007 point 2 yang
bunyinya "Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang
diletakkan atas obyek sengketa I, 11, dan IIl kecuali pada
Berita Acara Penyitaan Jaminan nomor 505/Pdt.G/2006/PA .Mgt
tanggal 14 Maret 2007 halaman 4 (empat) point C" dan point
3 yang bunyinya “"Memerintahkan kepada Jurusita  untuk
.mengangkat penyitaan pada Berita Acara Penyitaan Jaminan
halaman 4 (empat) point C" yang mana point C tersebut

berupa bangunan dapur yang berdiri di atas Obyek Sengketa

I (Vide- Putusan Pengadil an Agama  Magetan Nomor
505/Pdt.G/2006/PA .Mgt tanggal 21 Maret 2007 dan Putusan
Pengadil an Tinggi Agama Surabaya No.

118/Pdt.G/2007/PTA.Sby tanggal 21 Juli 2007) ;
Bahwa dalam  putusan Pengadil an Agama  Magetan Nomor:
505/Pdt.G/2006/PA .Mgt tanggal 21 Maret 2007 junto Putusan

Pengadil an Tinggi Agama Surabaya Nomor :
118/Pdt.G/2007/PTA.Sby tanggal 12 Juli 2007, ternyata
Posita dan Petitum Para Penggugat diatas belum

dipertimbangkan sehingga putusan tersebut Kkesulitan untuk
dilaksanakan eksekusi karena belum ada ketegasan terhadap

dua bangunan rumah dan bangunan lain yang berdiri diatas
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tanah Obyek Sengketa 1l, yang mana dua bangunan rumah dan
bangunan lain tersebut tidak masuk dalam Obyek Sengketa
perkara a quo.
Demikian pula terhadap bangunan dapur yang berdiri diatas
Obyek  Sengketa | yang diperintahkan untuk  diangkat
sitanya, ternyata Para  Tergugat tidak mel ak sanak an
pengangkatan sita terhadap bangunan dapur tersebut
sehingga menyulitkan pelaksanaan eksekusi karena bangunan
dapur yang berdiri diatas tanah Obyek Sengketa | tersebut
tidak masuk dalam Obyek Sengketa perkara a quo ;

Bahwa sebenarnya sudah sewajarnya dan semestinya Para
Tergugat yang membangun rumah di atas tanah Obyek
Sengketa Il yang bukan miliknya mombongkar sendiri dua

bangunan rumah dan bangunan lainnya yang berdiri di atas

tanah Obyek Sengketa |1 dan membongkar bangunan dapur yang
berdiri di atas Obyek Sengketa | dan mengosongkannya dari
Obyek Sengketa |. Hal ini ternyata tidak dilakukan secara
sukarela, sedangkan pihak eksekutor sendiri (Pengadilan

Agama Magetan) terdapat keraguan untuk melakukan eksekusi
karena pembongkaran dua bangunan rumah dan bangunan lain
yang berdiri diatas Obyek Sengketa Il dan pembongkaran
bangunan dapur yang berdiri diatas Obyek sengketa | tidak
secara jelas dan tegas disebutkan dalam dictum amar
putusan perkara nomor : 505/Pdt.G/2006/PA.Mgt tanggal 21
Maret 2007 junto Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Nomor: 118/Pdt. G/2007/PTA.Sby tanggal 12 Juli 2007 ;
Bahwa karena posita dan petitum Para Penggugat tersebut di
atas sudah mencantumkan "Membongkar dua bangunan rumah
yang berdiri diatas tanah Obyek  Sengketa I dan
menyerahkan Obyek Sengketa I, Il dan [1Il untuk dibagi
waris" tetapi dalam pertimbangan amar putusan tersebut
masih tercecer, demikian pula dengan bangunan dapur yang
berdiri di atas Obyek Sengketa | yang diperintahkan untuk
diangkat sitanya, Para Tergugat tidak mel ak sanak an
pengangkatan sita tersebut dan membongkar bangunan dapur

tersebut padahal putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan
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hukum tetap (inkracht van gewijdse) berdasarkan putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 470 K/Ag/2008

tanggal 24 Maret 2008, demi tegaknya Kkepastian hukum,

mohon agar ditambahkan dalam dictum Putusan Pengadilan

Agama Magetan Nomor: 505/Pdt.G/2006/PA.Mgt tanggal 21

Maret 2007 junto Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Nomor: 118/Pdt.G/2007/PTA.Sby tanggall2 Juli 2007 sebagai

berikut:

Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak
dari padanya untuk mengosongkan obyek sengketa 111 dan
menyerahkan obyek sengketa |IIl kepada Para Penggugat
dan selanjutnya membagi kepada yang berhak menerima
sebagaimana tersebut dalam dictum point 4 (empat) dan 5
(lima), dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi
secara riel/natural, obyek sengketa 111 tersebut dijual
lelang didepan umum dan hasil penjualannya di serahkan
kepada Para Penggugat dan selanjutnya membagi kepada
yang berhak menerima sebagaimana tersebut dalam dictum
point 4 (empat) dan 5 (lima).

Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak
dari padanya untuk membongkar bangunan dapur yang
berdiri di atas Obyek  Sengketa I (Berita Acara
Penyitaan Nomor: 505/Pdt.G/2006/PA.Mgt tanggal 14 Maret
2007 halaman 4 point C) dan mengosongkan dari Obyek
Sengketa | serta menyerahkan Obyek Sengketa |1 kepada
Para Penggugat dan selanjutnya membagi kepada yang
berhak menerima sebagaimana tersebut dalam point 4
(empat) dan 5 (lima)

Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak
dari padanya untuk membongkar dua bangunan rumah dan
bangunan lainnya yang berdiri di atas Obyek Sengketa Il
dan menyerahkan Obyek Sengketa 11 dalam keadaan kosong
kepada Para Penggugat dan selanjutnya membagi kepada
yang berhak menerima sebagaimana tersebut dalam dictum
point 4 (empat) dan 5 (lima).

Sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
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DALAM KONPENSI
Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
Menyatakan sah dan berharga sita jarninan yang diletakkan
atas Obyek Sengketa. 1, Il dan IlIl kecuali pada Berita
Acara Penyitaan Jarninan Nomor 505/Pdt.G/2006/PA .Mgt
tanggal 14 Maret 2007 halarnan 4 (empat) point C.
Memerintahkan kepada Jurusita untuk mengangkat penyitaan
pada Berita Acara Penyitaan Jaminan halaman 4 (empat)
point C tersebut
Menyatakan menurut hukum bahwa dan adalah sebagai ahli
waris binti
Menyatakan menurut  hukum TERGUGAT |  berhak menerima
wasiat wajibah dari.
Menyatakan menurut hukum bahwa:
Sebidang tanah darat di Desa Kiringan Kecamatan Takeran
Kabupaten Magetan yang terdaftar dalarn Buku C Desa
no.135 persil 8la DI luas kurang lebih 0,038 da atau

kurang lebih 380m2  dengan batas~batas sebagai
berikut:

Sebelah Selatan : Jalan Desa beraspal.

Sebelah Utara : Tanah

Sebelah Barat : Tanah (sekarang dikuasai

Tergugat | dan II1)
Sebelah Timur : Tanah;
Sebidang tanah darat di Desa Kiringan Kecamatan Takeran
Kabupaten Magetan yang terdaftar dalarn buku C Desa
no. 135 persil 8la DI luas kurang lebih 0,056 Da atau

kurang lebih 560m2  dengan batas~batas sebagai
berikut:

Sebelah Selatan : Tanah

Sebelah Barat : Tanah

Sebelah Utara
Sebelah Timur : Tanah (Obyek sengketa )

Bangunan rumah limasan yang terdiri dari dua wuwungan
dan dapur ukuran 17,30m x 18,15m yang berdiri diatas

tanah obyek sengketa | terdiri dari dinding tembok,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. |
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atap genting, kerangka kayu jati lantai keramik.
Adalah harta peninggalan,

Menetapkan menurut hukum bagian masing- masing yang berhak
mendapatkan bagian dari peninggalan, sebagai berikut:

a. TERGUGAT I(Tergugat I) mendapatkan 1/3 harta
peninggalan sama dengan 5/15 bagian dari seluruh
harta peninggalan
(Penggugat 1) mendapatkan 2/5 x 2/3 harta dari seluruh
harta peninggalan.

C. (Penggugat ) mendapatkan 2/5 x 2/3 harta
peninggalan atau sama dengan 4/15 bagian dari seluruh
harta peninggalan.

d. (penggugat 111) mendapatkan 1/5 x 2/3 harta
peninggalan atau sama dengan 2/15 bagian dari seluruh
harta peninggalan.

Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak
dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa secara
baik atas obyek sengketa I, Il dan [IIl untuk dibagi
kepada yang berhak menerima sebagaimana tersebut dalam
dictum point 4 (empat) dan 5 (lima).

Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak
dari padanya untuk mengosongkan Obyek Sengketa I1l dan
menyerahkan Obyek Sengketa [|Il kepada Para Penggugat
dan selanjutnya membagi kepada yang berhak menerima
sebagaimana tersebut dalam dictum point 4 (empat) dan 5
(lima), dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi
secara riel/natural, obyek sengketa |Ill tersebut dijual
lelang didepan umum dan hasil penjualannya di serahkan
kepada Para Penggugat dan selanjutnya membagi kepada
yang berhak menerima sebagaimana tersebut dalam dictum
point 4 (empat) dan5 (lima).

Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak
dari padanya untuk membongkar bangunan dapur yang
berdiri di atas  obyek sengketa I (Berita Acara
Penyitaan Nomor: 505/Pdt.G/2006/PA.Mgt tanggal 14 Maret
2007 halaman 4 point C) dan mengosongkan dari obyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. |
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa | serta menyerahkan obyek sengketa | kepada
Para Penggugat dan selanjutnya membagi kepada yang
berhak menerima sebagaimana tersebut dalam dictum point
4 (empat) dan 5 (lima).

Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak
dari padanya untuk membongkar dua bangunan rumah dan
bangunan lainnya yang berdiri diatas obyek sengketa Il
danmenyerahkan obyek- sengketa 11 dalam keadaan kosong
kepada Para Penggugat dan selanjutnya membagi kepada
yang berhak menerima sebagaimana dictum point 4 (empat)
dan 5 (lima).

12. Menyatakan gugatan Para Penggugat selebihnya tidak

dapat diterima

Bahwa gugatan penambahan amar putusan tersebut di atas adalah
gugatan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap (inkracht van gewijdse)dan agar hak-hak Para

Penggugat terjamin kelancarannya dengan merujuk pasal 180

HIR mohon kiranya Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini

berkenan mel ak sanakan putusan beserta penambahannya

tersebut' dapatnya dilaksakan lebih dahulu (uit voerbar
bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verset, banding dan
kasasi ;
——————— Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Para Penggugat
mohon kepada yth. Bpk Ketua Pengadilan Agama Magetan atau

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan

mengadi | i perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai

berikut:

PRIMAIR

Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Menambahkan dictum Putusan Perkara Perdata nomor :
505/Pdt.G/2006/PA .Mgt tanggal 21 Maret 2007 junto Putusan
Pengadil an Tinggi Agama Surabaya Nomor;
118/Pdt.G/2007/PTA.Shy tanggal 12 Juli 2007sebagai
berikut:
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Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak

dari padanya untuk mengosongkan obyek sengketa 111 dan
menyerahkan obyek sengketa |11l kepada Para Penggugat dan
selanjutnya membagi kepada yang berhak menerima

sebagaimana tersebut dalam dictum point 4 (empat) dan 5
(lima), dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi
secara riel/natural, obyek sengketa Il tersebut dijual
lelang di depan umum dan hasil penjualannya di serahkan
kepada Para Penggugat dan selanjutnya membagi kepada
yang berhak menerima sebagaimana tersebut dalam dictum
point 4 (empat) dan 5 (lima).

Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak
dari padanya untuk membongkar bangunan dapur yang
berdiri di atas Obyek Sengketa | (Berita Acara Penyitaan
Nomor:  505/Pdt.G/2006/PA.Mgt tanggal 14 Maret 2007
halaman 4 point C) dan mengosongkan dari Obyek Sengketa
I serta menyerahkan Obyek Sengketa | kepada Para
Penggugat dan selanjutnya membagi kepada yang berhak
menerima sebagaimana tersebut dalam point 4 (empat) dan
5 (lima)

Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak
dari padanya untuk membongkar dua bangunan rumah dan
bangunan lainnya yang berdiri di atas Obyek Sengketa Il
dan menyerahkan Obyek Sengketa Il dalam keadaan kosong
kepada Para Penggugat dan selanjutnya membagi kepada
yang berhak menerima sebagaimana tersebut dalam dictum
point 4 (empat) dan 5 (lima) ;

Sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI
Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan
atas Obyek Sengketa |, Il dan IIl kecuali pada Berita
Acara Penyitaan Jaminan Nomor
505/Pdt.G/2006/PA .Mgt tanggall4 Maret 2007 halaman 4
(empat) point C .
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Memerintahkan kepada Jurusita, untuk mengangkat
penyitaan pada Berita Acara Penyitaan Jaminan halaman
4 (empat) point C tersebut

Menyatakan menurut hukum bahwa, dan adalah sebagai ahli
waris Menyatakan menurut hukum TERGUGAT | berhak
menerima wasiat wajibah dari B.

Menyatakan menurut hukum bahwa:

Sebidang ‘'tanah darat di Desa Kiringan Kecamatan
Takeran Kabupaten Magetan yang terdaftar dalam Buku
C Desa no.135 persil 8la D1 luas kurang lebih
0,038 da atau kurang lebih 380 nt dengan batas-
batas sebagai berikut:

Sebelah selatan : Jalan desa beraspal
Sebelah utara . Tanah alm. Sebelah barat
Tanah (sekarang

dikuasai Tergugat 1 dan III)
Sebelah timur . Tanah Sebidang tanah darat di
Desa Kiringan Kecamatan Takeran Kabupaien Magetan
yang terdaftar dalarn buku C Desa no. 135 persil 81
a DI luas kurang lebih 0,056 Da atau kurang lebih
560 nt dengan batas- batas sebagai berikut

Sebelah selatan

Sebelah barat :Tanah
Sebelah utara . MAT
Sebelah timur : Tanah (obyek sengketa |I)

Bangunan rumah limasan yang terdiri dari dua wuwungan

dan dapur ukuran 17,30m x 18,15m vyang berdiri

diatas tanah obyek sengketa | terdiri dari dinding
tembok, atap genting, Kkerangka kayu jati lantai
keramik

Adalah harta peninggalan;

Menetapkan  menurut  hukum bagian masing- masing yang
berhak mendapatkan bagian dari peninggalan, sebagai
berikut:

TERGUGAT | (Tergugat I) mendapatkan 1/3 harta

peninggalan atau sama dengan 5/15 bagian dari
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seluruh harta peninggalan
(Penggugat 1) mendapatk an 2/5 x 2/3 harta
peninggalan atau sama dengan 4/15 bagian- dari
seluruh harta peninggalan.
(Penggugat ) mendapatk an 215 x 2/3 harta
peninggalan atau sama dengan 4/15 bagian dari
seluruh harta peninggalan.
(penggugat ) mendapatkan 1/5 x 2/3 harta
peninggalan atau sama dengan 2/15 bagian dari
seluruh harta peninggalan ;

Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh
hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa
secara baik atas obyek sengketa I, 1l dan Il untuk
dibagi kepada yang berhak menerima  sebagaimana
tersebut dalam dictum point 4 (empat) dan 5 (lima)

Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh
hak dari padanya untuk mengosongkan Obyek Sengketa
[l dan menyerahkan Obyek Sengketa 111 kepada 'Para
Penggugat dan selanjutnya membagi kepada yang berhak
menerima sebagaimana tersebut dalarn dictum point 4
(empat) dan 5 (lima), dengan ketentuan apabila tidak
dapat dibagi secara riel/natural, obyek sengketa 111
tersebut dijual lelang di depan umum dan hasil
penjualannya di serahkan kepada Para Penggugat dan
selanjutnya  membagi kepada yang berhak menerima
sebagaimana tersebut dalam dictum point 4 (empat) dan
5 (lima).

Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh
hak dari padanya untuk membongkar bangunan dapur yang
berdiri di atas obyek sengketa | (Berita Acara
Penyitaan Nomor : 505/Pdt.G/2006/PA .Mgt tanggal 14
Maret 2007 halaman 4 point C) dan mengosongkan dari
obyek sengketa | serta menyerahkan obyek sengketa |
kepada Para Penggugat dan selanjutnya m'embagi kepada
yang berhak menerima sebagaimana tersebut dalam
dictum point 4 (empat) dan 5 (1ima)
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Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh
hak dari padanya untuk membongkar dua bangunan rumah
dan bangunan lainnya yang berdiri diatas  obyek
sengketa |l dan menyerahkan obyek sengketa 1l dalam
keadaan kosong kepada Para Penggugat dan selanjutnya
membagi kepada yang berhak menerima sebagaimana
tersebut dalam dictum point 4 (empat) dan 5 (lima).
Menyatakan gugatan Para Penggugat selebihnya tidak
dapat diterima.

Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan Ilebih
dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya
hukum verset, banding dan kasasi.

Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul

dalam perkara ini ;

SUBSIDER :
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan yang
memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang

seadil- adilnya ;

------- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah
ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap
dimuka persidangan ;

——————— Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan dan
Hakim Mediator bernama Drs. MOH. SYAFRUDDIN dalam mediasi
telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi
tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat,

yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

——————— Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat menyampaikan jawaban tertanggal 16 Mei 2009 yang
pada pokoknya sebagai berikut

EKSEPSI MENGENAI KBANENANGAN
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 470
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K/AG/2007 tanggal 24 Maret 2008, yang dalam amarnya
menyatakan : Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon
Kasasi, maka putusan yang memperoleh titel berkekuatan
hukum tetap (inkracht van gewijdse) adalah Putusan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 12 Juli 2007
No. 118/Pdt.G/2007/PTA.Sby yang amar putusannya seperti
tersebut diatas ;

Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang- Undang No. 4
Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, terhadap putusan
yang telah berkekuatan hukum tetap hanya dapat dilakukan
upaya hukum luar biasa melalui lembaga Peninjauan
Kembal i (PK) ke Mahkamah  Agung. Oleh karenanya
semestinya apabila para penggugat tidak puas terhadap
Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 12 Juli
2007 No. 118/Pdt.G/2007/PTASby vyang telah berkekuatan
hukum tetap (inkracht van gewijdse) tersebut tidak
diajukan dengan gugatan baru akan tetapi sesuai Pasal 23
ayat (1) Undang- Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan
Kehakiman diajukan Peninjauan Kembal i ke Mahkamah
Agung ;

Oleh karena kewenangan untuk wupaya hukum luar biasa
terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.
118/Pdt.G/2007/PTA.Sby tanggal 12 Juli 2007 tersebut
berada dalam kewenangan Mahkamah Agung, maka Pengadilan
Agama Magetan secara absolute tidak berwenang memeriksa
dan mengadili gugatan para penggugat mengenai penambahan
Amar Putusan Pengadilan  Tinggi Agama Surabaya No.
118/Pdt.G/2007/PTA. Shy tanggal 12 Juli 2007 yang telah
berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijdse) tersebut

Secara herarkhi, dalam sistim peradilan di Indonesia
Pengadilan  Agama Magetan baik secara administratif
maupun yuridis berada dibawah Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya. Oleh karenanya Pengadilan Agama Magetan harus
tunduk dan patuh kepada kewenangan Pengadilan Tinggi

Agama Surabaya dan tidak dapat melakukan koreksi atau
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penambahan terhadap Amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya tanggal 12 Juli 2007 No. 118/Pdt.G/2007/PTASby
yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van
gew(jdse) tersebut ;

Berdasarkan Undang- Undang dan Hukum Acara Perdata yang
berlaku di Indonesia tidak ada satu pasal pun yang
memberikan kewenangan terhadap badan peradilan untuk
memeriksa dan mengadi | i kembal i terhadap putusan
pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht
van gewijdse) terkecuali dengan lembaga Peninjauan
Kembali oleh Mahkamah Agung ;

Ada pendapat sementara ahli  hukum Prof. DR. M Yahya
Harahap, SH. (dalam Buku Ruang Lingkup Permasalahan
Eksekusi Bidang Perdata halaman 309 - 312, photo copy
terlampir), sebagai terobosan dimungkinkan untuk
dilakukan gugat baru terhadap putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap, namun sebatas amar putusan yang
bersifat deklarator / putusan yang amarnya hanya
sekedar "pernyataan" yang menegaskan sesuatu kedudukan,
hak, keadaan, atau kewajiban. Akan tetapi terhadap
pernyataan kedudukan (misalnya  penggugat dinyatakan
berkedudukan sebagai ahli waris), hak (misalnya
penggugat dinyatakan sebagai pemllik), keadaan (misalnya
tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum
atau beritikad tidak baik), dan kewajiban (misalnya
tergugat dinyatakan berhutang kepada penggugat), namun
pernyataan tersebut tidak dibarengi dengan pernyataan
"penghukuman" . Sedangkan putusan yang bersifat
kondemnator tidak dapat diajukan gugat baru ;

Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
tanggal 12 Juli 2007 No. 118/Pdt.G/2007/PTAShy yang
telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijdse)
tersebut tidak bersifat deklarator tetapi sudah bersifat
kondemnator, maka pendapat Prof. DR. M Yahya Harahap, SH

tersebut tidak dapat diterapkan pada gugatan perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. |
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14



Direktori Putusan Mahkanmh Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana kita maklumi, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya tanggal 12 Juli 2007 No.
118/Pdt.G/2007/PTA.Sby dalam amarnya menyatakan hanya
mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagaian, oleh
karena demikian tidak adanya pengosongan dan
pembongkaran dalam amar tersebut karena merupakan bagian
yang tidak dikabulkan oleh Pengadilan Agama Magetan dan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, terhadap putusan mana
para penggugat telah menyatakan sangat sependapat,
benar, tepat, mohon dipertahankan dan dikuatkan oleh
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Mahkamah Agung ;

Atas hal- hal tersebut diatas kami mohon agar Pengadilan
Agama Magetan memutuskan menyatakan tidak berwenang
memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa memeriksa dan

mengadili pokok perkara ;

EKSEPSI DILUAR KBNENANGAN
Gugatan Para Penggugat error in persona dan error in

obyecto
Error in persona Kkarena materi gugatan para penggugat
tidak terkait dengan para Tergugat, tetapi terkait
dengan Majelis Hakim yang mengadili perkara No.
5051 Pdt.G | 20061 PAMgt jo No. 118/Pdt.G/2007/PTASby. Oleh
karenanya para tergugat tidak mempunyai kapasitas dalam
perkara ini ;
Error in obyecto, obyek dalam perkara ini adalah Amar
Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 12 Juli
2007 No. 118/Pdt.G/2007/PTASby vyang telah berkekuatan
hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI
tanggal 24  Maret 2008 No. 470  KIAG/2007. bukan
berdasarkan adanya obyek yang berada dalam penguasaan
para tergugat. Terlebih lagi didalam petitum gugatan
para penggugat sama sekali tidak ada tuntutan apapun
terhadap para tergugat.
Dengan demikian gugatan para penggugat tidak jelas,

kabur .
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Gugatan Para penggugat Premature

Dalam gugatannya para penggugat mendalilkan Putusan

Pengadil an Tinggi Agama Surabaya No.
118/Pdt.G/2007 /PTA.Sby tanggal 12 Juli 2007 tidak dapat
dieksekusi .

Dalam Berita Acara Melaksanakan Putusan [/ Eksekusi
tanggal 29 Januari 2009 (photo copy ter/ampir) yang
ditanda tangani oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Agama
Magetan dan juga ditanda tangani oleh kuasa hukum para
penggugat, dinyatakan Eksekusi ditangguhkan (bukan ttdak
dapat dilaksanakan). Oleh karena eksekusi masi h
ditangguhkan/ditunda maka pelaksanaan eksekusi tersebut
belum final/belum selesai. Sehinga masih terlalu dini
untuk dinyatakan tidak dapat dilaksanakan.
Apalagi sampai saat ini tidak ada penetapan dari Ketua
Pengadil an Agama  Magetan yang menyatakan Putusan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 12 Juti 2007
NO. 118/Pdt. G/200/PT.ASby tidak dapat dilaksanakan non
eksekutabel .
Dengan demikian gugatan para penggugat yang mendalilkan
Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 12 Juli
2007 No. 118/Pdt.G/2007/PTA.Sby tidak dapat dilaksanakan
prematur ;

Atas hal- hal tersebut diatas sudah seharusnya gugatan

para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa pada pokoknya para tergugat menolak sangat keras dalil-
dalil gugatan para penggugat, Kkecuali terhadap hal- hal
yang secara tegas diakui kebenarannya.

Bahwa kalaupun para penggugat mendalilkan Putusan Pengadilan
Tinggi Agama  Surabaya tanggal 12 Juli 2007 NO.
118/Pdt.G/2007/PTA.Sby tidak dapat dilaksanakan karena
tidak ada perintah/amar pengosongan dan pembongkaran, hal
tersebut adalah konsekwensi logis dari putusan tersebut,

karena petitum pengosongan dan pembongkaran tidak
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dikabulkan, terlebih lagi terhadap amar putusan tersebut
para penggugat dengan tegas menyatakan sudah tepat, benar
dan mohon dipertahankan.
Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Agama Magetan tentang
Pelaksanaan Putusan/Eksekusi tanggal 19 Januari 2009 Nomor
505/Pdt.G/2006/PA .Mgt adalah perintah untuk memenuhi
Putusan = Mahkamah Agung tanggal 24 Maret 2008 No0.470
K/AG/2007, bukan untuk melaksanakan Putusan Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya tanggal 12 luli 2007
No0.118/Pdt.G/2007/PTA.Sby. Penetapan mana merupakan produk
hukum yang bersifat tetap dan mengikat, tidak ada klausul
untuk melakukan revisi terhadap kekeliruan perintah.
Dengan demikian tidak terlaksananya eksekusi putusan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 12 Juli 2007 No.
118/Pdt.G/2007/PTA .Sby lebih disebabkan karena Ketua
Pengadilan Agama Magetan salah/keliru dalam memberikan
perintah dalam Penetapan Pelaksanaan Putusan/Eksekusi
tanggal 19 Januari 2009 Nomor : 505/Pdt.G/2006/PA.Mgt yang

semestinya memerintahkan memenuhi Putusan Pengadilan
Tinggi Agama  Surabaya tanggal 12 Juli 2007 No.
118/Pdt.G/2007/PTASby tetapi memerintahkan memenuhi
Putusan Mahkamah Agung tanggal 24 Maret 2008 No0.470 K/
AG/2007.

Dengan demikian oleh karena subyek/pejabat yang telah
melakukan kesalahan di dalam menerbitkan surat Penetapan
Eksekusi adalah Ketua Pengadilan Agama Magetan yang nota
bene menimbulkan kerugian pada para penggugat, semestinya
Ketua Pengadilan Agama Magetan harus digugat atau setidak-
tidaknya ditarik dalam perkara gugatan ini.

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Magetan tanggal 21
Maret 2007 No. 505/Pdt. G/2006/PAMgt jo Putusan Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya tanggal 12 Juli 2007
No0.118/Pdt.G/2007/PTA.Sby, para penggugat sudah menyatakan
menerima dan tidak melakukan upaya hukum banding/kasasi
bahkan dalam Kontra Memori Banding dan Kontra Memori

Kasasi secara tegas mohon agar putusan tersebut
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dipertahankan dan dikuatkan. Dengan demikian para
penggugat telah Dbersikap inkonsistensi, dan gugatan para
penggugat sudah kadaluwarsa, tidak berdasar hukum alias
Asbun/Asal Bunyi.

Bahwa peryataan para Penggugat yang menyalahkan para Tergugat

yang tidak melaksankan pengangkatan sita. menunjukkan para
penggugat tidak paham aturan hukum dan tidak paham fakta
hukum. Karena peletakan dan pengangkatan sita  bukan
kewenangan/hak dari para tergugat melai nkan menj adi
kewenangan Jurusita Pengadilan. Hal mana sesuai dengan
Amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 12
Juli 2007 No.118/Pdt.G/2007/PTA.Sby poin No. 3 vyang
berbunyi : Memerintahkan kepada Jurusita untuk mengangkat
penyitaan pada berita acara penyitaan jaminan halaman 4
poin C tersebut;
Maka dalil para penggugat yang menyalahkan para tergugat
karena tidak mel ak sanakan pengangkatan sita yang
diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Magetan adalah
tidak berdasar dan memal ukan. Ibarat orang
mengigaulnglindur di siang bolong.

Bahwa terhadap tanah obyek sengketa dalam Putusan Pengadilan

Tinggi Agama  Surabaya tanggal 12 Juli 2007 No.
118/Pdt.G/2007/PTA.Shy telah muncul Putusan  Pengadilan
Negeri Magetan tanggal 27 Januari 2009

No.15/Pdt.G/2008/PN.Mgt ( Photo Copy Ikhtisar Putuan

ter/ampir) yang dalam amar putusannya menyatakan sah jual

beli dan tanah sengketa adalah hak milik sah dari
Sumi/Penggugat | dan Pardi/Penggugat Il (tergugat 1l dan
Il dalam perkara ini).

Dengan demikian telah muncul dua putusan yang
berlawanan/kotradiktif, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya tanggat 12 Juli 2007

No0.118/Pdt.G/2007/PTA .Sbhy berlawanan dengan Putusan
Pengadilan Negeri Magetan tanggal 27 Januari 2009 No.
15/Pdt.G/2008/PN.Mgt atas obyek yang sama dengan

kepemilikan yang berbeda.
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Pengadilan Agama Magetan sebagai sesama lembaga peradilan
wajib menghargai, menghormati Putusan Pengadilan Negeri
Magetan dan tidak mengabaikan / masa bodoh begitu saja.
Oleh karena disamping Putusan Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya tanggal 12 Juli 2007 No.118/Pdt.G/2007/PTA.Sby
ternyata ada putusan lain, yaitu Putusan Pengadilan Negeri
Magetan tanggal 27 Januari 2009 No. 15/Pdt.G/2008/PN.Mgt,
maka merujuk pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap dalam
buku "Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata
halaman 312" vyang pada pokoknya tuntutan putusan serta
merta dapat dikabulkan apabila tidak ada putusan lain yang
berlawanan, maka sudah seharusnya tuntutan para penggugat
atas putusan serta merta dinyatakan ditolak ;
------- Menimbang bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat
mengajukan Replik tertanggal 13 Mei 2009 yang pada pokoknya
sebagai berikut

DALAM EKSEPSI
Bahwa keberatan para Tergugat dengan alasan- alasan yang
diajukan dalam Eksepsi haruslah ditolak karena alasan yang
diajukan oleh Para Tergugat tidak berdasar hukum karena
- Bahwa inti dari pada gugatan Para Penggugat adalah
mengenai gugatan Penambahan Amar Putusan Perkara Nomor
505/Pdt.G/2006/PA .Mgt tanggal 21  Maret 2007 pada
Pengadilan Agama Magetan junto Putusan Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya Nomor 118/Pdt.G/2007/PTA.Sby tanggal 12
Juli 2007 ;
Bahwa oleh karena gugatan tersebut mengenai penambahan
amar putusan terhadap putusan yang dibuat oleh
lingkungan  Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama
Magetan dalam hal ini berwenang untuk memeriksa dan
mengadili perkara a quo ;
Bahwa sesuai dengan asas acara perdata bahwa hanya
Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa- siapa

yang akan digugatnya sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah
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Agung Republik Indonesia Nomor : 305 K/Sip/1971 tanggal 16
Juni 1971, sehingga dengan ini tidak ada error in
persona ;

Bahwa alasan- alasan lain yang diuraikan oleh Para Tergugat di

dalam Eksepsi telah memasuki pokok perkara ;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Para  Penggugat tetap berpegang pada dalil- dalil
gugatannya.

Bahwa Para Tergugat telah keliru dan kurang komprehensif
dalam membaca gugatan Para Penggugat, hal ini terlihat
dalam jawaban Para Tergugat.

Bahwa dalam jawaban Para Tergugat pada angka 2 yang
berbunyi " Para  Penggugat mendal i | kan Putusan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 12 Juli 2007 No.
118/Pdt.G/2007/PTA.Sby tidak dapat dilaksanakan Kkarena

tidak ada perintah/amar pengosongan dan pembongkaran,

Bahwa tegas Para Penggugat mendalilkan Putusan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 12 Juli 2007 No.
118/Pdt.G/2007/PTA.Sby kesulitan untuk dilaksanakan

eksekusi..." bukan tidak dapat dieksekusi., sebagaimana
jawaban Para Tergugat.

Pemahaman semacam ini yang membuat jawaban Para Tergugat
menjadi tidak terarah.

Bahwa oleh karena adanya kesulitan pelaksana eksekusi yang
disebabkan Para Tergugat tidak mau melaksanakan isi
putusan perkara No. 505/Pdt.G/2006/PA.Mgt tanggal 21 Maret
2007 junto Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.
118/Pdt.G/2007/PTA.Sby tanggal 12 Juli 2007 yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut secara sukarela.
Sedangkan pihak eksekutor sendiri (Pengadilan Agama
Magetan) terdapat keraguan dalam melaksanakan eksekusi
karena pembongkaran dua bangunan rumah dan bangunan lain
di atas Obyek Sengketa |l dan pembongkaran bangunan dapur
yang berdiri di atas Obyek Sengketa | tidak secara jelas

dan tegas disebutkan dalam dictum amar Putusan tersebut,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. |
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20



Direktori Putusan Mahkarmah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga demi tegaknya dan kepastian hukum, gugatan
penambahan amar putusan ini diajukan.

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Magetan tanggal 27

Januari 2009 No. 15/Pdt.G/2008/PN.Mgt, putusan tersebut
tidak ada kaitannya dengan putusan perkara
505/Pdt.G/2006/PA .Mgt tanggal 21 Maret 2007 junto Putusan
Pengadilan Agama  Surabaya No. 118/Pdt.G/2007/PTA.Shy
tanggal12 Juli 2007.
Karena Putusan Pengadilan Negeri Magetan  tanggal 27
Januari 2009 tersebut mengenai gugatan jual beli sedangkan
putusan Pengadilan Agama Magetan No. 505/Pdt.G/2006/PA .Mgt
tanggal 21 Maret 2007 junto Putusan Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya No. 118/Pdt.G/2007/PTA.Sby tanggal 12 Juli
2007 mengenai gugatan waris.

Hal demikian tidaklah dapat dipersamakan putusan tersebut,

kalau muncul putusan yang Kkontradiktif, hal demikian
justru seharusnya Pengadil an Negeri Magetan wajib
menghormati Peradilan Agama karena Putusan Pengadilan

Agama Magetan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum
tetap. Bahkan terhadap obyek sengketa perkara waris
tersebut telah diberi status tertentu/sita jaminan oleh
Pengadilan Agama Magetan. Terlebih lagi terhadap putusan
Pengadil an Negeri Magetan tersebut masih dalam tahap
proses pemeriksaan banding, sehingga sudah seharusnya
putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih
dahulu / serta merta.

Bahwa terhadap hal- hal yang tidak kami tanggapi secara khusus

mohon dianggap telah kami bantah kebenarannya ;

------- Berdasarkan hal- hal tersebut di atas Para Penggugat
tetap mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini
berkenan memutuskan : mengabulkan Gugatan Para Penggugat

untuk seluruhnya ;

——————— Menimbang, bahwa atas Replik tersebut Tergugat

mengajukan Duplik tertanggal 27 Mei 2009, yang pada pokoknya
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sebagai berikut

EKSEPSI MENGENAI KBAENANGAN
Pengadilan Agama Magetan tidak berwenang mengadili,
memeriksa dan memutus gugatan para penggugat.
Bahwa ketidakwenangan Pengadilan Agama Magetan memeriksa,
mengadili dan memutus gugatan penggugat bukan mengenai
lingkup badan peradilannya melainkan mengenai
level/tingkat badan peradilannya. Oleh karena gugatan
para penggugat mengenai perubahan/penambahan amar putusan
yang telah berkekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan
Pasal 23 ayat (1) Undang- Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang
Kekuasaan Kehakiman yang berwenang memeriksa, mengadili
dan memutus hanyalah Mahkamah Agung, dengan upaya hukum
luar biasa, yaitu Peninjauan Kembali.
Pengadilan Agama Magetan selaku badan peradilan dibawah
Mahkamah Agung sudah semestinya tunduk dan terikat dengan
Undang- Undang  No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan
Kehakiman.
Selain itu sesuai ketentuan Pasal 49 Undang- Undang Nomor
3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kewenangan Pengadilan
Agama sudah diatur sedemikian jelas dan terperinci yaitu
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat
pertama antara  orang- orang yang beragama Islam di
bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat,
infag, shadagah dan ekonomi syariah.
Oleh karenannya gugatan para penggugat mengenai
penambahan amar putusan yang telah berkekuatan hukum
tetap, tidak termasuk kewenangan Pengadilan Agama Magetan
sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 49 Undang-
Undang Nomor 3 Tahoo 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (I)
Undang- Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
dan Pasal 49 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang
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Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama, kewenangan Pengadilan Agama, Pengadilan
Agama Magetan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan
memutus gugatan para penggugat mengenai penambahan amar
putusan yang teiah berkekuatan hukum tetap.

Perlu juga kami sampaikan disini, seandainya gugatan para
penggugat dikabulkan oleh Pengadilan Agama Magetan, hal
ini akan menjadi preseden buruk atau malapetaka besar
dalam penegakan  hukum di Indonesia yang mengancam
kewibawaan badan peradilan dan sebagai konsekwensinya
Pengadilan  Agama Magetan layak untuk dilaporkan ke
Mahkamah Agung, Komisi Yudisial serta Komnas HAM karena
telah melakukan pelanggaran UndangUndang untuk dilakukan

ekzaminasi atas putusan tersebut.

Atas hal- hal tersebut diatas demi tegaknya hukum dan asas
kepastian hukum atas putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum  tetap serta menjaga kewibawaan
pengadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap badan
peradil an, kami  mohon agar Pengadilan Agama Magetan
memutuskan  menyatakan tidak berwenang memeriksa dan
mengadi | i gugatan para penggugat tanpa memeriksa dan

mengadili pokok perkara.

EKSEPSI DILUAR KBNENANGAN

Bahwa benar penggugat berhak menentukan sendiri pihak-
pihak yang digugat, namun dalam menentukan pihak yang
digugat tentunya harus didasarkan atas adanya korelasi
I hubungan hukum antara pokok persoalan yang menjadi
dasar gugatan dengan pihak yang digugat.
Oleh karena para tergugat tidak memiliki hubungan hukum
dengan belum dipertimbangkannya posita dan petitum
gugatan para penggugat dan keraguan pihak eksekutor
untuk melaksanakan eksekusi sebagai alasan gugatan para
penggugat, maka gugatan para penggugat terhadap para

tergugat adalah salah alamat | error in persona -«
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Bahwa dalam petitum gugatannya para penggugat tidak
menuntut agar para tergugat dihukum untuk tunduk dan
patuh terhadap putusan perkara ini juga tidak menuntut
pembatal an Putusan Pengadil an Agama Magetan No.
505/Pdt.G/2006/PA .Mgt tanggal 21  Maret 2007, jo
Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 12
Juli 2007 No0.118/Pdt.G/2007/PTA.Sbhy.

Oleh karenanya bagi para tergugat tidak ada kewajiban
untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini
dan hanya tunduk dan terikat dengan Putusan Pengadilan
Agama Magetan No. 505/Pdt.G/2006/PAMgt tanggal 21
Maret 2007 jo. Putusan Pengadil an Tinggi Agama
Surabaya tanggal 12 Juli 2007
No0.118/Pdt.G/2007/PTA.Sby vyang oleh karenanya putusan
tersebut sampai kapanpun akan tetap berlaku, bersifat
final dan mengikat terhadap semua pihak termasuk para
penggugat, para tergugat, Pengadilan Agama Magetan,
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya serta Mahkamah Agung.

------- Atas hal- hal tersebut diatas sudah seharusnya gugatan

para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa pada pokoknya para tergugat tetap pada jawabannya dan
menolak  sangat keras replik para penggugat, kecual i
terhadap hal- hal yang secara tegas diakui kebenarannya.

Bahwa perlu para tergugat tegaskan, salah besar lagi mendasar
kalau para penggugat mendal il kan " adanya kesulitan
pelaksanaan eksekusi yang disebabkan para tergugat tidak
mau melaksanakan isi Putusan Pengadilan Agama Magetan No.
505/ Pdt.G /2 006/PA.Mgt tanggal 11 Maret 1007, jo Putusan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 11 Juli 1007 No.
118/Pdt.G/2007/PTA.Sby yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap tersebut secara sukarela (replik point No.3).

Pernyataan tersebut mengada- ada dan tidak herdasar hukum.
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Dapat atau tidak dapat, sulit atau tidak sulitnya
pelaksanaan suatu putusan itu dipengaruhi oleh putusan itu
sendiri serta kemampuan dari eksekutor bukan dipengaruhi
oleh sikap tereksekusi yang tidak melaksankan putusan
secara sukarela.

Lepas dari itu sesuai Amar Penetapan Ketua Pengadilan
Agarna Magetan tentang Pelaksanaan Putusan/Eksekusi
tanggal 19 Januari 2009 Nomor : 505/Pdt.G/2006/PA .Mgt
perintah yang diberikan adalah untuk memenuhi Putusan
Mahkarnah Agung tanggal 24 Maret 2008 No.470 K/AG/2007
yang arnar putusannya berbunyi; Menolak permohonan Kkasasi
dari para Pemohon Kasasi dan Menghukum para Pemohon
Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu
rupiah);

Oleh karena para tergugat pada saat mengajukan permohonan
kasasi telah membayar panjar biaya perkara dan sampai saat
ini Pengadilan Agama Magetan tidak pernah mengirim tagihan
pembayaran kekurangan biaya perkara kepada para tergugat,
maka perintah  untuk memenuhi  Putusan Mahkarnah  Agung
tanggal 24  Maret 2008 No0.470 K/AG/2007 sebagaimana
dimaksud dalarn Penetapan Ketua Pengadilan Agama Magetan
tentang Pelaksanaan Putusan/Eksekusi tanggal 19 Januari
2009 Nomor : 505/Pdt.GI2006/PA Mgt telah terlaksana dengan
baik.

Bahwa munculnya 2 (dua) putusan vyang berbeda atas obyek
sengketa yang sama dalam Putusan Pengadilan Agarna Magetan
tanggal 21 Maret 2007 No. 505/PdtG/2006/PA.Mgt jo Putusan
Pengadilan Tinggi Agarna Surabaya tanggal 12 Juli 2007
No0.118/Pdt.G/2007/PTASby dan Putusan Pengadilan  Negeri
Magetan tanggal 27 Januari 2009 No.15/Pdt.G/2008/PN.Mgt
merupakan warning/peringatan keras terhadap
profesionalitas dan kecermatan Hakim  di lingkungan
Peradilan Agama khususnya Pengadilan Agama Magetan, sebab
munculnya 2 (dua) putusan yang berbeda tersebut merupakan

petaka hukum dalam penegakan hukum yang sangat meresahkan
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masyarakat pencari keadilan.

Oleh karena para penggugat dalam perkara No. 505/ Pdt.G /
2006/ PAMgt tersebut dengan tegas menyebut adanya jual
beli obyek sengketa, maka sebelum memutuskan mengenai
status obyek sengketa, semestinya diperiksa dahulu
keabsahan jual beli obyek sengketa sebagaimana didalilkan
para penggugat.

Oleh karena dalam perkara No. 505/Pdt.G/2006/PA.Mgt jo
No0.118/Pdt.G/2007/PTASby jo No. 470 K/AG/2007 mengenai
keabsahan jual beli tanah obyek sengketa antara B Djami
dengan Sumi dan Pardi tidak diperiksa dan langsung
memutuskan status tanah sengketa sebagai peninggalan B
Djami, maka wajar kalau akhimya muncul Putusan Pengadilan
Negeri Magetan tanggal 27 Januari 2009 No.
15/Pdt.G/2008/PN.Mgt yang mengesahkan terjadinya jual beli
tanah obyek sengketa antara B Djami dengan Sumi dan Pardi.

Bahwa sekali lagi kami tegaskan tuntutan putusan serta merta
harus ditolak.

Tuntutan putusan serta merta dalam perkara No.
505/Pdt.G/2006/PA .Mgt jo No0.118/Pdt.G/2007/PTA.Sby jo
No.470 K/AG/2007 sudah pernah diajukan oleh para penggugat
dan tidak dikabulkan.

Sedangkan tuntutan putusan serta merta dalam perkara ini
tidak berdasar hukum. Putusan serta merta sebagaimana
dimaksud dalam pasal 180 HIR hanya dapat diterapkan dalam
perkara sengketa kepemilikan yang amar putusannya
menghukum pihak tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa.
Padahal dalam perkara ini tidak ada sengketa kepemilikan
antara para penggugat dengan para tergugat juga tidak ada
petitum  gugatan yang menghukum para tergugat untuk
menyerahkan sesuatu barang kepada para penggugat.

Bahwa dalam replik point No. 4 para tergugat menyatakan
terhadap hal- hal yang tidak kami tanggapi secara khusus
mohon dianggap telah kami bantah kebenarannya ;

Oleh  karenannya para penggugat mohon dianggap telah

membantah kebenaran adanya
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Kontra Meamori Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh
para penggugat (para terbanding) sendiri,

Kontra Memori Kasasi yang dibuat dan ditanda tangani oleh
para penggugat (para termohon kasasi ) sendiri,

Penetapan Ketua Pengadilan Agama Magetan tanggal 19 Januari
2009 No.505/Pdt.G/ 2006/ PA .Mgt.

Berita ~Acara Melaksanakan Putusan/Eksekusi tanggal 29
Januari 2009 vyang juga ditanda tangani oleh  para
penggugat (pemohon eksekusi).

Sungguh suatu sikap hukum yang memalukan, tidak bertanggung

jawab serta tidak menghormati Ketua Pengadilan Agama

Magetan, Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Magetan kalau

para penggugat membantah kebenaran adanya Kontra Memori

Banding dan Kontra Memori Kasasi yang dibuat dan ditanda

tangani sendiri oleh para penggugat, termasuk Berita Acara

Melaksanakan Putusan/Eksekusi tanggal 29 Januari 2009 yang

juga ditanda tangani oleh para penggugat (selaku pemohon

eksekusi) dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Magetan
tanggal 19 Januari 2009 No.505/ Pdt.G/ 2006/ PA.Mgt.

Oleh karenanya untuk menyegarkan kembali ingatan para

penggugat, pada saatnya nanti para tergugat akan

menunjukkan kebenaran adanya surat- surat tersebut.
Atas hal- hal sebagaimana terurai diatas para tergugat mohon

agar gugatan para penggugat ditolak untuk seluruhnya ;

——————— Menimbang, bahwa sebelum perkara dilanjutkan, Majlis

Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 3 Juni 2009

yang amarnya sebagai berikut

Sebelum memutus pokok perkara

Menolak eksepsi Tergugat tersebut.

Menyatakan Pengadilan Agama Magetan berwenang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan perkara ini

Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan
perkara ini.

Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan
akhir ;
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——————— Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil

gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis

berupa

Fotocopy Putusan Pengadil an Agama  Magetan Nomor
505/Pdt.G/2006/PA .Mgt tanggal 21 Maret 2007.

Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor
118/Pdt.G/2007/PTA.Sby. tanggal 12 Juli 2007.

Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 470 K/Ag/2007
tanggal 24 Maret 2008.

Fotocopy Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor
505/Pdt.G/2006/PA .Mgt tanggal 14 Maret 2007.

Selanjutnya Ketua mencocokkan surat- surat bukti tersebut
dengan aslinya yang ditunjukkan oleh Penggugat , dan ternyata
surat- surat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya serta
bermaterai cukup, lalu oleh Ketua surat- surat bukti tersebut
diberi tanda P.1., P.2, P.3, dan P.4.

------- Menimbang bahwa sehubungan dengan bukti- bukti surat
tersebut, Penggugat menyatakan telah cukup dan membenarkannya
sedang Tergugat tidak memberikan tanggapan ;
——————— Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya,
Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa
Fotocopy Berita Acara Melaksanakan Putusan (Eksekusi) Perkara
Nomor : 505/Pdt.G/2006/PA.Mgt tanggal 29 Januari 2009.
Foto copi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Magetan, nomor:
15/Pdt.G/2008/PN.Mgt, tanggal 15 Januari 2009 ;

Foto copi Kontra Memori Banding perkara nomor :
505/Pdt.G/2006/PA .Mgt, tanggal 31 Mei 2007.

Foto copi Kontra Memori Kasasi perkara nomor:
118/Pdt.G/2007/PTA .Sby, jo. nomor: 505/Pdt.G/2006/PA .Mgt,

tanggal 08 Oktober 2007.
Foto copi Penetapan Eksekusi nomor: 505/Pdt.G/2006/PA.Mgt, tanggal
19 Januari 2009 ;
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Selanjutnya Ketua mencocokkan surat- surat  bukti tersebut
dengan aslinya yang ditunjukkan oleh Tergugat , dan ternyata
surat- surat bukti 1 dan 2 telah sesuai dengan aslinya serta
bermeterai cukup, lalu oleh Ketua surat- surat bukti tersebut
diberi tanda T.1 dan T.2, sedang bukti 3, 4 dan 5 bermaterai
cukup tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua diberi tanda T. 3,
T. 4 dan T. 5 ;

——————— Menimbang bahwa sehubungan dengan bukti- bukti surat
tersebut, Tergugat menyatakan telah cukup dan membenarkannya

sedang Penggugat tidak memberikan tanggapan ;

------- Menimbang, bahwa dalam sidang tanggal 29 Juli 2009
Ketua Majelis Hakim (Drs. Mas' ud) dan Hakim Anggota
(Drs.H.Daroini.,M.Hum) telah mengundurkan diri dari
persidangan perkara ini atas permintaan Tergugat dengan
alasan yang bersangkutan mempunyai kepentingan dengan perkara
yang sedang diperiksa , lalu dengan  Penetapan Ketua
Pengadilan Agama Magetan tanggal 29 Juli 2009 ditunjuk
Majelis Hakim baru dengan susunan Drs.NONO SUKARNO N.,SH,
M.Hum sebagai Ketua Majlis, Drs.MOH SYAFRUDDIN dan NURUL
CHUDAIFAH, S.Ag masing- masing sebagai Hakim Anggota.

——————— Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim yang baru
telah memeriksa ulang perkara ini dengan mengambil alih
seluruh proses persidangan yang telah berlangsung dan
mengkonfirmasikan kepada para pihak apakah ada perubahan atau
tambahan, yang ternyata kedua belah pihak menyatakan telah

cukup.

——————— Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari
dengan seksama putusan sela nomor 219/Pdt.G/2009/PA .Mgt
tanggal 3 Juni 2009, Majelis Hakim sependapat dengan Majelis
Hakim terdahulu yang telah menjatuhkan putusan sela tersebut

dan mengambil alih sepenuhnya sebagai putusan sendiri ;
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——————— Menimbang bahwa akhirnya  Penggugat dan  Tergugat

menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti- buktinya ;

——————— Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah
menyampaikan kesimpulan tanggal 12 Agustus 2009 dan mohon

putusan ;

——————— Menimbang, bahwa untuk mempersingkat wuraian putusan
ini  cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah

tercantum dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

------- Menimbang, bahwa masksud dan tujuan gugatan Penggugat

adalah sebagaimana terurai diatas ;

-------- Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Hakim Mediator
telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan

tetapi tidak berhasil.

——————— Menimbang, bahwa sehubungan dengan pergantian Majlis
Hakim, maka Majelis Hakim yang baru telah memeriksa ulang
perkara ini dengan mengambi | alih seluruh proses
pemeriksaan Majlis Hakim yang terdahulu dan telah
mengkonfirmasikan kepada para pihak apakah ada perubahan atau
tambahan, yang ternyata kedua belah pihak menyatakan telah

cukup. Dengan demikian pemeriksaan ulang telah dianggap cukup

——————— Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari
dengan seksama putusan sela nomor 219/Pdt.G/2009/PA .Mgt
tanggal 3 Juni 2009, Majelis Hakim sependapat dengan Majelis
Hakim terdahulu yang telah menjatuhkan putusan sela tersebut
dan mengambil alih sepenuhnya sebagai putusan sendiri

Dengan demikian penegasan kembali putusan sela sebagai
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putusan sendiri telah dianggap cukup ;

DALAM EKSEPSI

——————— Menimbang, bahwa sebelum mengajukan jawaban atas pokok
perkara Tergugat mengajukan eksepsi mengenai kewenangan dan

eksepsi diluar kewenangan

——————— Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut,

Majlis mempertimbangkan sebagai berikut ;

EKSEPSI MENGENAI KBEWENANGAN :

——————— Menimbang, bahwa  Eksepsi mengenai  kewenangan yang
diajukan oleh Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majlis
Hakim dan telah diputus dengan Putusan Sela tanggal 3 Juni
2009 yang amarnya sebagai berikut

Sebelum memutus pokok perkara

1. Menolak eksepsi Tergugat tersebut.

2. Menyatakan Pengadilan Agama Magetan berwenang memeriksa,

memutus dan menyelesaikan perkara ini
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan
perkara ini.
4. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga

putusan akhir ;

EKSEPSI DILUAR KBNENANGAN ;

——————— Menimbang, bahwa eksepsi Tegugat bahwa gugatan
Penggugat error in persona dan error in obyecto, Majlis
berpendapat bahwa gugatan perkara ini adalah penambahan amar
putusan Nomor : 505/Pdt.G/2006/PA.Mgt. agar dapat dieksekusi.
Perkara ini tidak dapat dipisahkan dengan perkara tersebut
karena yang terlibat dalam eksekusi atas perkara ini adalah
para pihak dalam perkara Nomor 505/Pdt.G/2006/PA.Mgt. dan
obyek sengketa yang di eksekusi dalam perkara ini adalah
obyek sengketa dalam perkara Nomor 505/Pdt.G/2006/PA .Mgt.

tersebut ;

------- Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat kaitan yang
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erat antara perkara Nomor 505/Pdt.G/2006/PA .Mgt. dengan
perkara ini sehingga Tergugat dan obyek sengketa yang telah
ditentukan oleh Penggugat sudah tepat. Oleh karena itu

eksepsi Tergugat tidak beralasan Hukum dan harus ditolak ;

——————— Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat bahwa gugatan
Penggugat prematur Majlis berpendapat, bahwa untuk dapat
mengajukan gugatan panambahan amar putusan perkara agar
dapat dieksekusi sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam
perkara ini, dapat ditempuh dengan dua cara

Diajukan eksekusi terlebih dahulu atas putusan perkara yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap, setelah dieksekusi
ternyata putusan perkara tersebut dinyatakan Non
Eksekutabel, lalu diajukan gugatan penambahan amar agar
dapat di eksekusi.

Sebelum diajukan / dilanjutkan  eksekusi, pihak  yang
berperkara telah mengetahui putusan atas perkara tersebut
tidak mungkin  di eksekusi karena  ditemukan Kketidak
kesempurnaan didalamnya, lalu diajukan gugatan penambahan

amar agar dapat dieksekusi.

——————— Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum acara yang
berlaku tidak diatur dengan jelas mengenai hal ini dan tidak
dilarang untuk mempergunakan salah satu cara sebagaimana
tersebut diatas. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat
bahwa gugatan penambahan amar putusan perkara agar dapat
dieksekusi dapat diajukan kapan saja oleh pihak berperkara,
sepanjang putusan perkara tersebut telah mempunyai kekuatan
hukum tetap. Oleh karena itu eksepsi tergugat tersebut tidak

beralasan hukum dan harus ditolak.

------- Menimbang bahwa hal- hal lain yang diajukan Tergugat
dalam eksepsi telah  memasuki pokok perkara, maka akan

diperiksa dan diputus bersama- sama dengan pokok perkara.

DALAM POKOK PERKARA ;
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-------- Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya
mendal il kan bahwa pada Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor
505/Pdt.G/2006/PA .Mgt tanggal 21 Maret 2007 Jo Putusan

Pengadil an Tinggi Agama Surabaya Nomor
118/Pdt.G/2007/PTA.Sby. tanggal 12 Juli 2007, ditemukan
kekurangan diktum mengenai perintah pongosongan atas obyek
sengketa |ll, perintah pembongkaran terhadap bangunan dapur
diatas tanah sengketa | dan perintah pembongkaran terhadap
dua bangunan rumah diatas tanah sengketa |II, sehingga

menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaanya ( eksekusi ). Oleh
karena itu Penggugat mengajukan gugatan penambahan amar
putusan sebagaimana terurai dalam duduk perkara agar putusan

tersebut dapat di eksekusi;

-------- Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat
mengajukan dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan
Penggugat bukan kewenangan Pengadil an Agama melainkan
merupakan kewenangan Mahkamah Agung ditingkat Peninjauan

Kembali dipertimbangkan sebagai berikut ;

------- Menimbang, bahwa gugatan tersebut adalah mengenai
penambahan amar putusan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan
Agama ( Putusan Pengadil an Agama Magetan Nomor :
505/Pdt.G/2006/PA .Mgt. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya Nomor : 118/Pdt.G/2007/PTA.Sby ) atas perkara yang
menjadi kewenangan Pengadilan Agama, maka Majlis berpendapat
bahwa gugatan penambahan amar putusan tersebut tidak
menyangkut materi putusan tetapi dalam hal agar putusan yang
telah berkekuatan hukum tetap dapat dieksekusi, sedangkan
Peninjauan Kembali dapat diajukan apabila berdasarkan atas
alasan- alasan sesuai ketentuan pasal 67 jo 77 Undang- Undang
Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor
14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

------- Menimbang, bahwa setelah menelaah  Putusan Pengadilan
Agama Magetan  Nomor: 505/Pdt.G/2006/PA.Mgt. jo. Putusan
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Pengadil an Tinggi Agama Surabaya Nomor
118/Pdt.G/2007/PTA.Shy telah ternyata tidak cukup alasan

untuk diajukan Peninjauan Kembali ;

——————— Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut,
maka dalil Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan oleh

karena itu harus ditolak ;

———————— Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan dalil yang
pada pokoknya bahwa pendapat Prof. Dr. M Yahya Harahap SH.
dalam buku Ruang Lingkup Permasalah Eksekusi bidang Perdata
hal 304 - 312, bahwa gugatan baru untuk penambahan amar
putusan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap,
sebatas amar putusan yang Dbersifat deklarator. Menurut
Tergugat putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor
118/Pdt.G/2007/PTA.Sby. tanggal 12 Juli 2007 yang telah
berkekuatan hukum tetap tersebut tidak bersipat deklarator
tetapi bersifat kondemnator, karena itu pendapat tersebut
diatas tidak dapat diterapkan pada gugatan perkara ini.

Menganai hal ini dipertimbangkan sebagai berikut

———————— Menimbang, bahwa penyelenggaraan Peradilan adalah
demi tegaknya hukum dan keadilan (Pasal 1 Undang- Undang Nomor
4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Apabila suatu
putusan tidak dapat dijalankan , maka tujuan tegaknya hukum

dan keadilan tidak dapat dicapai.

--------- Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 49 Undang-
Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang- undang
No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan
Agama bertugas dan berwewenang memeriksa, memutus  dan
menyel esaikan perkara- perkara ditingkat pertama yang menjadi

kewenangannya.

————————— Menimbang, bahwa kewenangan untuk menyelesaiakan

suatu perkara harus dipahami bahwa perkara yang telah diputus
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harus dapat dilaksanakan. Manakala ditemukan suatu putusan
mengalami kendala dalam pelaksanaanya harus ada terobosan

agar putusan tersebut dapat dijalankan denngan semestinya.

-------- Menimbang, bahwa Prof. Dr. M. Yahya Harahap, SH.
dalam buku yang sama edisi Il hal 339 alenia ke 2 berpendapat
“ Agar terhadap putusan perkara Kontentiosa yang bersifat
deklarator dapat melekat kekuatan eksekutorial, pihak yang
berkepentingan mesti mengajukan gugatan baru. Hanya melalui
gugatan baru yang dapat memungkinkan untuk di eksekusi”.Inti
dari pendapat diatas bahwa yang dapat diajukan gugatan baru
adalah putusan perkara kontentiosa yang bersifat diklarator

agar melekat kekuatan eksekutorial.

———————— Menimbang, bahwa dengan demikian putusan perkara
kontentiosa meskipun telah bersifat kondemnator namun belum
sempurna dapat diajukan gugatan baru agar dapat melekat
kekuatan eksekutorial . Oleh karena itu keberatan Tergugat

tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

-------- Menimbang, bahwa selain itu Tergugat juga mengajukan
dalil yang pada pokoknya bahwa putusan Pengadilan Tinggi
Surabaya Nomor 118/Pdt.G/2007/PTA.Sby. tanggal 12 Juli 2007
dalam amarnya menyatakan hanya mengabulkan gugatan para
Penggugat untuk sebagian, oleh karena demikian tidak adanya
pengosongan dan pembongkaran dalam amar tersebut karena
merupakan bagian yang tidak dikabulkan oleh Pengadilan Agama
Magetan dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Hal tersebut
diulang kembali pada jawaban Tergugat dalam pokok perkara
butir dua dan empat. Mengenai hal ini dipertimbangkan sebagai
berikut

--------- Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan
terdahulu bahwa  mengenai pengosongan dan pembongkaran
terdapat dalam petitum Penggugat butir tujuh perkara Nomor

505/Pdt.G/2006/PA .Mgt. dan oleh Pengadilan Agama Magetan dan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak dipertimbangkan, namun
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kemudian karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka
bagian tersebut (pengosongan dan pembongkaran) merupakan
bagian yang tidak diterima. Gugatan yang tidak diterima dapat
diajukan kembali pada lain kesempatan, oleh karena itu dalil

Tergugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

————————— Menimbang, bahwa jawaban Tergugat dalam pokok
perkara butir ke tiga dan lima adalah mengenai pelaksanaan
putusan ( eksekusi). Sedang perkara ini merupakan gugatan
penambahan amar putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap
agar dapat dieksekusi. Apapun hasil dari pelaksanaan putusan
sebagaimana dimaksud oleh Tergugat dalam jawabanya, apakah
ditangguhkan, dinyatakan non eksekutabel atau dicabut kembali
oleh Pemohon eksekusi, sama sekali tidak mempengaruhi gugatan
perkara ini, karena satu sama lain tidak terkait. Oleh karena

itu jawaban Tergugat tersebut harus dikesampingkan.

------- Meninbang, bahwa berkaitan dengan gugatan Penggugat
sebagaimana tersebut diatas Majlis Hakim sependapat dengan
pendapat M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya Ruang Lingkup
Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata edisi Il halaman 339

alenia ke 2 :

“Sehubungan dengan pengajuan gugatan baru yang meminta
eksekusi terhadap suatu putusan perkara kontentiosa yang
bersifat deklarator, Hakim yang memeriksanya perlu
diperingatkan. Setiap Hakim vyang memeriksa gugatan baru
yang berkenaan dengan permintaan eksekusi terhadap putusan
perkara kontentiosa yang bersifat deklarator perlu
memperhahatikan beberapa hal, antara lain

- Hakim tidak diperbolehkan menilai dan memeriksa isi
putusan deklarator.

- Fungsi Hakim dalam pemeriksaan gugatan baru hanya sepanjang
mengenai dapat atau tidaknya putusan deklarator tersebut
di eksekusi, dengan cara meneliti dengan seksama apakan

pernyataan deklarator tadi dapat dikaitkan dengan eksekusi.
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- Jika putusan deklarator melalui gugatan baru benar- benar
dapat dieksekusi semestinya Hakim mengabulkannya dengan
putusan eksekusi terlebih dahulu.

- Esekusinya dapat terus dijalankan, sekalipun pihak

tereksekusi mengajukan Banding atau Verzet”.

———————— Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini
Majelis Hakim tidak memeriksa  materi perkara  Nomor

505/Pdt.G/2006/PA .Mgt Jo. No. 118/Pdt.G/2007/PTA.Sby vyang
telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi hanya memeriksa
relevansi amar putusan perkara tersebut dengan Penambahan

Amar Putusan yang diajukan oleh Penggugat ;

------- Menimbang, bahwa obyek sengketa IIl  yang Dberdiri
diatas obyek sengketa | ternyata dikuasai oleh Tergugat, maka
sebelum obyek sengketa tersebut diserahkan dan selanjutnya
dibagi, segala sesuatu yang ada didalamnya harus dikosongkan
terlebih dahulu, dengan demikian perlu ditambahkan dictum

sebagaimana petitum Penggugat pada poin 5. 1 ;

------- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di
atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat relevansi
antara putusan perkara Nomor : 505/Pdt.G/2006/PA.Mgt Jo. No.
118/Pdt.G/2007/PTA.Sby dengan tambahan dictum yang dimohonkan
Penggugat, oleh karena itu tuntutan Penggugat poin 5.1 harus
dikabulkan ;

——————— Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat poin 5.2
tentang pembongkaran dan peyerahan kepada Penggugat untuk
dibagi kepada yang berhak berupa dapur yang berdiri diatas
obyek sengketa | sebagaimana dalam berita acara penyitan
halaman 4 poin ¢ Nomor: 505/Pdt.G/2006/PA.Mgt, tanggal 14
Maret 2007 dipertimbangkan sebagai berikut ;

------ Menimbang, bahwa dapur sebagaimana dimaksud Penggugat

diatas ternyata telah terbukti sebagai harta warisan yang
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harus jatuh kepada ahli waris sebagaimana termuat dalam bukti
P.1 (berupa Putusan Pengadil an Agama  Magetan Nomor
505/Pdt.G/2006/PA .Mgt. halaman 41 alinea pertama ), dan P.2 (
berupa Putusan Pengadilan  Tinggi Agama Surabaya  Nomor:
118/Pdt.G/2007/PA Sby. Halaman 6 alinea 2 ). Adapun maksud
diperintahkannya pengangkatan sita terhadap dapur sebagaimana
tercantum dalam berita acara penyitaan halaman 4 poin ¢
adalah karena  dapur tersebut tidak termuat dalam penetapan
sita, akan tetapi dalam pelaksanaan sita telah ternyata Juru
Sita meletakan sita atas dapur terebut, sehigga peaksanaan
sita telah melebihi penetapan sita. Oleh karena itu tuntutan
Penggugat dalam hal pembongkaran dapur diatas obyek sengketa
| sebagaimana tuntutan Penggugat poin 5.2 diatas tidak

relevan dan harus dikesampingkan ;

------- Menimbang, bahwa diatas obyek sengketa Il terdapat
bangunan rumah dan bangunan lainnya milik Tergugat, maka
sebelum obyek sengketa tersebut diserahkan dan selanjutnya
dibagi, segala  sesuatu yang ada diatasnya yang bukan
merupakan obyek sengketa harus dibongkar dan dikosongkan dari
obyek sengketa terlebih dahulu, dengan  demikian perlu

ditambahkan dictum sebagaimana petitum Penggugat pada poin 5.

——————— Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di
atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat relevansi
antara putusan perkara Nomor : 505/Pdt.G/2006/PA.Mgt Jo. No.
118/Pdt.G/2007/PTA.Sby dengan tambahan dictum yang dimohonkan
Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat poin 5.3 harus
dikabulkan ;

——————— Menimbang, bahwa gugatan penambahan amar putusan
perkara ini adalah gugatan terhadap putusan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap, agar hak-hak para Penggugat
terjamin kelancarannya dengan merujuk pasal 180 HIR Penggugat

mohon kepada Majelis Hakim perkara ini berkenan melaksanakan
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putusan beserta penambahannya tersebut dapat dilaksanakan
lebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, atau

kasasi

------- Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabanya pada pokoknya
mendalilkan bahwa disamping putusan Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya Nomor 118/Pdt.G/2007/PTA.Sby. tanggal 12 Juli 2007
ternyata ada putusan lain vyaitu Putusan Pengadilan Negeri
Magetan Nomor 15/Pdt.G/2008/PN.Mgt. tanggal 27 Januari 2009
(butkti  T.2.), maka merujuk pendapat ahli hukum M. Yahya
Harahap dalam buku Ruang Lingkup Permasalahan Eksukusi Bidang
Perdata halama 312 yang pada pokoknya bahwa tuntutan putusan
serta merta dapat dikabulkan apabila tidak ada putusan lain
yang berlawanan, maka sudah  seharusnya  tuntutan para
Penggugat atas putusan serta merta harus ditolak. Mengenai

hal ini dipertimbangkan sebagai berikut

———————— Menimbang, bahwa dalam buku yang sama edisi I
halaman 357 s/d 361 bahwa salah satu alasan hukum dan fakta
yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan eksekusi tidak
dapat dijalankan atau non eksekutabel adalah adanya dua
putusan yang berbeda. Yang dimaksud putusan disitu adalah
putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya
pelaksanaan putusan akan terpengaruh bila ada putusan lain
mengenai subyek dan obyek yang sama namun putusanya berbeda

(berlawanan).

———————— Membang, bahwa dalam perkara ini ternyata putusan
Pengadil an Tinggi Surabaya Nomor 118/Pdt.G/2007/PTA.Sby.
(bukti P.2.) telah berkekuatan hukum tetap, sedang putusan
Pengadilan Negeri Magetan Nomor 15/Pdt.G/2008/PN.Mgt. (bukti
T.2.) belum berkekuatan hukum tetap, sehingga putusan
Pengadilan Negeri Magetan tersebut tidak berpengaruh apapun
sekiranya perkara ini diputus dan putusan perkara ini

dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu, karena putusan
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perkara ini berdasarkasn pada putusan yang telah berkekuatan

hukum tetap.

——————— Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim
sependapat dengan M Yahya Harahap dalam bukunya Ruang Lingkup
Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata edisi |l halaman 262 dan
263, bahwa mengenai gugatan yang didasarkan atas putusan
Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, menurut
pasal 1917 jo. Pasal 1918 KUH Perdata pada dirinya mutlak
melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat,
dan menentukan , sepanjang itu semata- mata ditujukan kepada
subyek yang disebut dalam putusan atau terhadap orang ketiga
yang menguasai obyek vyang disebut dalam putusan itu atau
dengan kata lain, suatu  putusan Pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap mutlak sempurna, mengikat,
dan menentukan kepada kedua pihak dan kepada pihak ketiga
yang menguasai benda yang disebut dalam perkara tanpa alasan
hukum yang sah. Oleh karena itu, Hakim dapat mengabulkan
putusan eksekusi terlebih dahulu. Karena putusan tersebut
mutlak sempurna, mengikat dan menentukan sesuai dengan pasal
1917 jo pasal 1918 KUH Perdata, Dalam kasus yang seperti ini,
malah dianggap tidak pantas jika tidak dijatuhkan putusan
eksekusi terlebih dahulu. Hakim yang menolak putusan eksekusi
terlebih dahulu terhadap gugatan yang seperti itu, dianggap
bertentangan dengan kepatutan dan rasa keadilan, karena
penolakan tersebut memper | ambat proses penguasaan dan
penikmatan atas barang yang sudah dinyatakan miliknya
sendiri. Dengan demikian dalil Tergugat tidak beralasan hukum

dan oleh karena itu harus ditolak;

------- Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada

pokoknya mendalilkan bahwa tuntutan putusan serta merta dalam

perkara Nomor 505/Pdt.G/2006/PA .Mgt. jo
118/Pdt.G/2007/PTA.Shy. sudah pernah diajukan oleh para
Penggugat dan tidak dikabulkan. Putusan serta merta

sebagaimana dimaksud dalam pasal 180 HIR hanya dapat
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diterapkan dalam perkara sengketa kepemilikan yang amar
putusannya menghukum pihak Tergugat untuk menyerahkan obyek
sengketa. Padahal dalam perkara ini tidak ada sengketa
kepemilikan antara para Penggugat dengan para Tergugat, juga
tidak ada petitum gugatan yang menghukum para Tergugat untuk

menyerahkan suatu barang kepada para Penggugat.

———————— Menimbang, bahwa tidak dikabulkannya tuntutan serta
merta dalam perkara Nomor 505/Pdt.G/2006/PA .Mgt. jo
118/Pdt.G/2007/PTA.Sby. adal ah dalam arti tidak dapat
diterima (bukti P.1. dan P.2.). Oleh kerena itu tuntutan

tersebut dapat diajukan lagi setiap saat dikehendaki .

-------- Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 180 HIR,
dapat diperintahkan supaya putusan dijalankan Ilebih dahulu
walaupun ada perlawanan atau banding jika ada hukuman yang
lebih dahulu dengan suatu putusan vyang telah  mempunyai
kekuatan tetap, lagi pula dalam perselisihan tentang hak

milik.

-------- Menimbang, bahwa hal serupa juga diatur dalam
keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/1V/2006 pada
lampiran halaman 105 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor
3 tahun 2000, namun mengenai sengketa bezit dan dalam
Keputusan Mahkaman Agung RI ditambahkan bukan sengketa hak

milik.

——————— Menimbang, bahwa putusan perkara ini didasarkan atas
perkara Nomor 505/Pdt.G/2006/PA .Mgt. jo
118/Pdt.G/2007/PTA.Sby. vyang telah berkekuatan hukum tetap.
Meskipun pada mulanya perkara tersebut mengenai sengketa hak
milik, yakni Penggugat mendalilkan bahwa barang sengketa
adalah barang warisan sedang Tergugat mendalilkan bahwa
barang sengketa adalah hak milik Tergugat berdasarkan jual
beli (bukti T.1 dan .T.2), namun setelah perkara tersebut

diputus dan telah berkekuatan hukum tetap tidak ada lagi
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sengketa hak milik dalam perkara tersebut. Dengan demikian
dalil Tergugat tidak beralasan hukum dan oleh karena itu

harus ditolak;

———————— Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut
diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil- dalil
Penggugat mengenai tuntutan serta merta telah beralasan hukum

dan harus dikabulkan.

——————— Menimbang, bahwa hal- hal yang belum dipertimbangkan
dalam putusan ini, dipandang tidak relevan. Oleh karena itu

harus dikesampingkan ;

------- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat 1 HIR,
maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada

pihak yang kalah ;

——————— Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dikabulkan,
dengan demikian pihak Tergugat sebagai pihak yang kalah, oleh

kerena itu biaya perkara harus dibebankan kepada Tergugat.

——————— Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan

perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

-  Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Mengabulkan gugatan Para Penggugat ;

Menambahkan dictum Putusan Perkara Perdata nomor:
505/Pdt.G/2006/PA .Mgt tanggal 21 Maret 2007 junto Putusan
Pengadil an Tinggi Agama Surabaya Nomor;
118/Pdt.G/2007/PTA.Sby  tanggal 12 Juli 2007  sebagai
berikut
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Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak

dari padanya untuk mengosongkan obyek sengketa 111 dan
menyerahkan obyek sengketa |11l kepada Para Penggugat dan
selanjutnya membagi kepada yang berhak menerima

sebagaimana tersebut dalam dictum point 4 (empat) dan 5
(lima), dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi
secara riel/natural, obyek sengketa Il tersebut dijual
lelang di depan umum dan hasil penjualannya di serahkan
kepada Para Penggugat dan selanjutnya membagi kepada
yang berhak menerima sebagaimana tersebut dalam dictum
point 4 (empat) dan 5 (lima) ;

Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak
dari padanya untuk membongkar dua bangunan rumah dan
bangunan lainnya yang berdiri di atas Obyek Sengketa Il
dan menyerahkan Obyek Sengketa Il dalam keadaan kosong
kepada Para Penggugat dan selanjutnya membagi kepada
yang berhak menerima sebagaimana tersebut dalam dictum
point 4 (empat) dan 5 (lima) ;

Sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut

DALAM KONPENSI

Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan
atas Obyek Sengketa 1, Il dan IIl kecuali pada Berita
Acara Penyitaan Jaminan Nomor 505/Pdt.G/2006/PA .Mgt
tanggall14 Maret 2007 halaman 4 (empat) point C ;

Memerintahkan kepada Jurusita, untuk mengangkat penyitaan
pada Berita Acara Penyitaan Jaminan halaman 4 (empat)
point C tersebut ;

Menyatakan menurut hukum bahwa dan adalah sebagai ahli
waris;

Menyatakan menurut  hukum TERGUGAT |  berhak menerima
wasiat wajibah dari;

Menyatakan menurut hukum bahwa:
Sebidang tanah darat di Desa Kiringan Kecamatan Takeran

Kabupaten Magetan vyang terdaftar dalam Buku C Desa
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no.135 persil 8la D1 luas kurang Ilebih 0,038 da
atau kurang lebih 380 n® dengan batas- batas sebagai
berikut:

Sebelah selatan : Jalan desa beraspal ;

Sebelah utara : Tanah alm.

Sebelah barat : Tanah (sekarang

dikuasai Tergugat 1 dan 111) ;

Sebelah timur : Tanah;
b. Sebidang tanah darat di Desa Kiringan Kecamatan
Takeran Kabupaien Magetan yang terdaftar dalarn

buku C Desa no. 135 persil 81 a DI luas kurang lebih
0,056 Da atau kurang lebih 560 n? dengan batas- batas

sebagai berikut

Sebelah selatan : Jalan;

Sebelah barat : Tanah;

Sebelah utara : MAT,;

Sebelah timur : Tanah (obyek sengketa 1) ;

C. Bangunan rumah limasan yang terdiri dari dua wuwungan

dan dapur ukuran 17.30 m x 18.15 m yang berdiri

diatas tanah obyek sengketa | terdiri dari dinding
tembok , atap genting, kerangka kayu jati lantai
keramik.

Adalah harta peninggalan alm.;

7. Menetapkan menurut hukum bagian masing- masing yang

berhak mendapatkan bagian dari peninggalan, sebagai
berikut ;
a. TERGUGAT | (Tergugat |) mendapatkan 1/3 harta

peninggalan atau sama dengan 5/15 bagiandari seluruh
harta peninggalan ;

b (Penggugat 1) mendapatk an 215 x 2/3 harta
peninggal an atau sama dengan 4/15 bagian-: dari
seluruh harta peninggalan.

c. (Penggugat 11) mendapatkan 2/5 x 2/3 harta
peninggalan atau sama dengan 4/15 bagian dari seluruh
harta peninggalan.

d. (penggugat 111) mendapatkan 1/5 x 2/3 harta
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peninggalan atau sama dengan 2/15 bagian dari seluruh

harta peninggalan.

8. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh
hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa
secara baik atas obyek sengketa I, Il dan [IIl untuk

dibagi kepada yang berhak menerima sebagaimana tersebut
dalam dictum point 4 (empat) dan 5 (lima).

9. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh
hak dari padanya untuk mengosongkan Obyek Sengketa II1I
dan  menyerahkan Obyek  Sengketa 1 kepada ‘'Para
Penggugat dan selanjutnya membagi kepada yang berhak
menerima sebagaimana tersebut dalarn dictum point 4
(empat) dan 5 (lima), dengan ketentuan apabila tidak
dapat dibagi secara riel/natural, obyek sengketa [III
tersebut dijual lelang di depan umum dan hasil
penjualannya di serahkan kepada Para Penggugat dan
selanjutnya membagi kepada yang berhak menerima
sebagaimana tersebut dalam dictum point 4 (empat) dan 5
(lima).

Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak
dari padanya untuk membongkar dua bangunan rumah dan
bangunan lainnya yang berdiri diatas obyek sengketa 1|
dan menyerahkan obyek sengketa Il dalam keadaan kosong
kepada Para Penggugat dan selanjutnya membagi kepada
yang berhak menerima sebagaimana tersebut dalam dictum
point 4 (empat) dan 5 (lima).

Menyatakan gugatan Para Penggugat selebihnya tidak dapat
diterima.

Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan
lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada
upaya hukum verset, banding dan kasasi.

13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang
timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.016.000,- . ( satu
juta enam belas ribu rupiah );

------- Demikian dijatuhkan Putusan ini pada hari
<HARI_PUTUS> Rabu tanggal 2  September 2009 Masehi,
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bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1430 Hijriyah, oleh
kami <KETUA_MAJEL | S> sebagai Hakim Ketua Majelis,
<Anggota_I|> dan <Anggota_ll> masing- masing sebagai Hakim
Anggota, Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim

Anggota tersebut dan

Panitera Pengganti, dan

hadirnya Tergugat ;

HAKIM  ANGGOTA
ttd

Drs. SYAFRUDDIN

HAKIM ANGGOTA
ttd

<Anggota_Il1>

dibantu oleh SITI
dihadiri

MARFU’AH.,
oleh Penggugat

SH sebagai

pula diluar

HAKIM KETUA
ttd

Drs. NONO SUKARNO N, SH, M.,

Hum

PANITERA PENGGANTI

SITI

DAFTAR PERINCIAN BIAYA PERKARA

MARFU’AH.,

ttd

SH

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
PANITERA
PENGADILAN AGAMA MAGETAN

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan Rp. 225.000,
Penggugat -
3. Biaya Panggilan Rp. 750.000,
Tergugat -
4. Redaksi Rp. 5.000, -
5. Materai Rp. 6.000, -
Jumlah  1.016.00 ISRO’ JAUHARI, S.Ag
Rp. 0,-
_arn_
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1. Biaya Salinan @ lembar Rp  10.500,
Rp.300, - . -

2. Biaya Leges Rp 3.000,-
3. Materai Rp 6.000,-
Jumlah Rp  19.500,
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PENETAPAN
Nomor 0449/Pdt.G/2015/PA.Mtp

2N
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang menerima, memeriksa dan
mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan
Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Penambahan Amar Kondemnatoir yang diajukan antara:

ANANG ARIANSYAH bin ANANG ARDIANSYAH, tempat tinggal di
Jalan Kenanga, Komplek Griya Sekumpul, Blok |, No. 23
RT.001 RW.001, Desa Indrasari, Kecamatan Martapura
Kota, Kabupaten Banjar, bertindak untuk diri sendiri
sekaligus Kuasa dari para ahli waris berdasarkan Surat
Kuasa tanggal 25 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai
"Penggugat 1",

RADIAH binti JAHRI, tempat tinggal di Gang Rahmat, RT.02/l,
Kelurahan Lok Tabat, Kecamatan Banjarbaru, Kabupaten
Banjar, sekarang RADIAH binti JAHRI telah meninggal dunia
pada hari Jum’at tanggal 11 Juli 2000, pada usia 75 tahun,
dengan Surat Kematian Nomor 474.3/09/BB/2011,

selanjutnya disebut sebagai "Penggugat 11",

RADIANA binti ANANG ARDIANSYAH, tempat tinggal di Gang Sayid
Idrus, RT.05, Kelurahan Bulan, Kecamatan Barabai Utara,

Kabupaten Hulu Sungai Utara, sekarang RADIANA binti
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ANANG ARDIANSYAH telah meninggal dunia pada hari
Sabtu tanggal 19 Mei 2012, pada usia 65 tahun, dengan
Surat Kematian Nomor 474.3/13/BB/2015, selanjutnya
disebut sebagai "Penggugat IlI",

melawan:

SALIMAH binti SABRAN (SABERAN), tempat tinggal di Kampung
Karang Anyar, RT.20/VIIl, Kelurahan Lok Tabat, Kecamatan
Banjarbaru, Kabupaten Banjar,selanjutnya disebut sebagai
"Tergugat I";

JAINAH binti BAKRI, tempat tinggal di Kampung Karang Anyar, RT.20/
VIIl, Kelurahan Lok Tabat, Kecamatan Banjarbaru,
Kabupaten Banjar,selanjutnya disebut sebagai "Tergugat II";

AMINAH BINTI SABRAN (SABERAN), tempat tinggal di Kampung
Karang Anyar, RT.20/VIIl, Kelurahan Lok Tabat, Kecamatan
Banjarbaru, Kabupaten Banjar,selanjutnya disebut sebagai
"Tergugat Ill";

SUNARMI binti SLAMET, tempat tinggal di Kampung Karang Anyar,
RT.20/VIll, Kelurahan Lok Tabat, Kecamatan Banjarbaru,
Kabupaten Banjar,selanjutnya disebut sebagai "Tergugat IV";

WARNI binti SULAIMAN, tempat tinggal di Kampung Karang Anyar,
RT.20/VIll, Kelurahan Lok Tabat, Kecamatan Banjarbaru,
Kabupaten Banjar,selanjutnya disebut sebagai "Tergugat V";

Ir. KARTOLO, tempat tinggal di Kampung Karang Anyar, RT.20/VIII,
Kelurahan Lok Tabat, Kecamatan Banjarbaru, Kabupaten
Banjar,selanjutnya disebut sebagai "Tergugat VI";

ZULKARNAIN bin ABD. RAHMAN, tempat tinggal di Komplek Balitan,

No. 10, Kelurahan Lok Tabat, Kecamatan Banjarbaru,
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Kabupaten Banjar,selanjutnya disebut sebagai "Tergugat
VI,

Selanjutnya disebut sebagai “Para Tergugat”;

WAHIDAH RIWAYANI, tempat tinggal di JI. Sasaran, RT.01/lll,
Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten

Banjar,selanjutnya disebut sebagai "Turut Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya dalam persidangan;
TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dan dicatat
dalam register perkara Nomor : 0449/Pdt.G/2015/PA.Mtp tanggal 22 Juni
2015, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Il (Penggugat Asli) RADIAH binti JAHRI adalah ibu
kandung dari Penggugat | dan Penggugat Il yang menikah dengan alm.
ANANG ARDIANSYAH, dan sekarang Penggugat Il (RADIAH binti
JAHRI) telah meninggal dunia pada hari Jum’at, tanggal 11 Juli 2000,
pada usia 75 tahun, dengan Surat Kematian Nomor 474.3/09/BB/2011,
dan kedua orangtua RADIAH binti JAHRI (Penggugat Il) telah meninggal
dunia terlebih dahulu;

2. Bahwa Penggugat Il (Penggugat Asli) RADIANA binti ANANG
ARDIANSYAH adalah anak perempuan kandung dari alm. ANANG
ARDIANSYAH yang menikah dengan Penggugat Il (Penggugat Asli)
RADIANA binti JAHRI. Dan sekarang Penggugat Il (RADIANA binti
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ANANG ARDIANSYAH) telah meninggal dunia hari Sabtu, tanggal 19
Mei 2012, pada usia 65 tahun, dengan Surat Kematian Nomor 474.3/13/
BB/2015, dan suami RADIANA binti ANANG ARDIANSYAH (Penggugat
[l) telah meninggal dunia terlebih dahulu;

3. Bahwa Penggugat lll memiliki anak kandung/ahli waris yang bernama
ANTUNG NORWIGIA dan PARTINA yang keduanya bertempat tinggal di
Jl. P. Antasari, RT.007/003, Desa Barabai Utara, Kecamatan Barabai;

4. Bahwa pada tahun 1933, RADIAH binti JAHRI telah menikah dengan
alm. ANANG ARDIANSYAH, dengan wali nikah JAHRI (ayah kandung
RADIAH), dan yang menikahkan serta bertindak sebagai penghulu
adalah H. BAHKTIAR, dengan mahar Rp.5,- (lima rupiah), serta
disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang adil, masing-masing bernama
SALMAN USU dan SUHASAN;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut RADIAH binti JAHRI dan alm. ANANG
ARDIANSYAH telah memperoleh anak 3 (tiga) orang, yang bernama
RADIANA binti ANANG ARDIANSYAH, ANANG SYAHRIANSYAH bin
ANANG ARDIANSYAH (telah meninggal dunia saat berusia 3 bulan),
dan ANANG ARIANSYAH bin ANANG ARDIANSYAH;

6. Bahwa pada tahun 1973, alm. ANANG ARDIANSYAH menikah lagi
(poligami) dengan Hj. INUR (NURSIAH binti PAHLAN), seorang janda
yang telah memiliki seorang anak yang bernama JAINAH binti BAKRI,
akan tetapi dari perkawinan tersebut alm. ANANG ARDIANSYAH dan H;.
INUR (NURSIAH binti PAHLAN) tidak memperoleh keturunan;

7. Bahwa dalam perkawinannya dengan RADIAH binti JAHRI (isteri
pertama) dan Hj. INUR (NURSIAH binti PAHLAN) (isteri kedua) tersebut,
alm. ANANG ARDIANSYAH telah memperoleh harta bersama berupa

tanah seluas + 9.019 m2, dan bangunan rumah di atasnya berukuran

10x12 m, yang terletak di Jalan Karang Anyar, lingkungan RT.20,
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RW.VIIl, Kelurahan Loktabat, Kecamatan Banjarbaru, Kabupaten

Banjarmasin dengan batas-batas:

e Sebelah Utara : Jalan Karang Anyar £ 65 m?;
e Sebelah Timur : Tanah milik Rahmat + 138 m?;
e Sebelah Selatan : Tanah Perumahan PT. Dalem Sakti

(Balitan 1V, lebar + 62,5 m?);
e Sebelah Barat : Tanah Jamain/lIr. Maryono, panjang *
104 m2dan 47 m?;

e Dan 1 (satu) buah rumah, berdinding tembok beratap seng,
ukuran 10 x 12 m? yang berdiri di atas tanah tersebut;

8. Bahwa selama perkawinannya, alm. ANANG ARDIANSYAH dengan
RADIAH binti JAHRI (isteri pertama) dan Hj. INUR (NURSIAH binti
PAHLAN) (isteri kedua) hidup rukun dan tinggal dalam 1 (satu) rumah di
Kampung Karang Anyar, RT.20/VIIl, Kelurahan Lok Tabat, serta tidak
pernah bercerai sampai alm. ANANG ARDIANSYAH meninggal dunia;

9. Bahwa pada bulan Oktober 1988, alm. ANANG ARDIANSYAH
meninggal dunia dan tetap beragama Islam, dan meninggalkan ahli waris
yang semuanya beragama Islam, yaitu:

1) RADIAH binti JAHRI (isteri pertama);

2) Hj. INUR (NURSIAH binti PAHLAN) (isteri kedua);

3) ANANG ARIANSYAH bin ANANG ARDIANSYAH (anak laki-laki);
4) RADIANA binti ANANG ARDIANSYAH (anak perempuan);
Ahli waris lain selain yang tersebut diatas tidak ada lagi;

10. Bahwa upaya membagi harta peninggalan tersebut secara damai dan
kekeluargaan telah dilakukan oleh RADIAH binti JAHRI beserta anak-
anaknya yang sekarang sebagai Penggugat terhadap ahli waris alm.

ANANG ARDIANSYAH vyang lain yaitu Hj. INUR (NURSIAH binti
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PAHLAN), akan tetapi tidak berhasil sampai sekarang, hal ini
disebabkan:

1) SALIMAH binti SABERAN, vyang berhubungan sebagai
kemenakan dari Hj. INUR (NURSIAH binti PAHLAN) mengaku
telah dinikahi oleh alm. ANANG ARDIANSYAH sebagai isteri
ketiga, dan telah memiliki 1 (satu) orang anak yaitu WAHIDAH
RIWAYANI;

2) Bahwa SALIMAH binti SABERAN dan WAHIDAH RIWAYANI
saat ini masih bertahan dan bertempat tinggal di rumah keluarga
alm. ANANG ARDIANSYAH dan hal tersebut berjalan sampai
sekarang, sekaligus menguasai sebagian harta (obyek sengketa)
tersebut dengan dalil sebagai isteri ketiga dari pewaris alm.
ANANG ARDIANSYAH;

3) Bahwa SALIMAH binti SABERAN sampai sekarang tetap
menguasai sebuah rumah dan sebagian tanah obyek sengketa
tersebut dengan dalil bahwa alm. ANANG ARDIANSYAH telah
menghibahkan tanah dan rumah tersebut kepadanya;

4) Bahwa Hj. INUR (NURSIAH binti PAHLAN) saat ini telah pula
menguasai sebagian tanah obyek sengketa tersebut dengan dalil
telah menerima hibah dari alm. ANANG ARDIANSYAH;

11. Bahwa karena upaya secara kekeluargaan tidak pernah berhasil,
akhirnya pada tahun 1996, Para Penggugat telah mengajukan gugatan
waris ke Pengadilan Agama Martapura terhadap Para Tergugat dan
Turut Tergugat atas objek sengketa tersebut dengan register perkara
Nomor 121/Pdt.G/1996/PA.Mtp;

12. Bahwa gugatan waris tersebut TELAH DIKABULKAN oleh Pengadilan
Agama Martapura dengan putusannya Nomor 121/Pdt.G/1996/PA.Mtp
tanggal 26 Desember 1996 M bertepatan dengan tanggal 15 Sya’ban
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1417 H, dengan amar putusan yang selengkapnya dalam pokok perkara
sebagai berikut:
Dalam Eksepsi.
Menyatakan eksepsi dari Tergugat VI tidak dapat diterima;
Dalam Pokok Perkara.
1) Mengabulkan sah perkawinan RADIAH binti JAHRI dengan
almarhum ANANG ARDIANSYAH yang dilakukan pada tahun
1933 dan tidak pernah bercerai sampai ANANG ARDIANSYAH
meninggal dunia;
2) Menyatakan harta berupa tanah seluas + 9.019 m? dan
bangunan rumah di atasnya berukuran 10x12 m, yang terletak di
Jalan Karang Anyar, lingkungan RT.20, RW.VIII, Kelurahan
Loktabat, Kecamatan Banjarbaru, Kabupaten Banjar dengan

batas-batas:

e Sebelah Utara : Jalan Karang Anyar + 65 m?;
e Sebelah Timur : Tanah milik Rahmat + 138 m?;
e Sebelah Selatan : Tanah Perumahan PT. Dalem Sakti

(Balitan IV, lebar + 62,5 m);
e Sebelah Barat : Tanah Jamain/Ir. Maryono, panjang *
104 mdan 47 m;

e Dan 1 (satu) buah rumah, berdinding tembok beratap seng,
ukuran 10 x 12 myang berdiri di atas tanah tersebut, adalah harta
bersama antara ANANG ARDIANSYAH dengan RADIAH binti
JAHRI (Penggugat) dan H. NURSIAH binti PAHLAN;

4) Menetapkan harta tersebut sah dibagi sebagai berikut,

4.1. 1 (satu) bagian tanah di sebelah timur/kanan ukuran 21,5

m, panjang ukuran 138 m untuk Hj. NURSIAH;
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4.2. 1 (satu) bagian tanah ditengah ukuran lebar 20 m, panjang
ukuran lebih 138 m, berikut 1 (satu) buah rumah
permanen, dinding tembok, atap seng ukuran 10 x 12
meter yang berdiri di atas tanah tersbut untuk RADIAH
binti JAHRI (Penggugat);

4.3. 1 (satu) bagian tanah sebelah barat/kiri ukuran panjang
kanan 138 m, kiri 104 m dan 47 m serta lebar muka 23,5
m dan lebar belakang 21 m untuk SALIMAH (Tergugat I);

5) Menetapkan ahli waris ANANG ARDIANSYAH sebagai berikut,

e RADIAH binti JAHRI (isteri);

e Hj. INUR (NURSIAH binti PAHLAN) (isteri);

e ANANG ARIANSYAH bin ANANG ARDIANSYAH (anak laki-laki);

e RADIANA binti ANANG ARDIANSYAH (anak perempuan);

6) Menyatakan perkawinan ANANG ARDIANSYAH dan SALIMAH
binti SABRAN (SABERAN) tidak sah menurut hukum;

7) Menyatakan batal hibah almarhum ANANG ARDIANSYAH
kepada SALIMAH binti SABERAN (Tergugat ) atas tanah dan
rumah bagian RADIAH binti JAHRI tersebut diatas (dictum 4.2);

8) Menghukum Tergugat | untuk menyerahkan tanah dan rumah
tersebut dalam dictum angka 4.2. diatas, kepada Penggugat
dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun juga; kecuali
tanah yang dikuasai Tergugat VI ukuran 20 x 39 meter, dapat
diganti dan diperhitungkan dengan bagian SALIMAH tersebut
diatas (dictum 4.3 di atas);

9) Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat I, IV, V, VI
dan VII tidak dapat diterima;

10) Menyatakan gugatan Penggugat ditolak selebihnya;
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11) Menghukum Tergugat |, Tergugat Il dan Penggugat untuk
membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.
169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah), secara
bersama-sama;

13. Bahwa, atas putusan Pengadilan Agama Martapura tersebut diatas
Tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
dengan register perkara Nomor 09/Pdt.G/1997/PTA. Bjm tanggal 21 Mei
1997 M bertepatan tanggal 14 Muharram 1418 H, dengan amar putusan
yang selengkapnya dalam pokok perkara sebagai berikut:

e Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat

diterima;

e Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Martapura tanggal 26

Desember 1996 M, bertepatan dengan tanggal 15 Sya’ban 1417
H, perkara Nomor 121/Pdt.G/1996/PA. Mtp, dengan perbaikan
amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
Dalam Eksepsi,
e Menyatakan eksepsi dari Tergugat VI tidak dapat diterima;
Dalam Pokok Perkara,

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagaian;

2. Menyatakan sah perkawinan Radiah binti Jahri dengan Anang
Ardiansyah yang dilangsungkan pada tahun 1933 dan tidak
pernah bercerai sampai Anang Ardiansyah meninggal dunia;

3. Menyatakan harta berupa tanah seluas + 9.019 m2, dan
bangunan rumah di atasnya berukuran 10 x 20 m, yang terletak
di Jalan Karang Anyar, lingkungan RT.20, RW.VIII, Kelurahan
Loktabat, Kecamatan Banjarbaru, Kabupaten Banjarbaru dengan
batas-batas:

* Sebelah Utara : Jalan Karang Anyar + 65 m?;
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e Sebelah Timur : Tanah milik Rahmat + 138 m2;

e Sebelah Selatan : Tanah Perumahan PT. Dalem Sakti
(Balitan 1V, lebar + 62,5 m);
e Sebelah Barat : Tanah Jamain/Ir. Maryono, + panjang
104 mdan 47 m;
Dan 1 (satu) buah rumah permanen, berdinding tembok, beratap
seng, ukuran 10 x 12 meter yang berdiri di atas tanah tersebut,
adalah harta peninggalan dari ANANG ARDIANSYAH yang
harus dibagi kepada ahli warisnya;
4. Menetapkan harta tersebut sah dibagi sebagai berikut:
4.1. 1 (satu) bagian tanah di sebelah timur/kanan ukuran lebar
21,5 m, panjang ukuran 138 m untuk Hj. Nursiah;
4.2. 1 (satu) bagian tanah ditengah ukuran lebar 20 m, panjang
ukuran lebih 138 m, untuk Salimah binti Sabran;
4.3. 1 (satu) bagian tanah sebelah barat/kiri ukuran panjang
kanan 138 m, kiri 104 m dan 47 m serta lebar muka 23,5
m dan lebar belakang 21 m untuk Radiah serta anak-
anaknya;
5. Menetapkan ahli waris Anang Ardiansyah sebagai berikut,
e Radiah binti Jahri;
e Hj. Nursiah binti Pahlan; dan
e Anang Ariansyah (anak laki-laki);
e Radiana binti Anang Ardiansyah (anak perempuan);
6. Menyatakan perkawinan Anang Ardiansyah dan Salimah binti
Sabran tidak sah menurut hukum;
7. Menyatakan batal hibah alm. Anang Ardiansyah kepada Salimah

binti Saberan (Tergugat |) atas tanah dan rumah sesuai dengan
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fatwa hibah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Martapura
tanggal 18 Pebruari 1989 Nomor 35 Tahun 1988;

8. Menghukum Tergugat | untuk menyerahkan tanah tersebut
dalam dictum angka 4.3. di atas, kepada Penggugat dalam
keadaan kosong dan tanpa beban apapun juga; kecuali tanah
yang dikuasai Tergugat Ill ukuran 10 x 15 m yang dapat diganti
dan dengan bagian Salimah tersebut serta diperhitungkan
dengan uang kontan sesuai dengan harga pasaran yang berlaku;

9. Menyatakan, dan 1 (satu) buah perumahan, berdinding tembok
beratap seng ukuran 10 x 12 m yang berdiri diatas tanah milik
Salimah binti Sabran adalah milik bersama antara Radiah binti
jahri, Hj. Nursiah binti Pahlan dan Salimah binti Sabran;

10. Menghukum Tergugat | untuk membagi rumah milik bersama
tersebut dlam dictum 9, sepertiga untuk Radiah binti Jahri,
sepertiga untuk Hj. Nursiah binti Pahlan sedangkan sisanya
sepertiga untuk Tergugat sendiri. Bagi yang ingin memiliki rumah
bersama tersebut secara utuh dapat memberikan ganti rugi
kepada yang lainnya sesuai dengan kesepakatan bersama;

11. Menyatakan gugatan Penggugat IV, V, VI dan VIl tidak dapat
diterima;

12. Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya;

13. Menghukum Tergugat |, Tergugat Il dan Penggugat untuk
membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga
kini diperhitungkan sebesar Rp. 169.000,00 (seratus enam puluh
sembilan ribu rupiah), secara bersama-sama;

14. Menghukum Pembanding untuk membayar segenap biaya yang
timbul dalam perkara ini yang untuk tingkat banding saja
diperhitungkan sebesar Rp. 48.000,00 (empat puluh delapan ribu
rupiah);
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14. Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tersebut,
Turut Tergugat/Pembanding |l mengajukan permohonan kasasi ke
Mahkamah Agung RI dengan register perkara Nomor 292.K/AG/1977
tanggal 31 Agustus 1999 M, dengan amar putusan yang selengkapnya
dalam pokok perkara sebagai berikut:

®* Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon: WAHIDAH
RIWAYANI tersebut;

e Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tinggi Banjarmasin
tanggal 21 Mei 1977 M, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram
1418 H, Nomor 09/Pdt.G/1977/PTA. Bjm, dan Putusan Pengadilan
Agama Martapura tanggal 26 Desember 1996 M, bertepatan
dengan tanggal 15 Sya’ban 1417 H, Nomor 121/Pdt.G/1996/
PA.Mtp;

Dalam Eksepsi,
e Menyatakan eksepsi Tergugat VI dapat diterima;
Dalam Pokok Perkara,

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menyatakan sah perkawinan Radiah binti Jahri dengan
almarhum yang dilakukan pada tahun 1933;

3. Menetapkan bahwa tanah seluas + 9.019 m?, dan bangunan
rumah di atasnya berukuran 10 x 20 m, yang terletak di Jalan
Karang Anyar, lingkungan RT.20, RW.VIII, Kelurahan Loktabat,
Kecamatan Banjarbaru, Kabupaten Banjarbaru dengan batas-
batas:

a. Sebelah Utara : Jalan Karang Anyar + 65 m?;

b. Sebelah Timur : Tanah milik Rahmat + 138 m?;

c. Sebelah Selatan :Tanah Perumahan PT. Dalem Sakti
(Balitan 1V, lebar + 62,5 m);
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d. Sebelah Barat : Tanah Jamain/Ir. Maryono, + panjang
104 mdan 47 m;

adalah harta bersama almarhum Anang Ardiansyah dan 2 (dua)
orang isterinya, Radiah binti Jahri dan Nursiah bint Pahlan;

4. Menetapkan ahli waris Anang Ardiansyah sebagai berikut,

4.1. Radiah binti Jahri (isteri I);

4.2  Hj. Nursiah binti Pahlan (Isteri Il);
4.3  Anang Ariansyah (anak laki-laki);
4.4  Radiana (anak perempuan);

5. Membatalkan hibah tanah dan rumah tersebut dalam angka 3
(tiga) diatas yang dilakukan oleh alm. Anang Ardiansyah dan
Salimah binti Sabran;

6. Menyatakan perkawinan Salimah binti Sabran dengan Anang
Ardiansyah batal demi hukum;

7. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak
dapat diterima;

8. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar
biaya perkara, tingkat pertama, tingkat banding, maupun dalam
tingkat kasasi dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak
Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

15. Bahwa atas putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tersebut diatas,
Tergugat I/Pembanding I/Turut Termohon Kasasi mengajukan
permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI dengan
register perkara Nomor 36.PK/AG/2002 tanggal 20 Januari 2005 M,
dengan amar putusan yang selengkapnya dalam pokok perkara sebagai
berikut,

e Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon

Peninjauan Kembali SALIMAH binti SABRAN (SABERAN)

tersebut;
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16. Bahwa, berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali (PK) pada Mahkamah
Agung RI tanggal 20 Januari 2005, Register Perkara Nomor 36.PK/
AG/2002 diatas yang menolak permohonan Pemohon Peninjauan
Kembali (PK) Salimah binti Sabran (Saberan), sehingga secara otomatis
putusan Kasasi yang berlaku dan kini telah berkekuatan hukum tetap;

17. Bahwa berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 31
Agustus 1999 M, Register Perkara Nomor 292.K/AG/1997 telah
membatalkan Putusan Tingkat Banding yakni membatalkan Putusan
Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dan membatalkan Putusan
Pengadilan Tinggi Pertama yakni Putusan Pengadilan Agama Martapura
sebagaimana diuraikan diatas, dengan demikian kedua putusan tersebut
tidak berlaku dan tidak dapat dipedomani lagi. Maka Putusan Kasasi
tersebut menjadi acuan sebagai dasar hak kepemilikan para ahli waris
alm. Anang Ardiansyah (posita 6) atas harta warisan alm. Anang
Ardiansyah (posita 4), dan kemudian memohon untuk pelaksanaan
eksekusi;

18. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2013, Penggugat telah mengajukan
permohonan pelaksanaan eksekusi atas isi Putusan Kasasi Mahkamah
Agung RI tesebut atas objek sengketa kepada Pengadilan Agama
Martapura, namun Pengadilan Agama Martapura melalui Pengadilan
Agama Banjarbaru dengan Surat Nomor W15.A12/420/Hk.05/IV/2014
tertanggal 07 April 2014 menyatakan bahwa putusan Kasasi tersebut
tidak dapat di eksekusi (non executable) karena amar putusan tidak
mengandung kondemnatoirberupa menghukum Tergugat;

19. Bahwa berdasarkan permasalahan sengketa tersebut, Mahkamah Agung
RI telah memberikan petunjuk (FATWA) sebagaimana Surat Mahkamah
Agung RI yang ditujukan kepada Sdr. Anang Ariansyah bin Anang
Ardiansyah (anak laki-laki alm. Anang Ardiansyah) Nomor 91/WK.MA.Y/
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X11/2014, perihal Petunjuk Hukum/Fatwa MARI tanggal 15 Desember
2014;

20. Bahwa berdasarkan isi fatwa Mahkamah Agung RI tersebut diatas yang
menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi putusan perkara tersebut
diserahkan kepada Pengadilan Agama Martapura di bawah pengawasan
Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin selaku kawal depan (voorpost),
sehingga Penggugat meyakini bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap
amar Putusan Kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut tidak
dapat dilaksanakan (non executable) dikarenakan dalam amar Putusan
Kasasi Mahkamah Agung RI tersebut tidak bersifat kondemnatoir berupa
perintah menghukum Tergugat, padahal dalam amar Putusan
Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding amarnya
bersifat kondemnatoir (perintah), sehingga dalam hal ini Penggugat
berinisiatif untuk mengajukan permohonan gugatan penambahan amar
putusan ke Pengadilan Agama Martapura agar putusan tersebut dapat di
eksekusi sebagaimana Fatwa Mahkamah Agung RI Nomor 91/WK.MA.Y/
XIl/2014;

21. Bahwa oleh karena para Tergugat sejak puluhan tahun berlangsungnya
perkara ini ternyata sama sekali tidak menunjukkan adanya itikad baik
untuk menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan,
dimana para Tergugat tersebut secara tidak sah telah menguasai obyek
tersebut, maka untuk menghindari terjadinya putusan hamapa (illusoir
maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis
Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya dapat meletakkan sita
jaminan atas obyek sebagaimana tercantum dalam posita 4 (empat) di
atas;

22. Bahwa tindakan para Tergugat yang selama ini menguasai objek
sengketa tersebut sagat jelas telah merugikan Penggugat baik moril dan

materiil, oleh karena itu agar tidak terjadi lagi kerugian yang jauh lebih
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besar bagi Penggugat, apabila mengingat Putusan Kasasi Mahkamah
Agung RI Nomor 292.K/AG/1997 tanggal 31 Agustus 1999 M yang sudah
berkekuatan hukum tetap, Penggugat mohon kiranya agar putusan ini
dapat dilaksanakan secara serta merta (Uit voerbaar bij voorraad),
meskipun ada verzet, banding, kasasi dan atau peninjauan kembali;

23. Bahwa dengan mengingat itikad tidak baik dari para Tergugat selama ini,
maka untuk menjamin objek tersebut diserahkan oleh para Tergugat
kepada Penggugat secara baik-baik dan sukarela dalam waktu yang
sesingkat-singkatnya, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan
Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar
para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom)
sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila
terlambat menyerahkan objek sengketa yang menjadi bagian Penggugat
tersebut, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hkum tetap;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas,

Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura Cg. Majelis

Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini kiranya berkenan menerima,

memeriksa, dan mengadili serta memutus perkara ini dengan amar sebagai

berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Memperbaiki amar putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 292.K/
AG/1997, tanggal 31 Agustus 1999 M, sehingga selengkapnya berbunyi
sebagai berikut:
¢ Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
¢ Menyatakan sah perkawinan Radiah binti Jahri dengan almarhum

yang dilakukan pada tahun 1933;
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e Menetapkan bahwa tanah seluas + 9.019 m?, dan bangunan rumah di
atasnya berukuran 10 x 20 m, yang terletak di Jalan Karang Anyar,
lingkungan RT.20, RW.VIIl, Kelurahan Loktabat, Kecamatan

Banjarbaru, Kabupaten Banjarbaru dengan batas-batas:

e Sebelah Utara : Jalan Karang Anyar;

®* Sebelah Timur : Tanah milik Rahmat;

e Sebelah Selatan: Tanah Perumahan PT.
Dalem Sakti;

e Sebelah Barat : Tanah Jamain/Ir. Maryono;

Adalah harta bersama almarhum Anang Ardiansyah dan 2 (dua)
orang isterinya, Radiah binti Jahri dan Nursiah bint Pahlan;

e Menetapkan ahli waris Anang Ardiansyah adalah sebagai berikut,

e Radiah binti Jahri (isteri I);

e Hj. Nursiah binti Pahlan (Isteri ll);
e Anang Ariansyah (Anak laki-laki);
¢ Radiana (Anak perempuan);

¢ Membatalkan hibah tanah dan rumah tersebut dalam angka 3 (tiga)
diatas yang dilakukan oleh alm. Anang Ardiansyah dan Salimah binti
Sabran;

e Menyatakan perkawinan Salimah binti Sabran dengan Anang
Ardiansyah batal demi hukum;

e Memerintahkan kepada Tergugat | dan Tergugat Il untuk
menyerahkan obyek harta tersebut dalam posita 4 (empat) di atas
kepada para ahli warisnya dalam keadaan kosong dan tanpa beban
apapun juga;

e Menghukum Tergugat | dan Tergugat Il untuk menyerahkan obyek
harta yang dikuasainya tersebut kepada para ahli warisnya agar dapat

dibagi sesuai dengan porsinya masing-masing dan jika tidak dapat
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dibagi secara natural/riil maka seluruh harta peninggalan tersebut
akan dijual secara umum melalui Kantor Lelang Negara, dan uang dari
penjualan lelang tersebut akan dibagikan kepada ahli warisnya
dengan bagian mereka masing-masing;
e Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul
dalam perkara ini;
¢ Menghukum Terguga tl dan Tergugat Il untuk membayar semua biaya
yang timbul akibat perkara ini;
3. Membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
4. Mengukum Tergugat I, Tergugat Il dan Penggugat untuk membayar
biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
SUBSIDAIR.
e Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, para Penggugat
mohon kiranya diputuskan dengan putusan yang seadil-adilnya

(Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Penggugat | telah datang
menghadap sedangkan Tergugat |, Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV,
Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VIl telah tidak datang menghadap
atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah,
menurut surat panggilan (relaas) Nomor 0449/Pdt.G/2015/PA.Mtp tertanggal
30 Juni 2015 Jurusita tidak bertemu dengan Para Tergugat, karena alamat
tersebut sekarang merupakan wilayah Kota Banjarbaru dan bukan lagi
wilayah Kabupaten Banjar. Adapun Turut Tergugat telah tidak datang
menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya
yang sah, menurut surat panggilan (relaas) Nomor 0449/Pdt.G/2015/PA.Mtp
tertanggal 30 Juni 2015 Jurusita tidak bertemu dengan Turut Tergugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. |
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamaly Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menurut keterangan Lurah Keraton yang bersangkutan sudah pindah

alamat, dan tidak terdaftar sebagai warga Kelurahan Keraton;
Bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang
dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan

dari penetapan ini;
TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana diuraikan tersebut di atas;
Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum diperiksa maka

pencabutan perkara tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut gugatannya, maka

Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan pencabutan dari

Penggugat tersebut maka perkara ini dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat

bahwa pencabutan perkara ini harus dituangkan dalam sebuah Penetapan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk
pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, maka pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan

Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (I) Undang-Undang
No. 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. |
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Hukum Syara' dan ketentuan perundang-

undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0449/Pdt.G/2015/PA.Mtp dicabut;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp. 721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah );

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Rabu tanggal 08 Juli
2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan1436 H., oleh kami
Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.S.l. sebagai Ketua Majelis,
Fattahurridlo Al Ghany, S.H.l., M.S.I. dan Ahmad Zaky, S.H.l., masing-
masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga
diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum
dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Mastainah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh

Pemohon;
Ketua Majelis,
ttd
Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.S.I.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

ttd ttd
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Fattahurridlo Al Ghany, S.H.l, M.S.I. Ahmad Zaky, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Mastainah, S.H.
Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 630.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 721.000,-

(tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)

untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh :
PLT. PANITERA PENGADILAN AGAMA
MARTAPURA
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BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Kamis tanggal 24 Januari 2019 pukut .89-30  sg 030 bertempat di Ruang
Munaqasyah | Fakultas Syariah telah dilaksanakan ujian skripsi atas nama:

Nama * Muhammad itham

NIM : 1201110048

Tempat, Tgl. Lahir: Biih, 2 Juli 1993

Jurusan : HK (AS)

Judul : "Problematika Pelaksanaan Eksekusi (Analisis Beberapa Putusan

Pengadilan Agama)"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., (Ketua/Anggota)
2. H. Bahran, S.H., M.H. (Anggota)

3. Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H. (Anggota)

4. Dr. Mujiborrahman, M.A. (Anggota)

5. Tuti Hasanah, SEI, MHI (Sekretrais)

Hasil sidang tim penguiji skripsi berkesimpulan bahwa skripsi yang bersangkutan dinyatakan
dapat/tidak dapat *) diterima dengan perolehan nilai sebagai beikut:

Nilai B
Bobot o
Predikat DB

Catatan pelaksanaan ujian skripsi secara umum:

1.

2. Perubahan judul** - Prﬁ\a\emaﬁka ﬁ’a\c\kscmwm Pu\\\)sc\v\ ( AV\C\\AS\S‘ %ekerc«g)c\ 90\\'\)«3‘6\»/\

?ey\j alan Agame).
3. Masa revisi T han \{QQLL
;Noi Nama Penguji Jabatan Tanda.Tangan
1.|Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H. Ketua/Anggota i
2.{H. Bahran, SH., MH. Anggota . W=
3.|Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H. Anggota Dt / )z B
4.|Dr. Mujiborrahman, M.A. Anggota e
5.|Tuti Hasanah, SEI, MHI Sekretaris [~ dw
s

*) Coret yang tidak perlu
**) Jika terdapat perubahan judul
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KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

BANJARMASIN
Jalan Ahmad Yani KM.4,5 Telepon (0511) 3265783 Banjarmasin Kode Pos 70235

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
Nomor : B- 4.4 /In.01/I11.1/PP.00.9/02 /2017

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian
Saudara (i) :

Nama :  Muhammad ITham

NIM : 1201110048

Program/Jurusan : - S.1/Hukum Keluarga (AS)

Judul : Kendala Pengadilan Agama Martapura dalam Melaksanakan Eksekusi

Tanah Waris Atas Putusan MA No. 292 K/AG/1997 dan Penetapan
No.121/Pdt.G/1996/PA.MTP

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing,
kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing 1 : Dra. Hj. Nurwahidah, M.Hl
Pembimbing I : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing
II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

"Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH &
NIP. 195804061987031001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II:
3. Mahasiswa (i) ybs:

4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI
Nomor : B- 4%»4  /Un.14/11L2/PP.00.9/02 /2018

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi
berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru
terhadap skripsi Saudara (i) :

Nama
NIM

Muhammad Ilham
1201110048

Program/Jurusan S.1/Hukum Keluarga (AS)
Judul Terdahulu : Kendala Pengadilan Agama Martapura dalam Melaksanakan Eksekusi

Tanah Waris Atas Putusan MA No. 292 K/AG/1997 dan Penetapan
No. 121/Pdt.G/1996/PA.MTP

Judul Baru . Problematika Pelaksanaan Eksekusi (Analisis Beberapa Putusan

Pengadilan Agama)

Dengan tim pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing I . Dra. Hj. Nurwahidah, M.HI
Pembimbing I : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing
II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Tembusan :

ﬂ Februari 2018

-

= r-
Dr. H. falalwddin. M Hum
NIP. 19661126 199102 1 002

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan).
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II:
3. Mahasiswa (i) ybs;

4. Arsip.
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INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Ahmad Yani Km 4,5 Telepon (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

27 Februari 2017
Nomor : In.04/I.1/PP.00.9/721/2017
Lampiran : Satu berkas (desain proposal skripsi)
Hal : Penetepan Waktu Seminar
Desain Operasional Skripsi

Yth. Muhammad llham / 1201110048
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 27 Februari 2017, maka dengan ini Ketua
Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari
menetapkan waktu seminar desain operasional skripsi kepada:

Nama / NIM : Muhammad llham / 1201110048
Jurusan . Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul : Kendala Pengadilan Agama Martapura Dalam Melaksanakan

Eksekusi Tanah Waris Atas Putusan MA No0.292 K/AG/1997 dan
Penetapan No.121/Pdt.G/1996/PA.Mtp

Hari/Tanggal . Rabu, 01/03/2017

Waktu : 08.30-10.30

Tempat : Ruang Seminar Lab HK
dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguiji | . Dra. Hj. Nurwahidah, MHI.

Penguiji Il . Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.

Notulen . Martina Purnanisa, Lc, M.Sy.

Pembahas Utama | : Abdul Ghanie / 1401110033
Pembahas Utama Il - M. Razkan Fadhiil / 1801110051

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Catatan:

Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk

menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.
No. : 20
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Jalan A. Yani Km 4,5 Telepon (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN
Nomor: In.04/11.1/PP.00.9/833/2017

Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Antasari,
menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama - Muhammad llham

NIM - 1201110048

Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul : Kendala Pengadilan Agama Martapura Dalam Melaksanakan Eksekusi

telah melaksanakan seminar desain operasional skripsi pada:

Hari/Tanggal  Rabu, 01/03/2017

Waktu : 08.30-10.30

Tempat : Ruang Munagasyah Lab HK
dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji | . Dra. Hj. Nurwahidah, MHI.

Penguiji Il . Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.

Penguji 1l . Marting Purnanisa, Lc, M.Sy.

Pembahas Utama | : Abdul Ghanie / 1401110033
Pembahas Utama Il : M. Razkan Fadhil / 1301110051

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 6 Maret 2017
Kaprodi Ahwg¥ Al-Syakhshiyah,

Dra. Hjf Yusna Zaidah, M.H.
NIP. 19670812 199303 2 006

Tembusan:

1. Rektor IAIN Antasari

2. Kabag Keuangan IAIN Antasari

3. Mahasiswa ybs. . No. : 20
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FAKULTAS SYARIAH
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Telepon (0511) 3265783
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Nomor :B- 10s\-4 /Un.14/111.2/TL.00/06/2018
Sifat : Biasa
Hal : Permchonan lzin Riset

Yth: Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
- JI. A. Yani Km. 4,5 Kampus UIN Antasari Banjarmasin

Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh
Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan rekomendasi

kepada :

Nama : MUHAMMAD ILHAM

Nim : 1201110048

Jurusan : Hukum Keluarga (AS)

Alamat . JI. Gatot Subroto V Rt. 20 No. 88

yang bersangkutan akan mengadakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi
selama 1 Bulan dari tanggal 11 Juni s/d. 11 Juli 2018 dengan judul :

Problematika Pelaksanaan Eksekusi (Analisis Beberapa Putusan
Pengadilan Agama)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak/ |Ibu berkenan memberikan izin
kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset di unit kerja yang
Bapak/ Ibu pimpin.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terima kasih.

Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Banjarmasin, 07 Juni 2018
Wakil Dekan Bidang
kademik dan Kelembagaan,
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PERPUSTAKAAN
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin,
Telepon (0511) 3274482 Fax. (0511) 3256249

U lN Email: lib@uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN
No. B-25/Un.14/V.1/HM.02.2/07/2018

/\ KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari
Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad llham
NIM : 1201110048
Fakultas . Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga (AS)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data
pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 11 Juni 2018 sampai
dengan 11 Juli 2018 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

~ Banjarmasin, 30 Juli 2018

Laila Rahmewati, S. Ag, SS. M.Hum 4
NIP. 19721003 200003 2 004

Catatan :
Fotocopy surat keterangan ini dinyatakan tidak berlaku.
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SURAT KETERANGAN
B- 4>  /Un.14/111.2/PP.00.9/01/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah
UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama - Muhammad llham
NIM - 1201110048
Jurusan : HK (AS)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Senin, 08/08/2016
Waktu : 08.30-10.30
Tempat : Ruang Munagasyah |

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Drs. Nor Ipansyah, M.Ag.
Anggota . Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag.
Anggota . Dra. Hj. Wahidah, MHI

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 75.6 dan dinyatakan Lulus.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TE&

: Baﬂjahpasin, 4 January 2019

o, % Bra.Hi Wahidaft, MHI
2P, 19670327 199203 2 005

No. : 53
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Sertifikat e
Nomor: In0.04/11.1/PP.00.9/2623 /2015 S
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam e

TAIN Antasari Banjarmasin goc)
menerangkan bahwa: P

Muhammad 11

NIM: 1201110048 e
Kelahiran Biih, 2 Juli 1993 -
telah mengikuti (N

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur’an P

yang dilaksanakan Fakultas Syartah dan Ekonomi E‘
Islam TAIN Antasari Banjarmasin dengan predikat s

Baik. .

“H.Ahmadi Hasan, MH g
NIP. 19580406 198703 1 001 e
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INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA

Gedung Pusat Sumber Belajar JI. Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin Telp. 3253065 ; Fax 3254344
Email pti@iain-antasari.ac.id

SERTIFIKAT

No: In.04/V.2/02.3/19/2015

Diberikan kepada :

Nama : MUHAMMAD ILHAM
NIM. :1201110048

yang telah menyelesaikan Short Course Computer
Program Microsoft Office 2010

® Ms. Word 2010
- Ms. Excel 2010
* Ms. Power Point 2010

Dengan hasil: A

Banjarmasin, 19 Mei 2015
Kepala,

OA/‘
D,'r.' ﬁr Kolis, M.Ag

NIP. 19710623 199803 1 002
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NILAL EKSTRA KURIKULER
Name MVLM:';‘ llae
NIM (3wl 60 e
Jurusan Holas s *‘1""’“ it
Semester THAL S )
Tahun Akademik 2018/ 2°%0
- r S
S S - JUMLAH NILAI KF,TERANGAN
9 ARFEI KEGIATAN KEGIATAN | KUMULATIF | |
1| Aspek Pokok
8 Aspek Keagamaan dan moral 1 24
Pancasila 2.
b Aspek penalaran dan idealisme, 3
¢ Aspek  Kepemimpiman  dan 0
loyalitas terhadap A Y
almamater, negara, bangsa dnulw
| ngama
2| Aspek Penunjang
A Aspek pemenuhan  bakat dan 9 J
munat
b Aspek pengabdian masyarakat .,\l &
JUMLAN i 3 7 l \3
Banjarmasin,
sen Pembimbing

E'AW({L _

NIP, os ot 19003 2094

Dibust rangkap 3 (bjga)

+ | (satu) rangkap untuk Dosen Ponasehat
< | (satu) rngkap untuk Subbag Mikwa

<1 (sutu) rangkap untuk yang | S
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RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Muhammad ilham

Tempat danTanggal Lahir : Bi-ih, 02 Juli 1993

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Status Perkawinan : Belum Kawin

Alamat : JLPancasila, Rt.003, Desa Biih,
Kec. karang Intan, Kab. Banjar,
Prov. Kalimantan Selatan

Pendidikan :

a. SDN Biih * (Kabupaten Banjar 2001-2006)

b. SMPM Biih : (Kabupaten Banjar 2006-2009)

¢. MAN 2 Martapura
Pengalaman Organisasi

a.
b.
e

d.

€.

: (Kabupaten Banjar 2009-2012)

ASRI IAIN Antasari Banjarmasin (anggota 2012/2013)

LSISK (anggota 2012/201 3) ’

BEM Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (Mentri Perhubungan
HMIJ, HMD, dan UKM 2014/2015)

HMJ Ahwal al-syakhsiyyah (Sekretaris Umum 2015/2016)

DEMA Fak. Syariah dan Ekonomi Islam (Sekretaris Umum
2016/2017)

Orang Tua :

Nama Ayah : Asmuni

Pekerjaan : Petani

Alamat : JL.Pancasila, Rt.003, Desa Biih,
Kec. karang Intan, Kab. Banjar,
Prov. Kalimantan Selatan

Nama Ibu : Syamsiyah

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : J1.Pancasila, Rt.003, Desa Biih,

Kec. karang Intan, Kab. Banjar,
Prov. Kalimantan Selatan

Saudara (jumlah saudara) : 2 (dua)
Anak ke/saudara : Anak ke dua (2) dari tiga bersaudara

Banjarmasin, 9 Januari 2019
Penulis

Bl
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